GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR 42 TAHUN 2017

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Menimbang

Mengingat

1.

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang
efektif dan efisien serta untuk meningkatkan Kkinerja
Aparatur Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah
Provinsi Nusa Tenggara Timur diperlukan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan sebagai

pedoman dalam pelaksanaan tugas;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan pada Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa

Tenggara Timur;

Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1649);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038); vV




Menetapkan

3.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28
Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan
Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Nusa
Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara
Timur Tahun 2017 Nomor 27);

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI
PEMERINTAHAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI NUSA
TENGGARA TIMUR.

BAB1I

KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu

Batasan Pengertian dan Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1.
2.

Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur

penyelenggara pemerintahan daerah.
Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Daerah  adalah unsur pembantu Gubernur dalam

Perangkat

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. VvV~



6. Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya
disingkat SOP AP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan
mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan
berupa aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan,
dimana dan oleh siapa dilakukan yang sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

7. Administrasi Pemerintahan adalah Pengelolaan proses pelaksanaan tugas
dan fungsi Pemerintahan yang dijalankan oleh perangkat daerah.

8. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa

Tenggara Timur.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai acuan bagi Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara
Timur dalam mengidentifikasi, merumuskan, mengatur, memonitor,
mengevaluasi serta mengembangkan SOP dalam pelayanan Pemerintahan baik

pelayanan internal maupun pelayanan eksternal sesuai dengan tugas pokok dan

fungsi.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah :

a. mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian yang mungkin dilakukan oleh
seorang pegawai dalam melaksanakan tugas;

b. meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung
jawab individual pegawai dan organisasi secara keseluruhan;

c. meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas;

d. memberikan informasi mengenai beban tugas yang dipikul oleh seorang
pegawai dalam melaksanakan tugasnya,;

e. membantu penelusuran terhadap kesalahan-kesalahan prosedur dalam
memberikan pelayanan;

f. menjamin konsistensi pelayanan kepada masyarakat, baik dari sisi waktu
maupun prosedur;

menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas; dan

7

h. meningkatkan tertib administrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan.V"



Bagian Ketiga
Ruang Lingkup
Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini terdiri atas :
Jenis SOP;

a.
b.

C.

Monitoring dan Evaluasi;

Pembinaan; dan

Pembiayaan.

BAB II
JENIS SOP

Pasal 5

(1) Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan SOP AP pada DPMPTSP Provinsi
Nusa Tenggara Timur.

(2) Jenis SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas SOP :
a. SOP Bidang Kesehatan.

1.
2.
3.

SOP Izin usaha Kecil obat Tradisional (IUKOT);

SOP Pengakuan pedagang besar Farmasi (PBF) Cabang;

SOP Izin Mendirikan Rumah Sakit Umum dan Khusus Kelas B
Pemerintah dan Sawasta;

SOP Izin Operasional Rumah Sakit Umum dan Khusus Kelas B
Pemerintah dan Swasta;

SOP Pengakuan Cabang Penyalur Alat Kesehatan;

SOP Rekomendasi Izin Sarana Kesehatan Tert5entu yang diberikan
oleh Pemerintah; dan

SOP Rekomendasi untuk Izin Industri Komoditi Kesehatan, Pedagang
Besar Farmasi (PBF) dan Pedagang Besar Alat Kesehatan (PBAK).

b. SOP Bidang Perhubungan.

P

SOP Izin Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL);

SOP Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (JPT);

SOP Persetujuan Pengoperasian Kapal untuk Lintas Penyeberangan
antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi;

SOP Izin Usaha Pelayaran Rakyat Bagi Badan Usaha yang
Berdomisili dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar
Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi, Pelabuhan antar Provinsi
dan Internasional;

SOP Izin Usaha Tally Pelabuhan;

SOP Izin Usaha Bongkar Muat Barang dari dan ke Kapal,

SOP Izin Usaha Depo Peti Kemas;

SOP Rekomendasi Lokasi Pelabuhan Penyeberangan; V¥V




9. SOP Rekomendasi Rencana Induk Pelabuhan Penyeberangan (RIP),

DLKr/DLKp yang terletak pada Jaringan Jalan Nasional dan Antar

Negara,;

10. SOP Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri

(TUKS) didalam DLKR/DLKP untuk Pemabuhan Pengumpan Regional;

11. SOP Penerbitan Izin usaha, badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan

Pengumpan Regional;

12. SOP Rekomendasi Pemasukan dan Operasional Kendaraan Bermotor

yang Gross Vehicle (GVW)nya Melampaui Daya Dukung Jalan.

¢. SOP Bidang Sosial

h
2.
3.

SOP Izin Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) Skala Provinsi;

SOP Izin Operasional Pendirian Organisasi Sosial;

SOP Rekomendasi atas Usulan Pengangkatan Gelar Pahlawan
Nasional dan Perintis Kemerdekaan;

SOP  Pengusulan dan Pemberian Rekomendasi atas Usulan
Penganugerahan Satya Lencana Kebaktian Sosial kepada Presiden

melalui Menteri Sosial.

d. SOP Bidang Ketenagakerjaan.

1.

6.

SOP Izin Perpanjangan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing
(RPTKA);

SOP Izin Pendirian Lembaga Bursa Kerja/Lembaga Penempatan
Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dan Lembaga Penyuluhan dan
Bimbingan Jabatan Skala Provinsi;

SOP Izin Operasional, Perpanjangan Izin Operasional, Pergantian
kepala Cabang PPTKIS, Perpindahan Alamat Kantor Cabang PPTKIS;
SOP Izin Operasional dan Pencabutan Izin Perusahaan Penyedia Jasa
Pekerja/Buruh yang Perusahaannya Lintas Kabupaten/Kota dalam
Provinsi;

SOP Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)
Lintas Kabupaten/Kota;

SOP Rekomendasi Perizinan Magang ke Luar Negeri.

e. SOP Bidang Penanaman Modal

ds

2
3.
4

SOP Izin Prinsip Penanaman Modal;
SOP Izin Usaha untuk Berbagai Sektor Usaha;
SOP Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;

SOP Izin Usaha Perluasan untuk Berbagai Sektor Usaha; v




SOP Izin Prinsip Perubahan Modal;
SOP Izin Usaha Perubahan untuk Berbagai Sektor Usaha;

SOP Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal;

® N o o

SOP Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal untuk

Berbagai Sektor Usaha;

9. SOP Izin Pembukaan Kantor Cabang;

10. SOP Izin Angka Pengenal Importer Produsen (API-P).

SOP Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

1. SOP Tanda Daftar Usaha Kawasan Pariwisata Lintas Kabupaten/Kota;

2. SOP Tanda Daftar Usaha Daya Tarik Wisata Lintas Kabupaten/Kota;

3. SOP Izin Standar Hotel Berbintang;

4. SOP Izin Usaha Pembuatan Film Dokumenter oleh Tim Asing yang
Skala Provinsi;

S. SOP Izin Pengiriman dan Penerimaan delegasi Asing di Bidang
Kesenian;

6. SOP Rekomendasi Pengiriman Misi Kesenian dalam Rangka Kerjasama
Luar Negeri Skala Provinsi.

. SOP Bidang Komunikasi dan Informatika.

1. SOP Rekomendasi Penyelenggaraan Pos; dan

2. SOP Rekomendasi kelengkapan Data Administrasi dan Data Teknis
terhadap Permohonan Izin Penyelenggaraan Televisi;

. SOP Bidang Pertanian dan Perkebunan.

1. SOP Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P);

2. SOP Izin Usaha Produksi Benih:

SOP Bidang Peternakan

1. SOP lIzin Pemasukan/Pengeluaran Day Oid Chick (DOC) /Day Old
Duck (DOD) dari dan ke Wilayah Provinsi;

2. SOP Izin Pemasukan/Pengeluaran Produk Asal Hewan Pangan dan

Non Pangan dari dan ke Wilayah Provinsi;

SOP Rekomendasi Import/Eksport Ternak dan Hasil Ternak;

SOP Izin Pemasukan/Pengeluaran Telur Konsumsi /Telur Tetas dari

dan ke Wilayah Provinsi;

SOP Izin Usaha Budidaya Hewan Kesayangan di Provinsi;

SOP Rekomendasi Pendaftaran Mutu Pakan;-/




T
8.
0.

SOP Rekomendasi Instalasi Karantina Hewan di Provinsi;
SOP Izin Pemasukan Pakan Ternak dari dan ke Wilayah Provinsi;

SOP Izin Usaha Distributor Obat Hewan Lintas kabupaten/Kota;

10. SOP Izin Pemasukan/Pengeluaran Hewan Kesayangan dari dan ke

L1

Wilayah Provinsi;

SOP Izin Pembangunan Laboratorium Kesehatan Hewan dan

Kesehatan Masyarakat Veteriner di Daerah provinsi.

SOP Bidang Kehutanan

1.

10.
1L,

12

13.

14,

15,

16.

SOP Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dengan
Kapasitas Produksi sampai dengan 6.000 per tahun;

SOP Izin Perluasan IUIPHHK dengan Total Kapasitas Produksi sampai
dengan 6.000 m per tahun;

SOP Rekomendasi Pinjam Pakai Kawasan Hutan bagi Perizinan diluar
bidang Kehutanan yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota dan
Pemerintah;

SOP Persetujuan Prinsip Penggunaan Kawasan Hutan untuk
Pembangunan Fasilitas Umum yang bersifat Non Komersial dengan
luas paling banyak 5 (lima) hektar;

SOP Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Pembangunan Fasilitas
Umum yang bersifat Non Komersial dengan luas paling banyak S (lima)
hektar;

SOP Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (IUIPHHBK)
Skala Menengah dan Skala Besar;

SOP Izin Usaha Perluasan Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu
(IUIPHHBK) Skala Menengah dan Skala Besar;

SOP Izin Usaha Dagang Kayu Cendana;

SOP Perpanjangan Izin Usaha Dagang Kayu Cendana;

SOP Rekomendasi Pengangkutan Kayu Cendana;

SOP Izin Pemungutan Hasil Hutan kayu (IPHHK) dan Pemungutan
Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK) pada Hutan Negara;

SOP Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD);

SOP Izin Usaha Pemanfaatan Hutan kemasyarakatan (IUPH-Km);

SOP Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman
Rakyat (IUPHHK-HTT);

SOP Izin Usah Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam (IUPJLWA)
pada Hutan Produksi;

SOP Izin Usaha Pemanfaatan Air (IUPA) pada Hutan Produksi. v




k. SOP Bidang Kelautan dan Perikanan.

X

2
3.
4

2
3.

. SOP Bidang Perdagangan
1.

L

8.

SOP Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) 5 sampai dengan 10 GT;

SOP Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) 10 sampai dengan 30 GT;

SOP Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) 5 sampai dengan 10 GT;

SOP Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan (SIKPI) 5 sampai dengan 10
GT;

SOP Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) diatas 10 sampai dengan 30
GT;

SOP Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan (SIKPI) diatas 10 sampai
dengan 30 GT:

SOP Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut
Ikan dengan Ukuran di atas 5 GT sampai dengan 30 GT;

SOP IUP di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah
Kabupaten/Kota dalam Satu Daerah Provinsi;

SOP Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas

Daerah kabupaten/Kota dalam Satu Daerah Provinsi.

SOP Bidang Perindustrian.
9

SOP IUKI dan IPKI yang Lokasinya Lintas Daerah Kabupaten/Kota
dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;

SOP Izin Perluasan Usah Industri (IPUI) bagi Industri Besar;

SOP Izin Usaha Industri (IUI) Besar.

SOP Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea;
SOP Rekomendasi Penerbitan SIUP-MB bagi Distributor;

SOP Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar;
SOP Angka Pengenal Importir Umum (API-U);

SOP Rekomendasi Izin Dukung Dealer/Sub Dealer/Penyalur
Kendaraan Bermotor Roda Dua, Kendaraan Roda Empat, Kendaraan
Roda Enam atau lebih;

SOP Rekomendasi Penerbitan SIUP-MB bagi Sub Distributor;

SOP Rekomendasi Surat persetujuan Perdagangan Gula Antar Pulau
(SPPGAP);

SOP Rekomendasi Pengakuan Pedagang Gula Antar Pulau (PPGAP).

n. SOP Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.

1
2.

SOP Surat Izin Pengeboran (SIP);

SOP Surat Izin Pemakaian dan Pengusahaan Air Tanah; vV



10.

11,

12,

SOP Surat Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah (SIPPAT)
SOP Surat Izin Juru Bor;

)

SOP Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Mineral Logam dalam
rangka Penanaman Modal Dalam Negeri dalam Usaha Pertambangan
Daerah yang berada dalam Satu Daerah satu Provinsi termasuk
Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut;

SOP Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Mineral Logam
dalam rangka Penanaman Modal dalam Negeri dalam wusaha
Pertambangan Daerah yang berada dalam Satu Daerah Satu Provinsi
termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut;

SOP  Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi
Mineral Logam dalam rangka Pananaman Modal alam Negeri dalam
Usaha Pertambangan daerah yang berada Dalam Satu Daerah Satu
Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut;

SOP Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi
Mineral Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri dalam
Usaha Pertambangan Daerah yang berada dalam Satu Daerah Saru
provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut;

SOP Izin Penciutan Wilayah Usaha Pertambangan Mineral Logam;

SOP Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Mineral Bukan Logam
dan bantuan dalam rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada
Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang berada dalam Satu
Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut;
SOP Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Mineral
Bukan Logam dan bantuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam
Daerah pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang berada
dalam Satu Daerah Provinsi termasuk Wilayah laut sampai dengan 12
Mil Laut;

SOP Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Mineral Bukan
Logam dan Bantuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri
pada Wilayah izin Usaha Pertambangan Daerah yang berada Dalam
Satu Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil
Laut; ~/




13.

14.

15

I,

17.

18.

19,

20.
21.

SOP Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi
Mineral Bukan Logam dan Bantuan dalam rangka Penanaman Modal
Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang
berada dalam Satu Pintu Daerah provinsi termasuk Wilayah Laut
sampai dengan 12 Mil Laut:

SOP Izin Penciutan Wilayah Usaha Pertambangan Mineral Bukan
Logam;

SOP Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam,
Moneral bukan Logam dan batuan dalam wilayah Pertambangan
Rakyat;

SOP Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus untuk
Pengolahan dan Pemurnian Dalam Negeri yang Komoditas
Tambangnya berasal dari 1 (satu) Daerah Provinsi yang sama;

SOP Izin Usaha Jasa Pertambangan dan Surat Keterangan Terdaftar
dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang kegiatan
Usahanya dalam satu Daerah Provinsi:

SOP Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Khusus
Pengangkutan dan penjualan;

SOP Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik
Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan
kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi;

SOP Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi;
SOP Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha
Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya dimiliki oleh Penanam Modal

dalam Negeri.

. SOP Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

1

SOP Izin atas Penyediaan, Peruntukan, Penggunaan dan Pengusahaan
Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/Kota;

SOP Izin Lokasi Kasiba/Lisiba Lintas kabupaten/Kota;

SOP Izin Pemanfaatan Ruang yang Sesuai dengan RTRWP;

SOP Izin Pembangunan, Pemanfaatan, Pengubahan dan/atau
Pembongkaran Bangunan dan/atau Saluran Irigasi pada Jaringan

Primer dan Skunder dalam Daerah Irigasi Lintas kabupaten/Kota; \/



i R S T N

SOP Penetapan dan Pemberian Rekomendasi Teknis atas
Penyediaan,  Pengambilan, Peruntukan, Penggunaan dan
Pengusahaan Air Tanah pada Cekungan Air Tanah Lintas
Kabupaten/Kota;

SOP Izin Penyelenggaraan Pelayanan Prasarana Air Minum untuk
Lintas kabupaten/Kota;

SOP Izin Penyelenggaraan prasarana Air Limbah Lintas
Kabupaten/Kota;

SOP Surat Izin Pemanfaatan Mata Air (SIPMA); dan

SOP Izin Penyelenggaraan Pengelolaan Persampahan Lintas

Kabupaten/Kota.

p. SOP Bidang Lingkungan Hidup.

5

3.
4.

SOP Izin Pengumpulan Limbah Bahaya Berbahaya Beracun, (B3)
Skala Provinsi (Sumber Limbah Lintas Kabupaten/Kota) kecuali
Minyak Pelumas/Oli Bekas;

SOP Rekomendasi Izin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya
Beracun (B3) Skala Nasional,

SOP Kelayakan Lingkungan Hidup; dan

SOP Izin Lingkungan Hidup.

q. SOP Bidang Kesbangpol.
1.

2,
3.

(3) Jenis SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana
tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XVI dan merupakan
bagian yang tidak terpisahkan daRI Peraturan Gubernur ini.

SOP Izin Penelitian Lembaga Dalam Provinsi,
SOP Izizn Penelitian Mahasiswa Dalam Provinsi; dan

SOP Izin Penelitian Lembaga Asing.

Pasal 6

Jenis SOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, tercantum dalam Lampiran I
sampai dengan Lampiran XVI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari Peraturan Gubernur ini.

BAB II
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 7

Monitoring dan Evaluasi terdiri dari :
a. Monitoring dan Evaluasi Kebijakan; dan

b. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan. \/



Pasal 8

Monitoring dan Evaluasi kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7

huruf a merupakan kegiatan yang dilakukan untuk :

a.

mengetahui seluruh tugas dan fungsi pada Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang sudah memiliki SOP; dan

mengetahui SOP yang disusun oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu telah sesuai dengan petunjuk yang ditetapkan oleh

Gubernur atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 9

(1) Monitoring dan Evaluasi kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7

huruf a dilaksanakan oleh Biro Organisasi Bagian Tatalaksana.

(2) Dalam melaksanakan Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada

(2)

(1)

ayat (1), Bagian Tatalaksana dapat membentuk Tim dengan mengikut
sertakan Perangkat Daerah terkait, dan/atau pihak ketiga yang

berkompeten.

Pasal 10

Dalam rangka menjamin mutu pelayanan yang pelaksanaannya sesuai
dengan SOP, monitoring dan evaluasi kebijakan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 huruf a dilakukan secara berkala sekurang-kurangnya 1
(satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat satu (1)

dilaporkan kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 11

Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
huruf b dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu.

Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat

membentuk Tim.

Pasal 12

Dalam rangka menjamin mutu pelayanan yang pelaksanaannya sesuai
dengan SOP, monitoring dan evaluasi pelaksanaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 huruf b dilakukan secara berkala sekurang-kurangnya 1
(satu) kali dalam 6 (enam) bulan dan/atau setiap saat sesuai dengan
kebutuhan. ~"



BAB II1
PEMBINAAN

Nusa Tenggara Timur.

Pasal 14

Pembinaan yang dilakukan oleh Biro Organisasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 13, meliputi kegiatan :

a. Penyusunan petunjuk teknis/ petunjuk pelaksanaan SOP sesuai peraturan
perundang-undangan;

Pendidikan dan pelatihan;

Pendampingan;

a0 o

Fasilitasi; dan

e. Konsultasi.

BAB IV
PEMBIAYAAN
Pasal 15

Segala biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan Peraturan Gubernur ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada masing-

masing Perangkat Daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nusa
Tenggara Timur Nomor 34 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Kantor Pelayananan Perizinan
Terpadu Satu Pintu (KPPTSP) Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016 Nomor 031) dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku. ~/



Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang

pada tanggal 22 JDosember 2017

JGUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, ];

v FRANS LEBU RW/

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 22 DOSQMAef 2017

SEKRETARIS DAERAH
~ PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, A

BENE d TUS POLO MAING

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 3/



LAMPIRAN XI : PERATUAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 42  TAHUN 2017
TANGGAL : 93 ftecemzetz. 2017

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN




Nomor SOP : SOP.KP.02/ DPM-PTSP/2017

Tanggal Revisi : 10 Oktober 2017
Tanggal Pengesahan : 09 Oktober 2017
Disahkan Oleh : Kepala Dinas Penanama dal dan PTSP Provinsi NTT

. SEMUEL REBO A

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR < Pembina Utama Madya
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPM-PTSP) NIP. 19610626 198503 1 012
Judul SOP : Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) 5 sampai dengan 10 GT
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan; 1. Memahami struktur organisasi dan tatakerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 2. Memahami tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan PTSP;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2016 tentang Perindungan dan Pemberdayaan | 3. Menguasai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Surat |zin Penangkapan
Nelayan, Pembudidaya lkan dan Petambak Garam; lkan (SIPI) 5 sampai dengan 10 GT;
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025; 4. Memahami dan menguasai informasi dan teknologi;
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.14/MEN/ 2011 tentang Usaha Perikanan Tangkap; | 5. Mempunyai keahlian dalam bidang tersebut.
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35
Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 26/PERMEN-KP/2013 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap
di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
8. Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengendalian Usaha Perikanan;
9. Peraturan Gubernur NTT Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang dari Gubernur kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP untuk Menandatangani Perizinan dan Non Perizinan di
Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT;
10. Peraturan Gubernur NTT Nomor 16 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif
Kepada Pemberi Kerja Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan di Provinsi Nusa Tenggara
Timur;
11. Peraturan Gubernur NTT Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.
KETERKAITAN PERALATAN/KELENGKAPAN
1. SOP pembuatan dan pengiriman surat permintaan Rekomendasi/pertimbangan teknis ke Tim Teknis; 1. Aplikasi “SPESIAL"
2. SOP Pemeriksaan Lapangan; 2. ATK;
3. SOP Pendokumentasian. 3. Lembaran Ceklist;
4, Komputer dan printer;
5. Server;
6. Almari dokumen;
7. Ruangan Arsip.




PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Jika persyaratan tidak dipenuhi maka permohonan tidak dapat diproses;
2. Jika tanpa rekomendasi teknis maka izin tidak dapat diterbitkan.

Checklist tanda terima berkas;

Sistem Informasi Perizinan (SPESIAL);
Pencatatan penanggung jawab pada kartu kendali;
Pencatatan dan penomoran pada Agenda.

ol




PELAKSANA MUTU BAKU
Ho URAIAN TUGAS . . . Y , Kabid | Sekretaris DPM- Snenisture
Front Office Kasie Pengkajian Staf Pengkajian Kasie Analisis Staf Analisis Kasie Pelayanan Pal PTSP Kepala DPM-PTSP pembantu Kelengkapan waktu Output
yonan penerima
1} Menerima berkas dari pemohon, memeriksa m berkas permohonan Berkas Permohonan
berkas permohonan perizinan dan menginput data Perizinan Perizinan, Kartu Kendali
perizinan serta meneruskan ke Kasie Pengkajian 20 Menit dan Lembaran chek list
2 A Ya |Berkas Permohonan Berkas Permohonan
A berkas Permohonan Perizinan, apabila Perizinan, Kartu Kendali dan Perizinan, disposisi
setuju diteruskan ke Staf Pengkajiaan dan tidak Tidek \A/ Lembaran chek lst 10 Menk
setuju dikembalikan ke FO
3 Berkas Permohonan Berkas Permohonan,buku
Mengagendakan berkas perizinan dan i 15 Menit o
meneruskan ke Kasie Analisis
4| Menganalisis berkas perizinan, apabila setuju ' |Berkas Permohonan,buku Berkas Permohonan,
staf analisis sufat /& po |agenda disposisi
p y dasi/pertimbangan teknis, X
dan apabila tidak setuju dikembalikan ke Kasie Tidak V 20 Menit
Pengkajian
5|Membust surat permintaan rekomendasi teknis L-I Berkas Permohonan, Berkas Permohonan, surat
kepada SKPD, dan rekomendasi teknis yang disposisi |permohonan pertimbangan
diterima oleh staf analisis dilanjutkan pada Kasie 7 hari teknis dan pertimbangan
pelayanan teknis.
6] Mencetak konsep perizinan,mengoreksi konsep Berkas Permohonan dan Konsep perizinan
perizinan, memberikan penomoran dan 7 pertimbangan teknis.
menyampaikan kepada kepala bidang pelayanan. 20 Menit
7|Memeriksa konsep perizinan yang sudah dicetak { [V Konsep perizinan Draft Perizinan
apabila setuju, diparaf dan diteruskan ke sekertaris Tidak v
dan apabila tidak setuju dikembalikan ke kasie 30 Menit
pelayanan untuk diperbaiki
Y
8|memaraf draf perizinan dan meneruskan ke ! Draft Perizinan
Kadis
Draft Perizinan 20 Menit
9|menandatangani draf perizinan dan Draft Perizinan Dokumen Perizinan
diteruskan ke bendahara pembantu penerima.
1 Menit
10| Menyérahkan dokumen perizinan ke pemohon
dan mengarsipkan dokumen perizinan. W
Izin Penangkapan Ikan (SIP1)
it
' selesal ' Dokumen Perizinan 5 Menl § sampal dengan 10 GT




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPM-PTSP)

Nomor SOP : _SOP.KP.01/ DPM-PTSP/2017

Tanggal Pengesahan : 10 Oktober 2017
Tanggal Revisi : 09 Oktober 2017
Disahkan Oleh . Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi NTT

Ir”SEMUEL REBO A
~Pembina Utama Madya
NIP. 19610626 198503 1 012

Judul SOP . Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) 10 sampai dengan 30
GT
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan; 1. Memahami struktur organisasi dan tatakerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 2. Memahami tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan PTSP;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan | 3. Menguasai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Surat Izin Usaha Perikanan
Nelayan, Pembudi daya ikan dan Petambak Garam; (SIUP) & sampai dengan 30 GT,;
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025; 4. Memahami dan menguasai informasi dan teknologi;
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.14/MEN/ 2011 tentang Usaha Perikanan Tangkap; | 5. Mempunyai keahlian dalam bidang tersebut.
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35
Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 26/PERMEN-KP/2013 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap
di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
8. Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengendalian Usaha Perikanan;
9. Peraturan Gubernur NTT Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang dari Gubernur kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP untuk Menandatangani Perizinan dan Non Perizinan di
Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT;
10. Peraturan Gubernur NTT Nomor 16 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif
Kepada Pemberi Kerja Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan di Provinsi Nusa Tenggara
Timur;
11. Peraturan Gubernur NTT Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.
KETERKAITAN PERALATAN/KELENGKAPAN
1. SOP pembuatan dan pengiriman surat permintaan Rekomendasi/pertimbangan teknis ke Tim Teknis; 1. Aplikasi “SPESIAL"
2. SOP Pemeriksaan Lapangan; 2. ATK;
3. SOP Pendokumentasian. 3. Lembaran Ceklist;
4. Komputer dan printer;
5. Server,
6. Almari dokumen;
7. _Ruangan Arsip.




PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
1. Jika persyaratan tidak dipenuhi maka permohonan tidak dapat diproses; 1. Checklist tanda terima berkas;
2. Jika tanpa rekomendasi teknis maka izin tidak dapat diterbitkan.

2. Sistem Informasi Perizinan (SPESIAL);
3. Pencatatan penanggung jawab pada kartu kendali;
4, Pencatatan dan penomoran pada Agenda.




MUTU BAKU

PELAKSANA
No URAIAN TUGAS . Bendahara
Front Office Kasie Pengkajian | Staf Pengkajian Kasle Analisis StafAnalisis | Kasle Pelayanan P;:""’ 5""”;;0?“ Kepala DPM-PTSP | pembantu Kelengkapan waktu Output
ey penerima
1| Menerima berkas dari pemohon, memeriksa m berkas permohonan Berkas Permohonan
berkas h perizinan dan menginput data Perizinan Perizinan, Kartu Kendali
perizinan serta meneruskan ke Kasie Pengkajian 20 Menit dan Lembaran chek list
2 A Ya Berkas Permohonan Berkas Permohonan
M iksa berkas Permoh P \an, apabila Perizinan, Kartu Kendali dan |Perizinan, disposisi
setuju diteruskan ke Staf Pengkajiaan dan tidak Tidak ~N e thel fat 10 Menit
setuju dikembalikan ke FO ’»
3 Berkas Permohonan Berkas Permohonan,buku
Mengagendakan berkas perizinan dan | Perizinan, disposisi - agenda
meneruskan ke Kasie Analisis e
4 ganalisis berkas perizil apabila setuju v Berkas Permohonan,buku Berkas Permohonan,
staf analisis membuat surat / \ % lagenda disposisi
P rek dasi/pertimbangan teknis,
dan apabila tidak setuju dikembalikan ke Kasie Tidak v 20 Mentt
Pengkajian
5|Membuat surat p k teknis = Berkas Permohonan, Berkas Permohonan, surat
kepada SKPD, dan rekomendasi teknis yang | disposisi permohonan pertimbangan
diterima oleh staf analisis dilanjutkan pada Kasie 7 hari teknis dan pertimbangan
pelayanan teknis.
6| M konsep p \goreksi konsep F Berkas Permohonan dan Konsep perizinan
perizinan, memberikan penomoran dan ,J pertimbangan teknis.
menyampaikan kepada kepala bidang pelayanan. 20 Menit
7|Memeriksa konsep perizinan yang sudah dicetak L Vs Konsep perizinan Draft Perizinan
apabila setuju, diparaf dan diteruskan ke sekertaris Tidak v
dan apabila tidak setuju dikembalikan ke kasie 30 Menit
pelayanan untuk diperbaiki
8|memaraf draf perizinan dan meneruskan ke ! Draft Perizinan
Kadis
Draft Perizinan 20 Menit
o
n ol ﬂ
9| menandatangani draf perizinan dan Draft Perizinan Dokumen Perizinan
diteruskan ke bendahara pembantu penerima.
1 Menit
10| Menyeérahkan dokumen perizinan ke pemohon
dan mengarsipkan dokumen perizinan.
A 4 Surat Izin Usaha Perikanan
@ Dokumen Perizinan 5 Menit (S1UP) 10 sampai dengan 30
. GT




) Nomor SOP SOP.KP.02/ DPM-PTSP/2017

Tanggal Revisi 10 Oktober 2017

Tanggal Pengesahan 09 Oktober 2017

Disahkan Oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi NTT

“SEMUEL REBO A
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR ~Pembina Utama Madya
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPM-PTSP) NIP. 19610626 198503 1 012
Judul SOP Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) 5 sampai dengan 10 GT
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan;

1. Memahami struktur organisasi dan tatakerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP,

fungsi Dinas Penanaman Modal dan PTSP,

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 2. Memahami tugas pokok dan
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan | 3. Menguasai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Surat Izin Penangkapan
Nelayan, Pembudidaya lkan dan Petambak Garam; lkan (SIPI) 5 sampai dengan 10 GT;
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025; 4. Memahami dan menguasai informasi dan teknologi;
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.14/MEN/ 2011 tentang Usaha Perikanan Tangkap; 5. Mempunyai keahlian dalam bidang tersebut.
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35
Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 26/PERMEN-KP/2013 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap
di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
8. Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengendalian Usaha Perikanan;
9. Peraturan Gubernur NTT Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang dari Gubernur kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP untuk Menandatangani Perizinan dan Non Perizinan di
Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT;
10. Peraturan Gubernur NTT Nomor 16 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif
Kepada Pemberi Kerja Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan di Provinsi Nusa Tenggara
Timur,;
11. Peraturan Gubernur NTT Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.
KETERKAITAN PERALATAN/KELENGKAPAN
1. SOP pembuatan dan pengiriman surat permintaan Rekomendasi/pertimbangan teknis ke Tim Teknis; 1. Aplikasi “SPESIAL"
2. SOP Pemeriksaan Lapangan; 2. ATK
3. SOP Pendokumentasian. 3. Lembaran Ceklist;
4. Komputer dan printer;
5. Server;
6. Almari dokumen;
7. Ruangan Arsip.




PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
1. Jika persyaratan tidak dipenuhi maka permohonan tidak dapat diproses; 1. Checklist tanda terima berkas;
2. Jika tanpa rekomendasi teknis maka izin tidak dapat diterbitkan. 2. Sistem Informasi Perizinan (SPESIAL);
3. Pencatatan penanggung jawab pada kartu kendali;

4. Pencatatan dan penomoran pada Agenda.




PELAKSANA

MUTU BAKU

URAIAN TUGAS ; % Besdtahac
" :ab:d Sekretaris DPM: pembantu Larat waktu Output
i Ll penerima
Menerima berkas dari pemohon, memeriksa berkas permohonan Perizinan Berkas Permohonan
berkas permohonan perizinan dan menginput data |Perizinan, Kartu Kendali
perizinan serta meneruskan ke Kasie Pengkajian 20 Menit dan Lembaran chek list
Berkas Permohonan Berkas Permohonan
Memeriksa berkas Permohonan Perizinan, apabila Perizinan, Kartu Kendali dan Menit {Perizinan, disposisi
setuju diteruskan ke Staf Pengkajiaan dan tidak / Lembaran chek fst -
setuju dikembalikan ke FO N
Berkas Permohonan Berkas Permohonan,buku
A dakan berkas perizinan dan |Perizinan, disposisi |agenda
B 15 Menit
meneruskan ke Kasie Analisis
Menganalisis berkas perizinan, apabila setuju Berkas Permohonan,buku Berkas Permohonan,
staf analisis buat surat \ agenda |disposisi
permi komendasi/pertimbangan teknis, /
dan apabila tidak setuju dikembalikan ke Kasie 20Mank:
Pengkajian
A surat per k dasi teknis Berkas Permohonan, dispasisi Berkas Permohonan,
kepada SKPD, dan rekomendasi teknis yang surat permohonan
diterima oleh staf analisis dilanjutkan pada Kasie 7 hari pertimbangan teknis dan
pelayanan pertimbangan teknis.
Mencetak konsep perizinan,mengoreksi konsep Berkas Permohonan dan Konsep perizinan
perizinan, memberikan penomoran dan pertimbangan teknis. y
menyampaikan kepada kepala bidang pelayanan. e
Memeriksa konsep perizinan yang sudah dicetak |Konsep perizinan Draft Perizinan
apabila setuju, diparaf dan diteruskan ke sekertaris
dan apabila tidak setuju dikembalikan ke kasie ] 30 Menit
pelayanan untuk diperbaiki v
memaraf draf perizinan dan meneruskan ke Draft Perizinan
Kadis
Draft Perizinan 20 Menit
menandatangani draf perizinan dan Draft Perizinan Dokumen Perizinan
diteruskan ke bendahara pembantu penerima. £ Miesit
10|Menyérahkan dokumen perizinan ke pemohon 1zin Penangkapan lkan
dan mengarsipkan dokumen perizinan. (SIP1) 5 sampal dengan 10
: 4 Dok Perizinan 5 Menit 6T
' selesai l




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPM-PTSP)

Nomor SOP : _SOP.KP.03/ DPM-PTSP/2017

Tanggal Pengesahan : 10 Oktober 2017
Tanggal Revisi : 09 Oktober 2017
Disahkan Oleh : Kepala Dinas Penanaman Mogal dan PTSP Provinsi NTT

. SEMUEL REBO A
“Pembina Utama Madya
NIP. 19610626 198503 1 012

Judul SOP :  Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) § sampai dengan

10GT

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1.

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan;

1.

Memahami struktur organisasi dan tatakerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP;

2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 2. Memahami tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan PTSP;
3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan | 3. Menguasai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Surat Izin Kapal
Nelayan, Pembudidaya lkan dan Petambak Garam; Pengangkut lkan (SIKPI) 5 sampai dengan 10 GT;
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025; 4.  Memahami dan menguasai informasi dan teknologi;
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.14/MEN/ 2011 tentang Usaha Perikanan | 5. Mempunyai keahlian dalam bidang tersebut.
Tangkap;
6.  Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor
35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan;
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 26/PERMEN-KP/2013 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap
di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
8.  Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengendalian Usaha Perikanan;
9. Peraturan Gubernur NTT Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang dari Gubemnur
kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP untuk Menandatangani Perizinan dan Non Perizinan
di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT;
10. Peraturan Gubernur NTT Nomor 16 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif
Kepada Pemberi Kerja Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan di Provinsi Nusa Tenggara
Timur;
11.  Peraturan Gubernur NTT Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.
KETERKAITAN PERALATAN/KELENGKAFAN
1. SOP pembuatan dan pengiriman surat permintaan Rekomendasi/pertimbangan teknis ke Tim Teknis; 1. Aplikasi “SPESIAL”
2. SOP Pemeriksaan Lapangan; 2. ATK;
3. SOP Pendokumentasian. 3. Lembaran Ceklist;
4. Komputer dan printer;
5. Server;
6. Almari dokumen;
7. Ruangan Arsip.




PELAKSANA MUTU BAKU
Bendahara
No URAIAN TUGAS . - 5
Front Office Kasie Pengkajian Staf Pengkajian Kasie Analisis Staf Analisis Kasie Pelayanan Pe:(:bld Sekrel:rr;:DPM Kepala DPM-PTSP pembantu Kelengkapan waktu Output
Loyl penerima
1{Menerima berkas dari pemohon, memeriksa berkas permohonan Perizinan Berkas Permohonan
berkas permoh perizinan dan menginput data MULA Perizinan, Kartu Kendali
perizinan serta kan ke Kasie Pengkaj 20 Menit dan Lembaran chek list
. Ya |Berkas Permohonan Berkas Permohonan
Memeriksa berkas Permohonan Perizinan, apabila | Perizinan, Kartu Kendali dan MR |Perizinan, disposisi
setuju diteruskan ke Staf Pengkajiaan dan tidak =" / Lembaran chek fst <
setuju dikembalikan ke FO N
3 Berkas Permohonan Berkas Permohonan,buku
Mengagendakan berkas perizinan dan PSiom, Shpoin) 15 Menit "
meneruskan ke Kasie Analisis
4| Mer lisis berkas perizinan, apabila setuju Berkas Permohonan,buku Berkas Permohonan,
staf analisis buat surat agenda disposis!
permintaan rekomendasi/pertimbangan teknis, Ya i
dan apabila tidak setuju dikembalikan ke Kasie 20 Menit
Pengkajian V
5|M surat permint L dasi teknis Berkas Permohonan, dispasisi Berkas Permohonan,
kepada SKPD, dan rekomendasi teknis yang 4 surat permohonan
diterima oleh staf analisis dilanjutkan pada Kasie | 7 hari pertimbangan teknis dan
pelayanan | pertimbangan teknis.
6| Mencetak konsep perizinan,mengoreksi konsep Berkas Permohonan dan Konsep perizinan
perizinan, memberikan penomoran dan ‘-‘ pertimbangan teknis.
menyampaikan kepada kepala bidang pelayanan. K_r 20 Menit
7|Memeriksa konsep perizinan yang sudah dicetak Konsep perizinan Draft Perizinan
apabila setuju, diparaf dan diteruskan ke sekertaris Y
dan apabila tidak setuju dikembalikan ke kasie : 30 Menit
pelayanan untuk diperbaiki Tidak V
8|memaraf draf perizinan dan meneruskan ke Draft Perizinan
Kadis y
-1 Draft Perizinan 20 Menit
9|menandatangani draf perizinan dan Draft Perizinan Dokumen Perizinan
diteruskan ke bendahara pembantu penerima. L‘ 1 Menit
10{Menyerahkan dokumen perizinan ke pemohon Izin Kapal Pengangkut Ikan
dan mengarsipkan dokumen perizinan. (SIKPI) 5 sampai dengan
Y Dok Perizinan 5 Menit loet
l selesal l




Nomor SOP SOP.KP.04/ DPM-PTSP/2017
Tanggal Pengesahan 10 Oktober 2017
Tanggal Revisi 09 Oktober 2017
Disahkan Oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi NTT
/ Emeao L
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR ~Pembina Utama Madya
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPM-PTSP) NIP. 19610626 198503 1 012
Judul SOP Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) di atas 10 sampai dengan

06T

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan;

1. Memahami struktur organisasi dan tatakerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP;

2. Memahami tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Mod

al dan PTSP;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025; 3. Menguasai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Surat Izin Penangkapan
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.14/MEN/ 2011 tentang Usaha Perikanan Tangkap Ikan (SIP!I) di atas 10 sampai dengan 30 GT;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 | 4. Memahami dan menguasai informasi dan teknologi;
Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 5. Mempunyai keahlian dalam bidang tersebut.
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 26/PERMEN-KP/2013 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap
di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
6. Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengendalian Usaha Perikanan;
7. Peraturan Gubernur NTT Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang dari Gubernur kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP untuk Menandatangani Perizinan dan Non Perizinan di
Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT;
8. Peraturan Gubernur NTT Nomor 16 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif
Kepada Pemberi Kerja Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan di Provinsi Nusa Tenggara
Timur,
9. Peraturan Gubernur NTT Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.
KETERKAITAN PERALATAN/KELENGKAPAN
1. SOP pembuatan dan pengiriman surat permintaan Rekomendasi/pertimbangan teknis ke Tim Teknis; 1. Aplikasi “SPESIAL"
2. SOP Pemeriksaan Lapangan; 2. ATK
3. SOP Pendokumentasian. 3. Lembaran Ceklist;
4. Komputer dan printer;
5. Server;
6. Almari dokumen;
7. Ruangan Arsip.

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

1.

Jika persyaratan tidak dipenuhi maka permohonan tidak dapat diproses;

2. Jika tanpa rekomendasi teknis maka izin tidak dapat diterbitkan.

1. Checklist tanda terima berkas;
2. Sistem Informasi Perizinan (SPESIAL);
3. Pencatatan penanggung jawab pada kartu kendali




PELAKSANA MUTU BAKU
ndahar:
No URAIAN TUGAS : Kabid Sekretaris DPM- Bencanar
Front Office Kasie Pengkajian Staf Pengkajian Kasie Analisis Staf Analisis Kasie Pelayanan Kepala DPM-PTSP pembantu Kelengkapan waktu Output
Pelayanan PTSP
penerima
1|Menerima berkas dari pemohon, memeriksa berkas permohonan Perizinan Berkas Permohonan
berkas permoh perizinan dan menginput data m Perizinan, Kartu Kendali
perizinan serta meneruskan ke Kasle Pengkajian 20 Menit dan Lembaran chek list
2 i Ya Berkas Permohonan Berkas Permohonan
Memeriksa berkas Permohonan Perizinan, apabila Perizinan, Kartu Kendali dan 10 Menit Perizinan, disposisi
setuju diteruskan ke Staf Pengkajiaan dan tidak Tidak \ / Lembaran chek list 0
setuju dikembalikan ke FO N
3 |Berkas Permohonan Berkas Permohonan,buku
M 2t Perizinan, disposisi agenda
8 berkas Pe dan 15 Menit
meneruskan ke Kasle Analisis
4| Meng: berkas perizinan, apabila setuju |Berkas Permohonan,buku Berkas Permohonan,
staf analisis buat surat 4 agenda disposisi
permi k dasi/pertimbangan teknis, \ Ya
dan apabila tidak setuju dikembalikan ke Kasie 20 Menit
Pengkajian Tidak V
5|Membuat surat permir k dasi teknis Berkas Permohonan, disposisi Berkas Permohonan,
kepada SKPD, dan rekomendasi teknis yang LI surat permohonan
diterima oleh staf analisis dilanjutkan pada Kasie 7 hari pertimbangan teknis dan
pelayanan pertimbangan teknis.
6|M k konsep perizl goreksi konsep Berkas Permohonan dan Konsep perizinan
perizinan, berikan p dan L' pertimbangan teknis.
menyampaikan kepada kepala bidang pelayanan. I 20 Menit
7|Memeriksa konsep perizinan yang sudah dicetak | Konsep perizinan Draft Perizinan
apabila setuju, diparaf dan diteruskan ke sekertaris
dan apabila tidak setuju dikembalikan ke kasie Yo 30 Menit
pelayanan untuk diperbaiki Tidak v
8|memaraf draf perizinan dan meneruskan ke Draft Perizinan
Kadis Ll
| I Draft Perizinan 20 Menit
9fmenandatangani draf perizinan dan Draft Perizinan Dokumen Perizinan
diteru a pembantu ima.
8kan ke bendahara pe penerima. LI {iies
10{Menyerahkan dokumen perizinan ke pemohon 1zin Penangkapan lkan
dan mengarsipkan dokumen perizinan. (SIP1) di atas 10 sampai
. 4 Dok Perizi 5 Menit dengan 30 GT




4. Pencatatan dan penomoran pada Agenda.

Nomor SOP SOP.KP.05/ DPM-PTSP/2017

Tanggal Pengesahan 10 Oktober 2017

Tanggal Revisi 09 Oktober 2017

Disahkan Oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi NTT

L REBOA
. embina Utama Madya
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR { et 196;':)%26 e i "
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPM-PTSP) Judul SOP Surat lzin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) di atas 10

sampal dengan 30 GT

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.14/MEN/ 2011 tentang Usaha Perikanan Tangkap;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35

Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Rl Nomor 26/PERMEN-KP/2013 tentang Perubahan Atas

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di

Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;

7. Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengendalian Usaha Perikanan;

8. Peraturan Gubernur NTT Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang dari Gubernur kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP untuk Menandatangani Perizinan dan Non Perizinan di
Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT;

9. Peraturan Gubernur NTT Nomor 16 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada

Pemberi Kerja Dalam Penyeienggaraan Jaminan Sosial Kesehatan di Provinsi Nusa Tenggara Timur;

ot ol

(2]

1.
2

Memahami struktur organisasi dan tatakerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP;
Memahami tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan PTSP;

3. Menguasai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Surat lzin Kapal

4.
5

Pengangkut lkan (SIKPI) di atas 10 sampai dengan 30 GT,
Memahami dan menguasai informasi dan teknologi;
. Mempunyai keahlian dalam bidang tersebut.

10. Peraturan Gubernur NTT Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.
KETERKAITAN PERALATAN/KELENGKAPAN
1. SOP pembuatan dan pengiriman surat permintaan Rekomendasi/pertimbangan teknis ke Tim Teknis; 1. Aplikasi “SPESIAL”
2. SOP Pemeriksaan Lapangan; 2. ATK
3. SOP Pendokumentasian. 3. Lembaran Ceklist;
4, Komputer dan printer;
5. Server,
6. Almari dokumen;
7. Ruangan Arsip.
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Jika persyaratan tidak dipenuhi maka permohonan tidak dapat diproses;

1.

Checklist tanda terima berkas;

2. Jika tanpa rekomendasi teknis maka izin tidak dapat diterbitkan. 2. Sistem Informasi Perizinan (SPESIAL);
3. Pencatatan penanggung jawab pada kartu kendali;
4. Pencatatan dan penomoran pada Agenda.




MUTU BAKU

PELAKSANA
Bendahara
No URAJAN TUGAS K: is DPM- |
Front Office Kasie Pengkajian |  Staf Pengkajian Kasie Analisis Staf Analisis | Kasle Pelayanan abid | Sekretaris DPM- | . 12 DPM-PTSP | pembantu Kelengkapan waktu Output
Pelayanan PTSP
penerima
e———
1|Menerima berkas dari pemohon, memeriksa m berkas permohonan Berkas Permohonan
berkas permohonan perizinan dan menginput data Perizinan Perizinan, Kartu Kendali
perizinan serta meneruskan ke Kasie Pengkajian 20 Menit dan Lembaran chek list
2 }\ Ya Berkas Permohonan Berkas Permohonan
Memeriksa berkas Per Perizinan, apabila {Perizinan, Kartu Kendali dan Perizinan, disposis|
setuju diteruskan ke Staf Pengkajiaan dan tidak Tidak ~N Lembaran chek list 10 Menit
setuju dikembalikan ke FO L
3 Berkas Permohonan Berkas Permohonan,buku
Mengagendakan berkas perizinan dan |Perizinan, disposisi —— |agenda
meneruskan ke Kasie Analisis
41M lisis berkas perizi apabila setuju '] Berkas Permohonan,buku Berkas Permohonan,
kan staf analisis membuat sufat / \ e agenda disposisi
perminitaan rek dasi/pertimbangan teknis,
dan apabila tidak setuju dikembalikan ke Kasie =P \/ 20 Menit
Pengkajian
5{M surat permi rek teknis -—l Berkas Permohonan, Berkas Permohonan, surat
kepada SKPD, dan rekomendasi teknis yang disposist permohonan pertimbangan
diterima oleh staf analisis dilanjutkan pada Kasie 7 harl teknis dan pertimbangan
pelayanan teknis.
6| Mencetak konsep perizinan,mengoreksi konsep Berkas Permohonan dan Konsep perizinan
perizinan, memberikan penomoran dan pertimbangan teknis.
menyampaikan kepada kepala bidang pelayanan. 20 Ment
7|Memeriksa konsep perizinan yang sudah dicetak L Va Konsep perizinan Draft Perizinan
apabila setuju, diparaf dan diteruskan ke sekertaris Tidak V
dan apabila tidak setuju dikembalikan ke kasie 30 Menit
pelayanan untuk diperbaiki
8|memaraf draf perizinan dan meneruskan ke I Draft Perizinan
Kadis
Draft Perizinan 20 Menit
9|menandatangani draf perizinan dan Draft Perizinan Dokumen Perizinan
diteruskan ke bendahara pembantu penerima.
1 Menit
10|Menyerahkan dokumen perizinan ke pemohon =
dan mengarsipkan dokumen perizinan.
A 4 Surat Izin Kapal Pengangkut
l selesal ' Dokumen Perizinan 5 Menit Ikan (SIKPI) diatas 10
- sampal dengan 30 GT




Nomor SOP SOP.KP.06/ DPM-PTSP/2017

Tanggal Pengesahan 10 Oktober 2017

Tanggal Revisi 09 Oktober 2017

Disahkan Oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi NTT

b ZSEMUEL REBO A
‘“ ~Pembina Utama Madya
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NIP. 19610626 198503 1 012
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPM-PTSP) Judul SOP Izin Pengadaan Kapal Penangkap lkan dan Kapal Pengangkut
Ikan dengan Ukuran di atas 5 GT sampai dengan 30 GT
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor | 1. Memahami struktur organisasi dan tatakerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP;

31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35

Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;

5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 26/PERMEN-KP/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah
Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;

6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 57/permen-kp/2014 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor per.30/men/2012 tentang Usaha Perikanan
Tangkap Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;

7. Peraturan Gubemur NTT Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang dari Gubernur kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP untuk Menandatangani Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan
Pemerintah Provinsi NTT;

8. Peraturan Gubemnur NTT Nomor 16 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada
Pemberi Kerja Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan di Provinsi Nusa Tenggara Timur;

9. Peraturan Gubernur NTT Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.

S wnN

2.
3.

(S0

Memahami tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan PTSP;

Menguasai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Izin Pengadaan Kapal

Penangkap lkan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di atas 5
GT;

. Memahami dan menguasai informasi dan teknologi;
. Mempunyai keahlian dalam bidang tersebut.

GT sampai dengan 30

KETERKAITAN PERALATAN/KELENGKAPAN
1. SOP pembuatan dan pengiriman surat permintaan Rekomendasi/pertimbangan teknis ke Tim Teknis; 1. Aplikasi “SPESIAL"
2. SOP Pemeriksaan Lapangan; 2. ATK;
3. SOP Pendokumentasian. 3. Lembaran Ceklist;
4. Komputer dan printer;
5. Server;
6. Almari dokumen;
7. Ruangan Arsip.




PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Jika persyaratan tidak dipenuhi maka permohonan tidak dapat diproses; Checklist tanda terima berkas;

2. Jika tanpa rekomendasi teknis maka izin tidak dapat diterbitkan. Sistem Informasi Perizinan (SPESIAL);
Pencatatan penanggung jawab pada kartu kendali;
Pencatatan dan penomoran pada Agenda.

P00 DO =




PELAKSANA MUTU BAKU
Bendahara
No URAIAN TUGAS E
Front Office Kasie Pengkajian Staf Pengkajlan Kasie Analisis Staf Analisis Kasie Pelayanan Robid Sekrotarts DR Kepala DPM-PTSP pembantu Kelengkapan waktu Output
Pelayanan PTSP
penerima
1|Menerima berkas dari pemohon, memeriksa berkas permohonan Perizinan Berkas Permohonan
berkas permohonan perizinan dan menginput data MU Perizinan, Kartu Kendali
perizinan serta meneruskan ke Kasie Pengkajian l~ 20 Menit dan Lembaran chek list
2 Y |Berkas Permohonan Berkas Permohonan
Memeriksa berkas Permohonan Perizinan, apabila Perizinan, Kartu Kendali dan 10 Manit Perizinan, disposisi
setuju diteruskan ke Staf Pengkajiaan dan tidak Tidek N |Lembaran chek list 0
setuju dikembalikan ke FO A
: |Berkas Permohonan Berkas Permohonan,buku
Mengagendakan berkas perizinan dan Perizinan, disposisi — agenda
meneruskan ke Kasle Analisis
4|Meng; berkas perizil apabila setuju |Berkas Permohonan,buku Berkas Permohonan,
staf analisis surat )\ {agenda |disposisi
permi N dasi/pertimbangan teknis, a
dan apabila tidak setuju dikembalikan ke Kasie 20 Menit
Pengkajian Tidak v
5|Membuat surat per k dasi teknis Berkas Permohonan, dispasisi Berkas Permohonan,
kepada SKPD, dan rekomendasi teknis yang L_l surat permohonan
diterima oleh staf analisis dilanjutkan pada Kasie 7 hari pertimbangan teknis dan
pelayanan pertimbangan teknis.
6{M k konsep perizinan,mengoreksi konsep Berkas Permohonan dan Konsep perizinan
perizinan, memberikan penomoran dan L'I pertimbangan teknis.
menyampaikan kepada kepala bidang pelayanan. | 20 Menit
7|Memeriksa konsep perizinan yang sudah dicetak Konsep perizinan Draft Perizinan
apabila setuju, diparaf dan diteruskan ke sekertaris
dan apabila tidak setuju dikembalikan ke kasie Ye 30 Menit
pelayanan untuk diperbaiki Tidak v
8|memaraf draf perizinan dan meneruskan ke Draft Perizinan
Kadis L‘
Draft Perizinan 20 Menit
9|menandatangani draf perizinan dan Draft Perizinan Dokumen Perizinan
diteruskan ke bendahara pembantu penerima. L'
1 Menit
10{Menyerahkan dokumen perizinan ke pemohon Izin Pengadaan Kapal
dan mengarsipkan dokumen perizinan. Penangkap Ikan dan Kapal
Pengangkut Ikan dengan
Dokumen Perizinan 5 Menit Ukuran di atas 5 GT

sampal dengan 30 GT




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPM-PTSP)

Nomor SOP : SOP.KP.07/ DPM-PTSP/2017

Tanggal Pengesahan  : 10 Oktober 2017

Tanggal Revisi : 09 Oktober 2017
Disahkan Oleh - Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi NTT

ma Madya -
NIP. 19610626 198503 1 012

Judul SOP :  IUP di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah

Kabupaten/ Kota dalam Satu Daerah Provinsi

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan;

2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35
tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;

4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 49/Permen-Kp/2014 Tentang Usaha

Pembudidayaan lkan;

Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengendalian Usaha Perikanan;

Peraturan Gubernur NTT Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang dari Gubernur kepada

Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP untuk Menandatangani Perizinan dan Non Perizinan di

Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT;

7. Peraturan Gubernur NTT Nomor 16 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif
Kepada Pemberi Kerja Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan di Provinsi Nusa Tenggara
Timur;

8. Peraturan Gubernur NTT Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.

2]

(S0 ~3

1.
&
3.

Memahami struktur organisasi dan tatakerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP;

Memahami tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan PTSP;

Menguasai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan |UP di Bidang
Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam Satu Daerah

Provinsi;

. Memahami dan menguasai informasi dan teknologi;
. Mempunyai keahlian dalam bidang tersebut.

KETERKAITAN PERALATAN/KELENGKAPAN
1. SOP pembuatan dan pengiriman surat permintaan Rekomendasi/pertimbangan teknis ke Tim Teknis; 1. Aplikasi “SPESIAL"
2. SOP Pemeriksaan Lapangan; 2. ATK
3. SOP Pendokumentasian. 3. Lembaran Ceklist;
4, Komputer dan printer;
5. Server,
6. Almari dokumen;
7. Ruangan Arsip.

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Jika persyaratan tidak dipenuhi maka permohonan tidak dapat diproses;
2. Jika tanpa rekomendasi teknis maka izin tidak dapat diterbitkan.

1
2.
3.
4

Checklist tanda terima berkas;

Sistem Informasi Perizinan (SPESIAL);
Pencatatan penanggung jawab pada kartu kendali;
Pencatatan dan penomoran pada Agenda.




PELAKSANA MUTU BAKU
ra
Ko URAAN TUGAS : ; ; . ! Kabid | Sekretaris DPM- Seiehe
Front Office Kasie Pengkajian Staf Pengkajian Kasie Analisis Staf Analisis Kasie Pelayanan Pald PSP Kepala DPM-PTSP pembantu Kelengkapan waktu Output
yans penerima
1|Menerima berkas dari pemohon, memeriksa berkas permohonan Perizinan Berkas Permohonan
berkas p h perizinan dan menginput data m Perizinan, Kartu Kendali
P serta meneruskan ke Kasie Pengkajian 20 Menit dan Lembaran chek list
2 i Ya Berkas Permohonan Berkas Permohonan
Memeriksa berkas Per 1 Perizinan, apabila Perizinan, Kartu Kendali dan 10 Menit Perizinan, disposisi
setuju diteruskan ke Staf Pengkajiaan dan tidak P N Lembaran chek lst i
setuju dikembalikan ke FO N
3 Berkas Permohonan Berkas Permohonan,buku
Mengagendakan berkas perizinan dan Perizinan, disposisi — jagenda
meneruskan ke Kasie Analisis
4| Menganalisis berkas perizi apabila setuju |Berkas Permohonan,buku Berkas Permohonan,
kan staf analisis buat surat 4 |agenda disposisi
per k dasi/pertimbangan teknis, \ Ya
dan apabila tidak setuju dikembalikan ke Kasie 20 Menit
Pengkajian Tidak v
5|Membuat surat permintaan rekomendasi teknis Berkas Permohonan, dispasisi Berkas Permohonan,
kepada SKPD, dan rekomendasi teknis yang 4 surat permohonan
diterima oleh staf analisis dilanjutkan pada Kasie —l 7 hari pertimbangan teknis dan
pelayanan pertimbangan teknis.
6|Mencetak konsep perizinan,mengoreksi konsep Berkas Permohonan dan Konsep perizinan
perizinan, memberikan penomoran dan pertimbangan teknis.
menyampaikan kepada kepala bidang pelayanan. | 20 Menit
7|Memeriksa konsep perizinan yang sudah dicetak y Konsep perizinan Draft Perizinan
| apabila setuju, diparaf dan diteruskan ke sekertaris \ ’
dan apabila tidak setuju dikembalikan ke kasie S 30 Menit
pelayanan untuk diperbeiki Tidak
8|memaraf draf perizinan dan meneruskan ke Draft Perizinan
Kadis y
| _‘I Draft Perizinan 20 Menit
9|menandatangani draf perizinan dan Draft Perizinan Dokumen Perizinan
di i
jteruskan ke bendahara pembantu penerima. LI .
10|Menyeérahkan dokumen perizinan ke pemohon UP di bidang
dan mengarsipkan dokumen perizinan. Pembudidayaan lkan yang
Y Usahanya Lintas Daerah
selesal Dokumen Perizinan S Menit Kabupaten Kota dalam
Satu Daerah Provinsi




Nomor SOP SOP.KP.08/ DPM-PTSP/2017
Tanggal Pengesahan 10 Oktober 2017
Tanggal Revisi 09 Oktober 2017
Disahkan Oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi NTT
EMUEL REBO A
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR ~Pembina Utama Madya
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPM-PTSP) NIP. 19610626 198503 1 012
Judul SOP Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas
Daerah Kabupaten/ Kota dalam Satu Daerah Provinsi
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan;

2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35

tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;

4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 57/permen-kp/2014 Tentang
Perubahan kedua atas peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.30/Men/2012 tentang Usaha
Perikanan Tangkap di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;

. Peraturan Gubernur NTT Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang dari Gubernur kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP untuk Menandatangani Perizinan dan Non Perizinan di
Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT;

6. Peraturan Gubernur NTT Nomor 16 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada

Pemberi Kerja Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan di Provinsi Nusa Tenggara Timur,
7. Peraturan Gubemur NTT Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan

(&) ]

1. Memahami struktur organisasi dan tatakerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP;

2. Memahami tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan PTSP;

3. Menguasai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lzin Usaha Pemasaran dan
Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam Satu Daerah Provinsi;

4, Memahami dan menguasai informasi dan teknologi;
5. Mempunyai keahlian dalam bidang tersebut.

Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.
KETERKAITAN PERALATAN/KELENGKAPAN

1. SOP pembuatan dan pengiriman surat permintaan Rekomendasi/pertimbangan teknis ke Tim Teknis; 1. Aplikasi “SPESIAL"

2. SOP Pemeriksaan Lapangan; 2. ATK;

3. SOP Pendokumentasian. 3. Lembaran Ceklist;
4. Komputer dan printer;
5. Server,
6. Almari dokumen;
7. Ruangan Arsip,

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Jika persyaratan tidak dipenuhi maka permohonan tidak dapat diproses;
2. Jika tanpa rekomendasi teknis maka izin tidak dapat diterbitkan.

1. Checklist tanda terima berkas;

2. Sistem Informasi Perizinan (SPESIAL);

3. Pencatatan penanggung jawab pada kartu kendali;
4. Pencatatan dan penomoran pada Agenda.




PELAKSANA MUTU BAKU
No URAIAN TUGAS Sekretaris DPM- | Kepala DPM- Sencensr
Front Office Kasie Pengkajian | Staf Pengkajian Kasie Analisis Staf Analisis Kasie Pelayanan Kabid Pelayanan TSP PTSP pembantu Kelengkapan waktu Output
penerima
1 Menerima berkas dari pemohon, memeriksa berkas permohonan Perizinan Berkas Permohonan Perizinan, Kartu
berkas permohonan perizinan dan menginput data Bl Mulai ' Kendali dan Lembaran chek list
perizinan serta meneruskan ke Kasie Pengkaji 20 Menit
L e
2 Berkas Permohonan Perizinan, Berkas Permohonan Perizinan, disposisi
Memeriksa berkas Permohonan Perizinan, apabila Tidak A Kartu Kendali dan Lembaran e
setuju diteruskan ke Staf Pengkajiaan dan tidak S chek list 20Menx
setuju dikembalikan ke FO A
3 Berkas Permohonan Perizinan, Berkas Permohonan,buku agenda
Mengagendakan berkas perizinan dan disposisi i
1 = 15 Menit
meneruskan ke Kasie Analisis
4 Menganalisis berkas perizinan, apabila setuju Berkas Permohonan,buku Berkas Permohonan, disposisi
menugaskan staf analisis membuat surat v |agenda
permintaan rekomendasi/pertimbangan teknis, Tidak
e s " . 1A 20 Menit
dan apabila tidak setuju dikembalikan ke Kasie
Pengkajian v
S Memb surat per k dasi teknis Berkas Permohonan, disposisi Berkas Permohonan, surat permohonan
kepada SKPD, dan rekomendasi teknis yang rekomendasi teknis dan rekomendasi
diterima oleh staf analisis dilanjutkan pada Kasie 7 hari teknis.
|pelayanan
6 Mencetak konsep perizinan,mengoreksi konsep Berkas Permohonan dan Konsep perizinan
perizinan, memberikan penomoran dan l rekomendsi teknis. y
menyampaikan kepada kepala bidang pelayanan. I 20 Menit
7 |Memeriksa konsep perizinan yang sudah dicetak 7 Konsep perizinan Draft Perizinan
apabila setuju, diparaf dan diteruskan ke sekertaris ek /\
o " " ot " . al lA
dan apabila tidak setuju dikembalikan ke kasie 30 Menit
|pelayanan untuk diperbaiki \/
8 |memaraf draf perizinan dan meneruskan ke Draft Perizinan
Kadis
Draft Perizinan 20 Menit
9 menandatangani draf perizinan dan " Draft Perizinan Dokumen Perizinan
diteruskan ke bendahara pembantu penerima.
pel | 1 Menit
10 |Menyerahkan dokumen perizinan ke pemohon v Dokumen Perizinan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan
dan mengarsipkan dokumen perizinan. - ) Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten
I Selesai ' SiMenit Kota dalam Satu Daerah Provinsi.
/{ GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, k

V" FRANS LEBU RAY.




LAMPIRAN XII : PERATUAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : TAHUN 2017
TANGGAL : 2017

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
BIDANG PERINDUSTRIAN




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPM-PTSP)

Nomor SOP : __SOP.IND.03/ DPM-PTSP/2017

Tanggal Pengesahan . 10 Oktober 2017
Tanggal Revisi : 09 Oktober 2017
Disahkan Oleh . Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi NTT

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian; 1.Memahami struktur organisasi dan tatakerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 2.Memahami tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan PTSP;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri; 3.Menguasai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan IUK| dan IPKI yang
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025; Lokasinya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun | 4.Memahami dan menguasai informasi dan teknologi;

2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;

. Peraturan Mentei Perindustrian Republik Indonesia Nomor 005/M-IND/PER/2/2014 tentang Tata Cara Pemberian

lzin Usaha Kawasan Industri dan Izin Perluasan Kawasan Industri;

7. Peraturan Gubernur NTT Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang dari Gubemnur kepada Kepala
Dinas Penanaman Modal dan PTSP untuk Menandatangani Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Pemerintah
Provinsi NTT;

8. Peraturan Gubernur NTT Nomor 16 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi
Kerja Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan di Provinsi Nusa Tenggara Timur;

9. Peraturan Gubernur NTT Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.

D

5.Mempunyai keahlian dalam bidang tersebut.

KETERKAITAN PERALATAN/KELENGKAPAN
1. SOP pembuatan dan pengiriman surat permintaan Rekomendasi/pertimbangan teknis ke Tim Teknis; 1. Aplikasi “SPESIAL",
2. SOP Pemeriksaan Lapangan; 2.ATK;

3. SOP Pendokumentasian.

3. Lembaran Ceklist;

4. Komputer dan printer;
5. Server;

6. Almari dokumen;

7. Ruangan Arsip.

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Jika persyaratan tidak dipenuhi maka permohonan tidak dapat diproses;
2. Jika tanpa rekomendasi teknis maka izin tidak dapat diterbitkan.

1.Checklist tanda terima berkas;

2.Sistem Informasi Perizinan (SPESIAL);
3.Pencatatan penanggung jawab pada kartu kendali;
4.Pencatatan dan penomoran pada Agenda.

I_SEMUEL REBO L

~Pembina Utama Madya

NIP, 19610626 198503 1012

Judul SOP :  IUKI dan IPKI yang Lokasinya Lintas Daerah Kabupaten/
Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi




PELAKSANA MUTU BAKU
No URAIAN TUGAS ' Bendehars
Front Office Kasie Pengkajian Staf Pengkajian Kasie Analisis Staf Analisis Kasie Pelayanan Pell(:b‘d Sekral:;;DPM Kepala DPM-PTSP pembantu Kelengkapan waktu Output
Yanan penerima
1|Menerima berkas dari pemohon, memeriksa berkas permohonan Berkas Permohonan
berkas permohonan perizinan dan menginput data MU {Perizinan |Perizinan, Kartu Kendali
|perizinan serta meneruskan ke Kasie Pengkajian 20 Menit dan Lembaran chek list
2 A Ya |Berkas Permohonan Berkas Permohonan
Memeriksa berkas Permohonan Perizinan, apabila {Perizinan, Kartu Kendali dan Perizinan, disposis!
setuju diteruskan ke Staf Pengkajiaan dan tidak Tidak N Lembaran chek lst AGMent
setuju dikembalikan ke FO A
3 Berkas Permohonan Berkas Permohonan,buku
M, dakan berkas pe dan |Perizinan, disposisi —— |agenda
meneruskan ke Kasie Analisis
4|Menganalisis berkas perizinan, apabila setuju Berkas Permohonan,buku Berkas Permohonan,
staf analisis buat surat ) \ Y agenda disposisi
permi k dasi/pertimbangan teknis,
dan apabila tidak setuju dikembalikan ke Kasie Tidak V 20 Merst
Pengkajian
5|Membuat surat per L dasi teknis Berkas Permohonan, Berkas Permohonan, surat
|kepada SKPD, dan rekomendasi teknis yang disposisi |permohonan pertimbangan|
diterima oleh staf analisis dilanjutkan pada Kasie 7 hari teknis dan pertimbangan
pelayanan teknis,
6] Mencetak konsep perizinan,mengoreksi konsep Berkas Permohonan dan Konsep perizinan
perizinan, memberikan penomoran dan pertimbangan teknis.
menyampaikan kepada kepala bidang pelayanan. 20 Menit
7|Memeriksa konsep perizinan yang sudah dicetak Vé 10 Konsep perizinan Draft Perizinan
apabila setuju, diparaf dan diteruskan ke sekertaris Tidak v
dan apabila tidak setuju dikembalikan ke kasie 30 Menit
pelayanan untuk diperbaiki
Y
8|memaraf draf perizinan dan meneruskan ke ! Draft Perizinan
Kadis .
Draft Perizinan 20 Menit
9|menandatangani draf perizinan dan Draft Perizinan Dokumen Perizinan
diteruskan ke bendahara pembantu penerima.
1 Menit
10|Menyerahkan dokumen perizinan ke pemohon
dan mengarsipkan dokumen perizinan. Y UK} dan 0% pang
@ Dokumen Perizinan 5 Menit Lokasinya Lintas Daerah
a Kabupaten Kota Dalam 1
(Satu) Daerah Provinsi.




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPM-PTSP)

Nomor SOP : __SOP.IND.02/ DPM-PTSP/2017

Tanggal Pengesahan _ : 10 Oktober 2017

Tanggal Revisi : 09 Oktober 2017
Disahkan Oleh : __ Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi NTT

~SEMUEL REBO A
embina Utama Madya
NIP. 19610626 198503 1 012

Judul SOP ' Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI) bagi Industri Besar
DASAR HUKUM KUALIFIKAS| PELAKSANA
1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian; 1. Memahami struktur organisasi dan tatakerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 2. Memahami tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan PTSP;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 107 tahun 2015 Tentang Izin Usaha Industri; 3. Menguasai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Izin (IPUI) bagi
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025; Industri Besar;
5. Peraturan Menteri Perindustrian nomor 41/M-IND/PER/6/2008 tentang ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha | 4. Memahami dan menguasai informasi dan teknologi;
Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri; - 5. Mempunyai keahlian dalam bidang tersebut.
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun
2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
7. Peraturan Menteri Perindustrian nomor 81/M-IND/PER/10/2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri Perindustrian
nomor 41/M-IND/PER/6/2008 tentang ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan
Tanda Daftar Industri;
8. Peraturan Gubernur NTT Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang dari Gubernur kepada Kepala
Dinas Penanaman Modal dan PTSP untuk Menandatangani Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Pemerintah
Provinsi NTT;
9. Peraturan Gubernur NTT Nomor 16 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi
Kerja Dalam Penyeienggaraan Jaminan Sosial Kesehatan di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
10. Peraturan Gubernur NTT Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.
KETERKAITAN PERALATAN/KELENGKAPAN
1. SOP pembuatan dan pengiriman surat permintaan Rekomendasi/pertimbangan teknis ke Tim Teknis; 1. Aplikasi “SPESIAL",
2. SOP Pemeriksaan Lapangan; 2. ATK;
3. SOP Pendokumentasian. 3. Lembaran Ceklist;
4. Komputer dan printer;
5. Server,
6. Almari dokumen;
7. Ruangan Arsip.




PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Jika persyaratan tidak dipenuhi maka permohonan tidak dapat diproses;
2. Jika tanpa rekomendasi teknis maka izin tidak dapat diterbitkan.

-

Checklist tanda terima berkas;

2. Sistem Informasi Perizinan (SPESIAL);

3. Pencatatan penanggung jawab pada kartu kendali;
4. Pencatatan dan penomoran pada Agenda.




PELAKSANA MUTU BAKU
No URAIAN TUGAS , Kabid | sekretaris DPM- it
Front Office Kasie Pengkajian Staf Pengkajian Kasie Analisis Staf Analisis Kasle Pelayanan Felé PTSP Kepala DPM-PTSP pembantu Kelengkapan waktu Output
yanan penerima
1|Menerima berkas dari pemohon, memeriksa berkas permohonan Berkas Permohonan
berkas permohonan perizinan dan menginput data |Perizinan Perizinan, Kartu Kendali
perizinan serta meneruskan ke Kasle Pengkajian 20 Menit dan Lembaran chek list
2 A Yo Berkas Permohonan Berkas Permohonan
Memeriksa berkas Permohonan Perizinan, apabila Perizinan, Kartu Kendali dan Menit Perizinan, disposis|
setuju diteruskan ke Staf Pengkajiaan dan tidak Tidak \I ( Lembaran chek list a0V
setuju dikembalikan ke FO i
2 Berkas Permohonan Berkas Permohonan,buku
Mengagendakan berkas perizinan dan |Perizinan, disposisi i it agenda
meneruskan ke Kasle Analisis
4}Menganalisis berkas perizinan, apabila setuju v Berkas Permohonan,buku Berkas Permohonan,
staf analisis membuat surat / \ % agenda disposisi
permintaan rekomendasi/pertimbangan teknis,
dan apabila tidak setuju dikembalikan ke Kasie Tidak \/ 20 Menit
Pengkajian
5|M: surat permi k dasi teknis Berkas Permohonan, Berkas Permohonan, surat
|kepada SKPD, dan rekomendasi teknis yang disposisi permohonan pertimbangan|
diterima oleh staf analisis dilanjutkan pada Kasie 7 hari teknis dan pertimbangan
pelayanan teknis.
6| Mencetak konsep perizinan,mengoreksi konsep Berkas Permohonan dan Konsep perizinan
perizinan, memberikan penomoran dan |pertimbangan teknis.
menyampaikan kepada kepala bidang pelayanan. 20 Menit
7|Memeriksa konsep perizinan yang sudah dicetak L 10 Konsep perizinan Draft Perizinan
apabila setuju, diparaf dan diteruskan ke sekertaris Tidak v
dan apabila tidak setuju dikembalikan ke kasie 30 Menit
pelayanan untuk diperbaiki
Y
af draf perizinan dan meneruskan ke ! Draft Perizinan
Kadis
Draft Perizinan 20 Menit
9|menandatangani draf perizinan dan Draft Perizinan Dokumen Perizinan
diteruskan ke bendahara pembantu penerima. i
1 Menit
10| Menyerahkan dokumen perizinan ke pemohon Vv
dan mengarsipkan dokumen perizinan.
ndustri
‘ selesal ) Dokumen Perizinan S Menit tain “PUI;:::: e




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPM-PTSP)

Nomor SOP :  SOP.IND.01/ DPM-PTSP/2017

Tanggal Pengesahan : 10 Oktober 2017
Tanggal Revisi : 09 Oktober 2017
Disahkan Oleh . Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi NTT

“SEMUEL REBO ~
Pembina Utama Madya
NIP. 19610626 198503 1012

Judul SOP ) Izin Usaha Industri (V1) Besar

KUALIFIKASI PELAKSANA

DASAR HUKUM
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian; . Memahami struktur organisasi dan tatakerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 0. Memahami tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan PTSP;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2015 Tentang Izin Usaha Industri; 3. Menguasai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Izin Usaha Industri
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025; (IU1) Besar;
5. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 tentang ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha 'g Memahami dan menguasai informasi dan teknologi;

industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri;

Mempunyai keahlian dalam bidang tersebut.

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun
2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 81/M-IND/PER/10/2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri Perindustrian
nomor 41/M-IND/PER/6/2008 tentang ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, 1zin Perluasan dan
Tanda Daftar Industri;
8. Peraturan Gubernur NTT Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang dari Gubemur kepada Kepala
Dinas Penanaman Modal dan PTSP untuk Menandatangani Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Pemerintah L
Provinsi NTT;
9. Peraturan Gubernur NTT Nomor 16 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi
Kerja Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
10. Peraturan Gubernur NTT Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan _di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.
KETERKAITAN PERALATAN/KELENGKAPAN
1. SOP pembuatan dan pengiriman surat permintaan Rekomendasi/pertimbangan teknis ke Tim Teknis; 1. Aplikasi “SPESIAL”
2. SOP Pemeriksaan Lapangan; 2. ATK;
3. SOP Pendokumentasian. 3. Lembaran Ceklist;
4. Komputer dan printer;
5. Server,
6. Almari dokumen;
7.__Ruangan Arsip.
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Jika persyaratan tidak dipenuhi maka permohonan tidak dapat diproses;
2. Jika tanpa rekomendasi teknis maka izin tidak dapat diterbitkan.

1. Checklist tanda terima berkas;

2. Sistem Informasi Perizinan (SPESIAL);

3. Pencatatan penanggung jawab pada kartu kendali;
4. Pencatatan dan penomoran pada Agenda.




PELAKSANA

MUTU BAKU

Bendah
No URAIAN TUGAS - - . o= - < Kabid Sekretaris DPM- iy
Front Office Kasie Pengkajian Staf Pengkajian Kasie Analisis Staf Analisis Kasie Pelayanan Kepala DPM-PTSP pembantu Kelengkapan waktu Output
Pelayanan PTSP 5
penerima
1 |Menerima berkas dari pemohon, memeriksa berkas permohonan Perizinan Berkas Permohonan Perizinan,
berkas permohonan perizinan dan menginput data m Kartu Kendali dan Lembaran
perizinan serta meneruskan ke Kasie Pengkajian 20 Menit chek list _
= —
2 Berkas Permohonan Perizinan, Berkas Permohonan Perizinan,
Memeriksa berkas Permohonan Perizinan, apabila ek Ya Kartu Kendali dan Lembaran chek oitan disposisi
setuju diteruskan ke Staf Pengkajiaan dan tidak \ / list Hikenn
setuju dikembalikan ke FO A
3 y Berkas Permohonan Perizinan, Berkas Permohonan,buku
Mengagendakan berkas perizinan dan disposisi . |agenda
< - 15 Menit
meneruskan ke Kasie Analisis
4 |Menganalisis berkas perizinan, apabila setuju Berkas Permohonan,buku agenda Berkas Permohonan, disposisi
kan staf analisis buat surat
permintaan rekomendasi/pertimbangan teknis,
o e 2 = Tidak 20 Menit
dan apabila tidak setuju dikembalikan ke Kasie
Pengkajian
5 |Membuat surat permintaan rekomendasi teknis Berkas Permohonan, disposisi Berkas Permohonan, surat
kepada SKPD, dan rekomendasi teknis yang y permohonan rekomendasi
diterima oleh staf analisis dilanjutkan pada Kasie I 7 hari teknis dan rekomendasi teknis
|pelayanan
6 |Mencetak konsep perizinan,mengoreksi konsep W Berkas Permohonan dan Konsep perizinan
perizinan, memberikan penomoran dan I rekomendsi teknis.
menyampaikan kepada kepala bidang pelayanan. | 20 Menit
/
7 |Memeriksa konsep perizinan yang sudah dicetak 7 |Konsep perizinan Draft Perizinan
apabila setuju, diparaf dan diteruskan ke sekertaris T /\
dan apabila tidak setuju dikembalikan ke kasie 18 30 Menit
pelayanan untuk diperbaiki \/
8 |memaraf draf perizinan dan meneruskan ke Draft Perizinan
Kadis y
1 Draft Perizinan 20 Menit
9 |menandatangani draf perizinan dan Draft Perizinan Dokumen Perizinan
diteruskan ke bendahara pembantu penerima. 4
pe p _'l 1 Menit
10 |Menyerahkan dokumen perizinan ke pemohon N\ Dokumen Perizinan Izin Usaha Industri (IUl) Besar
dan mengarsipkan dokumen perizinan.
S Menit

/‘GUBERNUR NUSA TENGGARA

V' FRANS LEBU R




LAMPIRAN XIII

PERATUAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : TAHUN 2017
TANGGAL : 2017

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
BIDANG PERDAGANGAN



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR :
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPM-PTSP)

Nomor SOP SOP.DAG.01/ DPM-PTSP/2017
Tanggal Pengesahan 10 Oktober 2017
Tanggal Revisi 09 Oktober 2017
Disahkan Oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi NTT
embina Utama Madya
NIP. 19610626 198503 1 012
Judul SOP Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko

Bebas Bea

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun
2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;

4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/Per/3/2010 tentang Perubahan atas Permendag Nomor 43/M-
DAG/PER/9/2009 tentang ketentuan Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan dan pengendalian Minuman
Berbahaya;

5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 128/KMK.05/ 2000 tentang Tata cara pembayaran dan penyetoran bea masuk
cukai;

6. Peraturan Gubernur NTT Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang dari Gubernur kepada Kepala
Dinas Penanaman Modal dan PTSP untuk Menandatangani Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Pemerintah
Provinsi NTT;

7. Peraturan Gubernur NTT Nomor 16 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada
Pemberi Kerja Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan di Provinsi Nusa Tenggara Timur,

8. Peraturan Gubernur NTT Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.

1. Memahami struktur organisasi dan tatakerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP;

2. Memahami tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan PTSP;

3. Menguasai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perizinan Izin Usaha
Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea;

4. Memahami dan menguasai informasi dan teknologi;

5. Mempunyai keahlian dalam bidang tersebut.

KETERKAITAN PERALATAN/KELENGKAPAN
1. SOP pembuatan dan pengiriman surat permintaan Rekomendasi/pertimbangan teknis ke Tim Teknis; 1. Aplikasi “SPESIAL"
2. SOP Pemeriksaan Lapangan; 2. ATK;
3. SOP Pendokumentasian. 3. Lembaran Ceklist;
4. Komputer dan printer;
5. Server,
6. Almari dokumen;
7. _Ruangan Arsip.

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Jika persyaratan tidak dipenuhi maka permohonan tidak dapat diproses;
2. Jikatanpa rekomendasi teknis maka izin tidak dapat diterbitkan.

1. Checkiist tanda terima berkas;
2. Sistem Informasi Perizinan (SPESIAL);
3. Pencatatan penanggung jawab pada kartu kendali;

4. Pencatatan dan penomoran pada Agenda.




PELAKSANA MUTU BAKU
Bendahara
No URAIAN TUGAS K L
Front Office Kasie Pengkajian Staf Pengkajian Kasie Analisis Staf Analisis Kasie Pelayanan Pel:bw Sekret;;spDPM Kepala DPM-PTSP pembantu Kelengkapan waktu Output
TanaN penerima

1|Menerima berkas dari pemohon, memeriksa berkas permohonan Berkas Permohonan
berkas h perizinan dan menginput data |Perizinan Perizinan, Kartu Kendall
| perizinan serta meneruskan ke Kasie Pengkajian 20 Menit dan Lembaran chek list

2 Berkas Permohonan Berkas Permohonan
Memeriksa berkas P h Perizinan, apabila Perizinan, Kartu Kendali dan — Perizinan, disposis
setuju diteruskan ke Staf Pengkajiaan dan tidak Lembaran chek list
setuju dikembalikan ke FO

2 Berkas Permohonan Berkas Permohonan,buku
Mengagendakan berkas perizinan dan |Perizinan, disposisi ——— agenda
meneruskan ke Kasie Analisis

4| Menganalisis berkas perizinan, apabila setuju |Berkas Permohonan,buku |Berkas Permohonan,

staf analisis surat ) \ Yo agenda disposisi

per rek dasi/per teknis,
dan apabila tidak setuju dikembalikan ke Kasie ek \/ 20 Mentt
Pengkajian

5|Membuat surat permintaan rekomendasi teknis Berkas Permohonan, Berkas Permohonan, surat
kepada SKPD, dan rekomendasi teknis yang | disposisi |permohonan pertimbangan
diterima oleh staf analisis dilanjutkan pada Kasie 7 hari teknis dan pertimbangan
pelayanan teknis.

6] Mencetak konsep perizinan,mengoreksi konsep Berkas Permohonan dan Konsep perizinan
perizinan, memberikan penomoran dan pertimbangan teknis.
menyampaikan kepada kepala bidang pelayanan. 20 Menit

7|Memeriksa konsep perizinan yang sudah dicetak V4 IO Konsep perizinan Draft Perizinan
apabila setuju, diparaf dan diteruskan ke sekertaris Tidak v
dan apabila tidak setuju dikembalikan ke kasie 30 Menit
pelayanan untuk diperbaiki

8|memaraf draf perizinan dan meneruskan ke | = Draft Perizinan
Kadis

Draft Perizinan 20 Menit

9|menandatangani draf perizinan dan Draft Perizinan Dokumen Perizinan

diteruskan ke bendahara pembantu penerima. 1 Menit
10| Menyerahkan dokumen perizinan ke pemohon A
dan mengarsipkan dokumen perizinan. Izin Usaha Perdagangan
selesai Dokumen Perizinan 5 Menit Minuman Beralkohol Toko
Bebas Bea




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPM-PTSP)

Nomor SOP : __SOP.DAG.02/ DPM-PTSP/2017

Tanggal Pengesahan  : 10 Oktober 2017

Tanggal Revisi : 09 Oktober 2017
Disahkan Oleh : Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi NTT

Pembina Utama Madya
NIP. 19610626 198503 1 012

Judul SOP : ' Rekomendasi Penerbitan SIUP-MB bagi Distributor

DASAR HUKUM

KUALIFIKAS| PELAKSANA

1

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

1.

Memahami struktur organisasi dan tatakerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP;

2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025; 2. Memahami tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan PTSP,
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun | 3. Menguasai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Rekomendasi
2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; Penerbitan SIUP-MB bagi Distributor;
4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap | 4. Memahami dan menguasai informasi dan teknologi;
Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol; 5. Mempunyai keahlian dalam bidang tersebut.
5. Peraturan Gubernur NTT Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang dari Gubernur kepada Kepala
Dinas Penanaman Modal dan PTSP untuk Menandatangani Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan
Pemerintah Provinsi NTT;
6. Peraturan Gubernur NTT Nomor 16 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada
Pemberi Kerja Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
7. Peraturan Gubernur NTT Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar
Operasional Prosedur Admiistrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.
KETERKAITAN PERALATAN/KELENGKAPAN
1. SOP pembuatan dan pengiriman surat permintaan Rekomendasi/pertimbangan teknis ke Tim Teknis; 1. Aplikasi “SPESIAL’
2. SOP Pemeriksaan Lapangan; 2. ATK
3. SOP Pendokumentasian. 3. Lembaran Cekiist,
4. Komputer dan printer;
5. Server;
6. Almari dokumen;
7. Ruangan Arsip.
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
1. Jika persyaratan tidak dipenuhi maka permohonan tidak dapat diproses; 1. Checklist tanda terima berkas;
2. Jika tanpa rekomendasi teknis maka izin tidak dapat diterbitkan. Sistem Informasi Perizinan (SPESIAL);

2
3
4

Pencatatan penanggung jawab pada kartu kendali;
Pencatatan dan penomoran pada Agenda.




PELAKSANA MUTU BAKU
Bendaha
No URAIAN TUGAS ) Kabid | Sekretaris DPM- e
Front Office Kasie Pengkajian Staf Pengkajian Kasle Analisis Staf Analisis Kasle Pelayanan Pela pTSP Kepala DPM-PTSP pembantu Kelengkapan waktu Output
nen penerima
1]Menerima berkas dari pemohon, memeriksa berkas permohonan |Berkas Permohonan
berkas p h perizinan dan menginput data ' Perizinan Perizinan, Kartu Kendali
perizinan serta kan ke Kasie Pengka] 20 Mentt dan Lembaran chek list
2 A Ya Berkas Permohonan Berkas Permohonan
Memeriksa berkas P« h Perizinan, apabila Perizinan, Kartu Kendali dan o Perizinan, disposisi
setuju diteruskan ke Staf Pengkajiaan dan tidak Tidak N Lembaran chek list 10
setuju dikembalikan ke FO ‘N
. |Berkas Permohonan |Berkas Permohonan,buku
Mengagendakan berkas perizinan dan Perizinan, disposisl — |agenda
meneruskan ke Kasie Analisis
4 lisis berkas perizinan, apabila setuju \ Berkas Permohonan,buku Berkas Permohonan,
kan staf analisis membuat surat /\ Y |agenda | disposisi
P rek dasi/pertimb teknis,
dan apabila tidak setuju dikembalikan ke Kasie Tidak v 20 Mentt
Pengkajian
5|m surat per rek dasi teknis Berkas Permohonan, Berkas Permohonan, surat
|kepada SKPD, dan rekomendasi teknis yang disposisi p h pertimb \
diterima oleh staf analisis dilanjutkan pada Kasie 7 hari teknis dan pertimbangan
pelayanan teknis.
6| M. konsep per 1goreksi konsep Berkas Permohonan dan Konsep perizinan
perizinan, memberikan penomoran dan pertimbangan teknis.
menyampaikan kepada kepala bidang pelayanan. 20 Menit
7|Memeriksa konsep perizinan yang sudah dicetak w4 0 | Konsep perizinan Draft Perizinan
apabila setuju, diparaf dan diteruskan ke sekertaris Tidek V
dan apabila tidak setuju dikembalikan ke kasie 30 Menit
pelayanan untuk diperbaiki
Y
8|memaraf draf perizinan dan meneruskan ke } Draft Perizinan
Kadis
Draft Perizinan 20 Menit
9|menandatangani dref perizinan dan Draft Perizinan Dokumen Perizinan
diteruskan ke bendahara pembantu penerima.
1 Menit
10{ Menyerahkan dokumen perizinan ke pemohon
dan mengarsipkan dokumen perizinan.
selesal Pertikan 5 Menit Rekomendasi Penerbitan
é; : Uoluhen © Srenm SIUP-MB bag! Distributor




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPM-PTSP)

Nomor SOP . SOP.DAG.03/ DPM-PTSP/2017

Tanggal Pengesahan _ : 10 Oktober 2017
Tanggal Revisi : 09 Oktober 2017
Disahkan Oleh : _Kepala Dinas Penanaman-Modal yan PTSP Provinsi NTT

if. SEMUEL REBO &_
Pembina Utama Madya
NIP. 19610626 198503 1 012

Judul SOP : lzin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer
Terdaftar

DASAR HUKUM

KUALIFIKAS| PELAKSANA

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun
2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;

4. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 75/ M-DAG/PER/10/2014 tentang perubahan kedua atas
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Distribusi, dan Pengawasan
Bahan Berbahaya;

5. Peraturan Gubernur NTT Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang dari Gubemnur kepada Kepala
Dinas Penanaman Modal dan PTSP untuk Menandatangani Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Pemerintah
Provinsi NTT;

6. Peraturan Gubernur NTT Nomor 16 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi
Kerja Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan di Provinsi Nusa Tenggara Timur,

7. Peraturan Gubernur NTT Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.

1. Memahami struktur organisasi dan tatakerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP;

2. Memahami tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan PTSP;

3. Menguasai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Izin Usaha
Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar;

4. Memahami dan menguasai informasi dan teknologi;

5. Mempunyai keahlian dalam bidang tersebut.

KETERKAITAN PERALATAN/KELENGKAPAN
1. SOP pembuatan dan pengiriman surat permintaan Rekomendasi/pertimbangan teknis ke Tim Teknis; 1. Aplikasi “SPESIAL”
2. SOP Pemeriksaan Lapangan; 2. ATK:
3. SOP Pendokumentasian. 3. Lembaran Ceklist;
4. Komputer dan printer;
5. Server;
6. Almari dokumen;
7. Ruangan Arsip.

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Jika persyaratan tidak dipenuhi maka permohonan tidak dapat diproses;
2. Jika tanpa rekomendasi teknis maka izin tidak dapat diterbitkan.

Checklist tanda terima berkas;
Sistem Informasi Perizinan (SPESIAL);
Pencatatan penanggung jawab pada kartu kendali;

NS -

Pencatatan dan penomoran pada Agenda.




PELAKSANA MUTU BAKU
No URAIAN TUGAS , Kabid | Sekretaris DPM- oy
Front Office Kasie Pengkajian Staf Pengkajian Kasie Analisis Staf Analisis Kasie Pelayanan Pela pTSP Kepala DPM-PTSP pembantu Kelengkapan waktu Output
Lol penerima
1}Menerima berkas dari pemohon, memeriksa berkas permohonan Berkas Permohonan
berkas permoh perizinan dan menginput data Perizinan Perizinan, Kartu Kendali
perizinan serta meneruskan ke Kasie Pengkajian 20 Menit dan Lembaran chek list
2 A Ya Berkas Permohonan Berkas Permohonan
|Memeriksa berkas Permohonan Perizinan, apabila Perizinan, Kartu Kendali dan 10 Menit Perizinan, disposis!
setuju diteruskan ke Staf Pengkajiaan dan tidak Tidak \/ ( Lembaran chek list
setuju dikembalikan ke FO hona!
. Berkas Permohonan Berkas Permol n,buku
dakan berkas p dan Perizinan, disposisi agenda
. 15 Menit
meneruskan ke Kasie Analisis
4|Meng berkas perizinan, apabila setuju |Berkas Permohonan,buku |Berkas Permohonan,
staf analisis buat surat ) \ Ya |agenda |disposisi
| permintaan rekomendasi/pertimbangan teknis, :
dan apabila tidak setuju dikembalikan ke Kasie Tidak V 20 Menit
Pengkajian
5|Membuat surat per k das| teknis -1 Berkas Permohonan, Berkas Permohonan, surat
|kepada SKPD, dan rekomendasi teknis yang I I disposisi permohonan pertimbangan
diterima oleh staf analisis dilanjutkan pada Kasie 7 hari teknis dan pertimbangan
pelayanan teknis.
6| Mencetak konsep perizinan,mengoreksi konsep Berkas Permohonan dan Konsep perizinan
perizinan, memberikan penomoran dan pertimbangan teknis.
menyampaikan kepad kepala bidang pelayanan. 20 Mentt
7|Memeriksa konsep perizinan yang sudah dicetak L Konsep perizinan Draft Perizinan
apabila setuju, diparaf dan diteruskan ke sekertaris Tidak V
dan apabila tidak setuju dikembalikan ke kasie 30 Menit
pelayanan untuk diperbaiki
8| memaraf draf perizinan dan meneruskan ke 8 Draft Perizinan
Kadis
Draft Perizinan 20 Menit
9|{menandatangani draf perizinan dan Draft Perizinan Dokumen Perizinan
i ra pembant i
diteruskan ke bendahara pembantu penerima. 1 Menit
10|Menyerahkan dokumen perizinan ke pemohon N
dan mengarsipkan dokumen perizinan. Izin Usaha Perdagangan
selesal Dokumen Perizinan 5 Menit Bahan Berbahaya Pengecer
Terdaftar




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPM-PTSP)

Nomor SOP : SOP.DAG.04/ DPM-PTSP/2017

Tanggal Pengesahan : 10 Oktober 2017
Tanggal Revisi : 09 Oktober 2017
Disahkan Oleh . Kepala Dinas Penanaman Moda| dan PTSP Provinsi NTT

7SEMUEL REBO A
embina Utama Madya
NIP. 19610626 198503 1 012

Judul SOP : Angka Pengenal Importir Umum (API-U)

KUALIFIKASI PELAKSANA

DASAR HUKUM
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 1. Memahami struktur organisasi dan tatakerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP;
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025; 2. Memahami tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan PTSP;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun | 3. Menguasai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Angka Pengenal
2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; Importir Umum (API-U);
4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27/M-DAG/PER/5/2012 tentang Ketentuan Angka Pengenal Importir (API); 4. Memahami dan menguasai informasi dan teknologi;
5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan | 5. Mempunyai keahlian dalam bidang tersebut.
Angka Pengenal Importir kepada Instansi Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
6. Peraturan Gubernur NTT Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang dari Gubernur kepada Kepala
-Dinas Penanaman Modal dan PTSP untuk Menandatangani Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Pemerintah
Provinsi NTT;
7. Peraturan Gubernur NTT Nomor 16 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada
Pemberi Kerja Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
8. Peraturan Gubernur NTT Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.
KETERKAITAN PERALATAN/KELENGKAPAN
1. SOP pembuatan dan pengiriman surat permintaan Rekomendasi/pertimbangan teknis ke Tim Teknis; 1. Aplikasi “SPESIAL”
2. SOP Pemeriksaan Lapangan; 2. ATK:
3. SOP Pendokumentasian. 3. Lembaran Ceklist;
4. Komputer dan printer;
5. Server;
6. Almari dokumen;
7. Ruangan Arsip.

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Jika persyaratan tidak dipenuhi maka permohonan tidak dapat diproses;
2. Jika tanpa rekomendasi teknis maka izin tidak dapat diterbitkan.

1

2
3
4

Checklist tanda terima berkas;

Sistem Informasi Perizinan (SPESIAL);
Pencatatan penanggung jawab pada kartu kendali;
Pencatatan dan penomoran pada Agenda.




PELAKSANA MUTU BAKU

No URAIAN TUGAS Kabid | Sekretaris DPM- mnbe
Front Office Kasie Pengkajian Staf Pengkajian Kasie Analisis Staf Analisis Kasie Pelayanan Pelayanan PTSP Kepala DPM-PTSP pembantu Kelengkapan waktu Output
penerima
1N Ima berkas dari pemohon, memeriksa berkas permohonan Berkas Permohonan
berkas honan perizinan dan menginput data MOLAI l Perizinan Perizinan, Kartu Kendali
20 Menit dan Lembaran chek list

perizinan serta meneruskan ke Kasie Pengkajian

2 A Ya |Berkas Permohonan Berkas Permohonan

Perizinan, Kartu Kendali dan Perizinan, disposisi

Memeriksa berkas Permohonan Perizinan, apabila
10 Menit
setuju diteruskan ke Staf Pengkajiaan dan tidak Tdak \A/ Lembaran chek lst
setuju dikembalikan ke FO
3 Berkas Permohonan Berkas Permohonan,buku
Mengagendakan berkas peri dan Perizinan, disposisi ah lagenda
meneruskan ke Kasle Analisis
4{Meng berkas perizinan, apabila setuju 7 |Berkas Permohonan,buku Berkas Permohonan,
kan staf analisis membuat surat /\ % lagenda |disposisi
per rek dasi/pertimb teknis, 20 Menit
dan apabila tidak setuju dikembalikan ke Kasie Tidak V
S{Membuat surat p taan rek dasi teknis Berkas Permohonan, Berkas Permohonan, surat
kepada SKPD, dan rekomendasi teknis yang disposisi permohonan pertimbangan
7 hari teknis dan pertimbangan

_|diterima oleh staf analisis dilanjutkan pada Kasie

pelayanan
6] Mencetak konsep perizinan,mengoreksi konsep Berkas Permohonan dan Konsep perizinan
perizinan, memberikan penomoran dan pertimbangan teknis. o W

menyampalkan kepada kepala bidang pelayanan.

teknis.

L 0 Konsep pefizinan Draft Perizinan

~

Memeriksa konsep perizinan yang sudah dicetak
apabila setuju, diparaf dan diteruskan ke sekertaris Tidak V
dan apabila tidak setuju dikembalikan ke kasie
pelayanan untuk diperbaiki

memaraf draf perizinan dan meneruskan ke ! Draft Perizinan
Kadis L__l

30 Menit

Draft Perizinan 20 Menit

9)menandatangani draf perizinan dan Draft Perizinan Dokumen Perizinan

diteruskan ke bendahara pembantu penerima. 1 Menit

1

o

Menyérahkan dokumen perizinan ke pemohon \ 2
dan mengarsipkan dokumen perizinan. ( ) i
Angka Pengenal Importir
selesai
s == Dokumen Perizinan 5 Menit Umum (aPI-U)




Nomor SOP . SOP.DAG.5/DPM-PTSP/2017

Tanggal Pengesahan _ : 10 Oktober 2017
Tanggal Revisi : 09 Oktober 2017
Disahkan Oleh . Kepala Dinas Penanaman Mg,dal—dlan PTSP Provinsi NTT

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR i NIP. 19610626 198503 1 012
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPM-PTSP) Judul SOP " Rekomendasi izin Dukung Dealer] Sub Dealerl Penyalur
Kendaraan bermotor Roda Dua, Kendaraan Roda Empat,

Kendaraan Roda Enam atau Lebih

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun
2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;

3. Peraturan Gubemur NTT Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang dari Gubemur kepada Kepala
Dinas Penanaman Modal dan PTSP untuk Menandatangani Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Pemerintah
Provinsi NTT;

4. Peraturan Gubernur NTT Nomor 16 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi
Kerja Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan di Provinsi Nusa Tenggara Timur;

5. Peraturan Gubernur NTT Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.

1. Memahami struktur organisasi dan tatakerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP;

2. Memahami tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan PTSP;

3. Menguasai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Rekomendasi
Izin Dukung Dealer/ Sub Dealer /Penyalur kendaraan bermotor Kendaraan Roda
dua, kendaraan Roda Empat, Kendaraan Roda Enam atau lebih;

Memahami dan menguasai informasi dan teknologi;

Mempunyai keahlian dalam bidang tersebut.

o e

KETERKAITAN PERALATAN/KELENGKAPAN
1. SOP pembuatan dan pengiriman surat permintaan Rekomendasi/pertimbangan teknis ke Tim Teknis; 1. Aplikasi “SPESIAL"
2. SOP Pemeriksaan Lapangan; 2. ATK;
3. SOP Pendokumentasian. 3. Lembaran Ceklist;
4. Komputer dan printer;
5. Server;
6. Almari dokumen
7. Ruangan Arsip

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Jika persyaratan tidak dipenuhi maka permohonan tidak dapat diproses;
2. Jika tanpa rekomendasi teknis maka izin tidak dapat diterbitkan.

1. Checklist tanda terima berkas;

2. Sistem Informasi Perizinan (SPESIAL);

3. Pencatatan penanggung jawab pada kartu kendali;
4. Pencatatan dan penomoran pada Agenda.




PELAKSANA MUTU BAKU
o URAIANTUGAS Kabid Sekretarls DPM- Bondahara
Front Office Kasle Pelayanan Pelayanan PTSP Kepala DPM-PTSP pembantu Kelengkapan waktu Output
penerima
1|Menerima berkas dari pemohon, memeriksa berkas permohonan Perizinan Berkas Permohonan Perizinan, Kartu
berkas parmohonan p dan menginp MULAI Kendal dan Lembaran chek list
data perizinan serta meneruskan ke Kasie 15 Menit
Pelayanan
2 k konsep per ksi konsep Berkas Permohonan Perizinan, |Konsep Perizinan
perizinan, berikan p dan Kartu Kendall dan Lembaran chek i
| menyampalkan kepada kepala bidang pelayanan. list 30 Meox
3|Memerlksa konsep perizinan yang sudah dicetak |Konsep perizinan Draft Perizinan
apabila setuju, diparaf dan diteruskan ke Tidek Ya
sekertaris dan apablla tidak setuju dikembalikan 2 Menit
ke kasle pelayanan untuk diperbaiki V
4 raf draf perizinan dan kan ke Draft Perizinan
Kadis f—
Draft Perizinan 1 Menit
5|menandatangani draf perizinan dan Draft Perizinan Dokumen Perizinan
diteruskan ke bendahara pembantu penerima. 1 Menit
6] Menyerahkan dokumen perizinan ke pemohon \ 4
dan mengarsipkan dokumen perizinan.
5 Menit Rekomendasi Izin Dukung Dealer

Dokumen Perizinan




Nomor SOP SOP.DAG.06/ DPM-PTSP/2017

Tanggal Pengesahan 10 Oktober 2017

Tanggal Revisi 09 Oktober 2017

Disahkan Oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi NTT

MUEL REBO A
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 7 Pembma Utama Madya
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPM-PTSP) NIP. 19610626 198503 1 012
Judul SOP Rekomendasi Penerbitan SIUP-MB bagi Sub Distributor

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

1.
2
3.

Memahami struktur organisasi dan tatakerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP;

2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025; Memahami tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan PTSP;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun Menguasai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Rekomendasu
2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; Penerbitan SIUP-MB bagi Sub Distributor;
4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap [4. Memahami dan menguasai informasi dan teknologi;
Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol; 5. Mempunyai keahlian dalam bidang tersebut.
5. Peraturan Gubernur NTT Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang dari Gubemnur kepada Kepala
Dinas Penanaman Modal dan PTSP untuk Menandatangani Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Pemerintah
Provinsi NTT;
6. Peraturan Gubernur NTT Nomor 16 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemben
Kerja Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
7. Peraturan Gubernur NTT Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.
KETERKAITAN PERALATAN/KELENGKAPAN
1. SOP pembuatan dan pengiriman surat permintaan Rekomendasi/pertimbangan teknis ke Tim Teknis; 1. Aplikasi “SPESIAL"
2. SOP Pemeriksaan Lapangan; 2. ATK
3. SOP Pendokumentasian. 3. Lembaran Ceklist;
4. Komputer dan printer;
5. Server,
6. Almari dokumen;
7. Ruangan Arsip.
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

1
Z

Jika persyaratan tidak dipenuhi maka permohonan tidak dapat diproses;
Jika tanpa rekomendasi teknis maka izin tidak dapat diterbitkan.

N -

Checklist tanda terima berkas;

Sistem Informasi Perizinan (SPESIAL);
Pencatatan penanggung jawab pada kartu kendali;
Pencatatan dan penomoran pada Agenda.




MUTU BAKU

PELAKSANA
No URAIAN TUGAS 1 Bendahara
Front Office Kasie Pengkajian Staf Pengkajian Kasie Analisis Staf Analisis Kasie Pelayanan Kebid Sekretarts DPM Kepala DPM-PTSP pemb k waktu Output
Pelayanan PTSP
penerima
—
1|Menerima berkas dari pemohon, memeriksa m berkas permohonan |Berkas Permohonan
|berkas permoh perizinan dan menginput data Perizinan Perizinan, Kartu Kendali
perizinan serta meneruskan ke Kasie Pengkajian 20 Menit dan Lembaran chek list
2 A Ya [Berkas Permohonan Berkas Permohonan
Memeriksa berkas Permohonan Perizinan, apabila |Perizinan, Kartu Kendali dan Perizinan, disposis!
setuju diteruskan ke Staf Pengkajiaan dan tidak Tidak N B i 10 Menit
setuju dikembalikan ke FO 4
3 |Berkas Permohonan Berkas Permohonan,buku
Mengagendakan berkas perizinan dan Perizinan, disposisi |2genda
meneruskan ke Kasie Analisis 15 Men
4| Menganalisis berkas perizinan, apabila setuju N Berkas Permohonan,buku Berkas Permohonan,
kan staf analisis membuat surat /K % lagenda |disposisi
per { dasi/pertimbangan teknis,
dan apabila tidak setuju dikembalikan ke Kasie Tidak V 20 Manit
Pengkajian
5{Membuat surat per k dasi teknis - Berkas Permohonan, Berkas Permohonan, surat
|kepada SKPD, dan rekomendasi teknis yang | disposisi permohonan pertimbangan,
diterima oleh staf analisis dilanjutkan pada Kasie 7 hari teknis dan pertimbangan
pelayanan teknis.
6| Mencetak konsep perizinan,mengoreksi konsep Berkas Permohonan dan Konsep perizinan
perizinan, memberikan penomoran dan pertimbangan teknis.
menyampaikan kepada kepala bidang pelayanan. 20 Menit
7|Memeriksa konsep perizinan yang sudah dicetak Vé va Konsep perizinan Draft Perizinan
apabila setuju, diparaf dan diteruskan ke sekertaris L V
dan apabila tidak setuju dikembalikan ke kasie 30 Menit
pelayanan untuk diperbaiki
8|memaraf draf perizinan dan meneruskan ke } Draft Perizinan
Kadis - l__l
Draft Perizinan 20 Menit
9 ﬂjenﬁndltanqani draf perizinan dan Draft Perizinan Dokumen Perizinan
diteruskan ke bendahara pembantu penerima.
1 Menit
10| Menyerahkan dokumen perizinan ke pemohon
dan mengarsipkan dokumen perizinan. X Rekomendasi Penerbitan
G’D Dokumen Perizinan 5 Menit SIUP-MB bagi Sub
; Distributor




Nomor SOP SOP.DAG.07/ DPM-PTSP/2017
Tanggal Pengesahan 10 Oktober 2017
Tanggal Revisi 09 Oktober 2017
Disahkan Oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi NTT
REBO 2
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR a Madya
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPM-PTSP) NIP. 19610626 198503 1 012
Judul SOP Rekomendasi Surat Persetujuan Perdagangan Gula

Antar Pulau (SPPGAP)

DASAR HUKUM KUALIFIKAS| PELAKSANA

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 1. Memahami struktur organisasi dan tatakerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP;
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan; 2. Memahami tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan PTSP; .
3. Menguasai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Rekomendasi

2.

3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun
2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;

5. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 334/mpp/kep/5/2004 tentang
Perubahan atas Keputusan Menteri Perindustrian dan  Perdagangan nomor 61/mpp/kep/2/2004 tentang
Perdagangan gula antar pulau;

6. Peraturan Gubernur NTT Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang dari Gubernur kepada Kepala
Dinas Penanaman Modal dan PTSP untuk Menandatangani Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Pemerintah
Provinsi NTT;

7. Peraturan Gubernur NTT Nomor 16 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi
Kerja Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan di Provinsi Nusa Tenggara Timur;

8. Peraturan Gubernur NTT Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.

Surat Persetujuan Perdagangan Gula Antar Pulau (SPPGAP);
4. Memahami dan menguasai informasi dan teknologi;
5. Mempunyai keahlian dalam bidang tersebut.

KETERKAITAN PERALATAN/KELENGKAPAN
1. SOP pembuatan dan pengiriman surat permintaan Rekomendasi/pertimbangan teknis ke Tim Teknis; 1. Aplikasi “SPESIAL"
2. SOP Pemeriksaan Lapangan; 2. ATK
3. SOP Pendokumentasian. 3. Lembaran Ceklist;
4. Komputer dan printer;
5. Server;
6. Almari dokumen;
7. Ruangan Arsip.
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
1. Jika persyaratan tidak dipenuhi maka permohonan tidak dapat diproses; 1. Checklist tanda terima berkas;
2. Jika tanpa rekomendasi teknis maka izin tidak dapat diterbitkan. 2. Sistem Informasi Perizinan (SPESIAL);
3. Pencatatan penanggung jawab pada kartu kendali;
4. Pencatatan dan penomoran pada Agenda.




PELAKSANA MUTU BAKU
ha
No URAIAN TUGAS , Kabid | Sekretaris DPM- Sehers
Front Office Kasie Pengkajian Staf Pengkajian Kasie Analisis Staf Analisis Kasie Pelayanan Pela PTSP Kepala DPM-PTSP pembantu Kelengkapan waktu Output
yana penerima
1|Menerima berkas dari pemohon, memeriksa m berkas permohonan Berkas Permohonan
berkas permohonan perizinan dan menginput data Perizinan Perizinan, Kartu Kendali
perizinan serta meneruskan ke Kasie Pengkajian 20 Menit dan Lembaran chek list
2 A Ya Berkas Permohonan [Berkas Permohonan
Memeriksa berkas P h Perizinan, apabila Perizinan, Kartu Kendali dan Perizinan, disposisi
setuju diteruskan ke Staf Pengkajiaan dan tidak Tidsk N Lembaran chek fst S
setuju dikembalikan ke FO 4
3 Berkas Permohonan Berkas Permohonan,buku
M b ih Perizinan, disposisi agenda
berkas pe dan 15 Menit
meneruskan ke Kasie Analisis
4|Menganalisis berkas perizinan, apabila setuju v Berkas Permohonan,buku Berkas Permohonan,
m staf analisis membuat surat \ v lagenda disposisi
permi k dasi/i 82n teknlis,
dan apabila tidak setuju dikembalikan ke Kasie Tidak V 20 Menit
Pengkajian
5|Membuat surat permintaan rekomendasi teknis |Berkas Permohonan, Berkas Permohonan, surat
kepada SKPD, dan dasi teknis yang |disposisi permohonan pertimbangan
diterima oleh staf analisis dilanjutkan pada Kasie 7 hari teknis dan pertimbangan
pelayanan teknis.
6| Mencetak konsep perizinan,mengoreksi konsep Berkas Permohonan dan Konsep perizinan
perizinan, memberikan penomoran dan pertimbangan teknis.
menyampaikan kepada kepala bidang pelayanan. 20 Menit
7|Memeriksa konsep perizinan yang sudah dicetak { 0 Konsep perizinan Oraft Perizinan
apabila setuju, diparaf dan diteruskan ke sekertaris Tidek V
dan apabila tidak setuju dikembalikan ke kasie 30 Menit
{pelayanan untuk diperbalki
8|memaraf draf perizinan dan meneruskan ke I Draft Perizinan
Kadis
Draft Perizinan 20 Menit
9|menandatangani draf perizinan dan Draft Perizinan Dokumen Perizinan
diteruskan ke bendahara pembantu penerima.
1 Menit
10| Menyerahkan dokumen perizinan ke pemohon v
dan mengarsipkan dokumen perizinan. Rekomendasi Surat
G‘D Dokumen Perizinan 5 Menit Persetujuan Perdagangan
i Gula Antar Pulau (SPPGAP)




Nomor SOP SOP.DAG.08/ DPM-PTSP/2017
Tanggal Pengesahan 10 Oktober 2017
Tanggal Revisi 09 Oktober 2017
Disahkan Oleh Kepala Dinas Penanaman Modatsian PTSP Provinsi NTT
if. SEMUEL REBO &
PEMERINTAH PROVINS| NUSA TENGGARA TIMUR Pembina Utama Madya
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPM-PTSP) ) NIP. 19610626 198503 1 012
Judul SOP Rekomendasi Pengakuan Pedagang Gula Antar Pulau

(PPGAP)

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5

Memahami struktur organisasi dan tatakerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan; 2. Memahami tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan PTSP;
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025; 3. Menguasai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Rekomendasl
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun Pengakuan Pedagang Gula Antar Pulau (PPGAP);

2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 4. Memahami dan menguasai informasi dan teknologi;
5. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republlk Indonesia Nomor: 334/mpp/kep/5/2004 tentang | 5. Mempunyai keahlian dalam bidang tersebut.

Perubahan atas Keputusan Menteri Perindustrian dan  Perdagangan nomor 61/mpp/kep/2/2004 tentang

Perdagangan Gula Antar Pulau;
6. Peraturan Gubernur NTT Nomor 2 Tahun 2017tentang Pendelegasian Wewenang dari Gubemur kepada Kepala

Dinas Penanaman Modal dan PTSP untuk Menandatangani Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Pemerintah

Provinsi NTT;
7. Peraturan Gubernur NTT Nomor 16 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi

Kerja Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan di Provinsi Nusa Tenggara Timur,
8. Peraturan Gubernur NTT Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar

Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.

KETERKAITAN PERALATAN/KELENGKAPAN
1. SOP pembuatan dan pengiriman surat permintaan Rekomendasi/pertimbangan teknis ke Tim Teknis; 1. Aplikasi “SPESIAL"
2. SOP Pemeriksaan Lapangan; 2. ATK
3. SOP Pendokumentasian. 3. Lembaran Ceklist,
4. Komputer dan printer;
5. Server,
6.  Almari dokumen;
7. Ruangan Arsip.
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
1. Jika persyaratan tidak dipenuhi maka permohonan tidak dapat diproses; 1. Checklist tanda terima berkas;
2. Jika tanpa rekomendasi teknis maka izin tidak dapat diterbitkan. 2. Sistem Informasi Perizinan (SPESIAL);
3. Pencatatan penanggung jawab pada kartu kendali;
4. Pencatatan dan penomoran pada Agenda.




PELAKSANA

MUTU BAKU

ndahara
No URAIAN TUGAS & < . " Be
Front Office Kasie Pengkajian Staf Pengkajian Kasie Analisis Staf Analisis Kasie Pelayanan P :(ab:d ~ekre;aTr;sPDPM Kepala DPM-PTSP pembantu Kelengkapan waktu Output
elayanan
L penerima
1 |Menerima berkas dari pemohon, memeriksa berkas permohonan Perizinan Berkas Permohonan
berkas permohonan perizinan dan menginput data m Perizinan, Kartu Kendali
perizinan serta meneruskan ke Kasie Pengkajian g 20 Menit dan Lembaran chek list
I |
2 Berkas Permohonan Perizinan, Berkas Permohonan
Memeriksa berkas Permohonan Perizinan, apabila Tidak Ya Kartu Kendali dan Lembaran chek . Perizinan, disposisi
setuju diteruskan ke Staf Pengkajiaan dan tidak \ / Jist 10 Menit
setuju dikembalikan ke FO A
3 7z Berkas Permohonan Perizinan, Berkas Permohonan,buku
Mengagendakan berkas perizinan dan Ya disposisi i |agenda
enil
meneruskan ke Kasie Analisis
4 |Menganalisis berkas perizinan, apabila setuju Berkas Permohonan,buku agenda Berkas Permohonan,
kan staf analisis buat surat \' 7 disposisi
permi rek dasi/pertimbangan teknis, J\
Tidak &
dan apabila tidak setuju dikembalikan ke Kasie 20 Menit
|Pengkajian \/
S |Membuat surat permintaan rekomendasi teknis Berkas Permohonan, disposisi Berkas Permohonan, surat
kepada SKPD, dan rekomendasi teknis yang permohonan
diterima oleh staf analisis dilanjutkan pada Kasie 7 hari pertimbangan teknis dan
pelayanan pertimbangan teknis.
6 |Mencetak konsep perizinan,mengoreksi konsep y Berkas Permohonan dan Konsep perizinan
perizinan, memberikan penomoran dan —'I Ya pertimbangan teknis.
menyampaikan kepada kepala bidang pelayanan. I 20 Menit
N
7 |Memeriksa konsep perizinan yang sudah dicetak v Konsep perizinan Draft Perizinan
apabila setuju, diparaf dan diteruskan ke sekertaris —_— / \
dan apabila tidak setuju dikembalikan ke kasie 30 Menit
pelayanan untuk diperbaiki \/
8 |memaraf draf perizinan dan meneruskan ke Draft Perizinan
Kadis 4
1 Draft Perizinan 20 Menit
9 |menandatangani draf perizinan dan Draft Perizinan Dokumen Perizinan
diteruskan ke bendahara pembantu penerima. LI
1 Menit
10 |Menyerahkan dokumen perizinan ke pemohon 7 Dokumen Perizinan Rekomendasi Pengakuan
dan mengarsipkan dokumen perizinan. Pedagang Gula Antar Pulau
5SMenit  |(PPGAP)

/LGUBERNUR NUSA TENGGARA JIMUR, ‘,

v’ ERANS LEBU RAY




LAMPIRAN XIV : PERATUAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : TAHUN 2017
TANGGAL : 2017

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPM-PTSP)

Nomor SOP : __SOP.ESDM.01/ DPM-PTSP/2017

Tanggal Pengesahan : 10 Oktober 2017
Tanggal Revisi : 09 Oktober 2017
Disahkan Oleh - . Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi NTT

#

AYY

'embina Utama Madya
NIP. 19610626 198503 1 012

Judul SOP : Surat Izin Pengeboran (SIP)
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 1. Memahami struktur organisasi dan tatakerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 22 Tahun 1982 Tentang Tata Pengaturan Air; 2. Memahami tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan PTSP;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Air Tanah; 3. Menguasai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Surat Izin
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 121 Tahun 2015 Tentang Pengusahaan Sumber Daya Air; Pengeboran;
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025; 4. Memahami dan menguasai informasi dan teknologi;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 | 5. Mempunyai keahlian dalam bidang tersebut.
Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
7. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1451.K/10/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis
Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pengelolaan Air Bawah Tanah;
8. Peraturan Gubernur NTT Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pendelegasian dari Gubernur kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal dan PTSP untuk Menandatangani Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Nusa Tenggara Timur;
9. Peraturan Gubernur NTT Nomor 16 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada
Pemberi Kerja Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
10. Peraturan Gubernur NTT Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.
KETERKAITAN PERALATAN/KELENGKAPAN
1. SOP pembuatan dan pengiriman surat permintaan Rekomendasi/pertimbangan teknis ke Tim Teknis; 1. Aplikasi “SPESIAL"
2. SOP Pemeriksaan Lapangan; 2. ATK;
3. SOP Pendokumentasian. 3. Lembaran Ceklist;
4, Komputer dan printer;
5. Server;
6. Almari dokumen;
7. Ruangan Arsip.
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
1. Jika persyaratan tidak dipenuhi maka permohonan tidak dapat diproses; 1. Checklist tanda terima berkas;
2. Jika tanpa rekomendasi teknis maka izin tidak dapat diterbitkan. 2. Sistem Informasi Perizinan (SPESIAL);
3. Pencatatan penanggung jawab pada kartu kendali;
4. Pencatatan dan penomoran pada Agenda.




PELAKSANA MUTU BAKU
No URAIAN TUGAS el Kabid | Sekretaris DPM- S
Front Office Kasie Pengkajian Staf Pengkajian Kasie Analisis Staf Analisis Kasie Pelayanan Pili pTSP Kepala DPM-PTSP pembantu Kelengkapan waktu Output
lyanan penerima
1{Menerima berkas dari p , memeriksa berkas permohonan Berkas Permohonan
berkas h perizinan dan menginput data MULAY Perizinan Perizinan, Kartu Kendali
|perizinan serta meneruskan ke Kasie Pengkajian | 20 Menit dan Lembaran chek list
2 /\ Ya Berkas Permohonan Berkas Permohonan
M ksa berkas Permoh Perizinan, apabila Perizinan, Kartu Kendali dan Perizinan, disposis!
setuju diteruskan ke Staf Pengkajiaan dan tidak Tidak \ e Lembaran chek list 10 Menit
setuju dikembalikan ke FO A
3 Berkas Permohonan Berkas Permohonan,buku
= Perizinan, disposisi |2genda
'8 berkas pel.'ulnan dan 15 Menit
meneruskan ke Kasie Analisis
4|Menganalisis berkas perizinan, apabila setuju Berkas Permohonan,buku Berkas Permohonan,
1 staf analisis buat surat ) \ Y agenda disposisi
permintaan rekomendasi/pertimbangan teknis,
dan apabila tidak setuju dikembalikan ke Kasie Tidak V 20 Menit
Pengkdjian
5|Membuat surat permintaan rekomendasi teknis = Berkas Permohonan, Berkas Permohonan, surat
kepada SKPD, dan rekomendasi teknis yang | disposisi permohonan pertimbangan
diterima oleh staf analisis dilanjutkan pada Kasie 7 hari teknis dan pertimbangan
pelayanan teknis.
6|M konsep p 8 konsep Berkas Permohonan dan Konsep perizinan
perizinan, memberikan penomoran dan 7 pertimbangan teknis.
menyampaikan kepada kepala bidang pelayanan. 20 Menit
7|Memeriksa konsep perizinan yang sudah dicetak N s | Konsep perizinan Draft Perizinan
apabila setuju, diparaf dan diteruskan ke sekertaris Tidak v
dan apabila tidak setuju dikembalikan ke kasie 30 Menit
pelayanan untuk diperbaiki
8|memaraf draf perizinan dan meneruskan ke ! Draft Perizinan
Kadis
Draft Perizinan 20 Menit
9|menandatangani draf perizinan dan Draft Perizinan Dokumen Perizinan
it
diteruskan ke bendahara pembantu penerima. 1 paie
10| Menyerahkan dokumen perizinan ke pemohon 1
dan mengarsipkan dokumen perizinan, r —j
lesal
oy Dok Perizinan S Menit Surat Izin Pengeboran (SIP)




Nomor SOP SOP.ESDM.02/ DPM-PTSP/2017
Tanggal Pengesahan 10 Oktober 2017
Tanggal Revisi 09 Oktober 2017
Disahkan Oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi NTT
r. SEMUEL REBO A
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR “Pembina Utama Madya
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPM-PTSP) NIP. 19610626 198503 1 012
Judul SOP Surat Izin Pemakaian dan Pengusahaan Air Tanah
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 1. Memahami struktur organisasi dan tatakerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP,
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 22 Tahun 1982 Tentang Tata Pengaturan Air; 2. Memahami tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan PTSP;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Air Tanah; 3. Menguasai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lzin Pemakaian dan
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 121 Tahun 2015 Tentang Pengusahaan Sumber Daya Air; Izin Pengusahaan Air Tanah;
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025; 4, Memahami dan menguasai informasi dan teknologi;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 | 5. Mempunyai keahlian dalam bidang tersebut.

Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;

7. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1451.K/10/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis
Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pengelolaan Air Bawa Tanah;

8. Peraturan Gubernur NTT Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pendelegasian dari Gubemur kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal dan PTSP untuk Menandatangani Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Nusa Tenggara Timur;

9. Peraturan Gubernur NTT Nomor 16 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada
Pemberi Kerja Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan di Provinsi Nusa Tenggara Timur;

10. Peraturan Gubernur NTT Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.

KETERKAITAN PERALATAN/KELENGKAPAN
1. SOP pembuatan dan pengiriman surat permintaan Rekomendasi/pertimbangan teknis ke Tim Teknis; 1. Aplikasi “SPESIAL"
2. SOP Pemeriksaan Lapangan; 2. ATK
3. SOP Pendokumentasian. 3. Lembaran Ceklist;
4. Komputer dan printer;
5. Server,
6. Almari dokumen;
7. Ruangan Arsip.
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Jika persyaratan tidak dipenuhi maka permohonan tidak dapat diproses;
2. Jika tanpa rekomendasi teknis maka izin tidak dapat diterbitkan.

1. Checklist tanda terima berkas;

2. Sistem Informasi Perizinan (SPESIAL);

3. Pencatatan penanggung jawab pada kartu kendali;
4. Pencatatan dan penomoran pada Agenda.




PELAKSANA MUTU BAKU
No URAIAN TUGAS i is DPM- Bencariars
Front Office Kasie Pengkajian Staf Pengkajian Kasie Analisis Staf Analisis Kasie Pelayanan Pe:(:b'd Sekre:rsns"DPM Kepala DPM-PTSP pembantu Kelengkapan waktu Output
s penerima
1|Menerima berkas dari pemohon, memeriksa berkas permohonan Berkas Permohonan
berkas permoh perizinan dan ginput data MULAL Perizinan Perizinan, Kartu Kendali
perizinan serta meneruskan ke Kasie Pengkajian 20 Menit dan Lembaran chek list
2 A Ya Berkas Permohonan Berkas Permohonan
Memeriksa berkas Permohonan Perizinan, apabila Perizinan, Kartu Kendali dan |Perizinan, disposisi
setuju diteruskan ke Staf Pengkajiaan dan tidak Tidak \ ” Lacnbaran chek st 10 Menit
setuju dikembalikan ke FO A
3 Berkas Permohonan Berkas Permohonan,buku
Mengagendakan berkas perizinan dan Perizinan, disposisi ik |agenda
meneruskan ke Kasie Analisis
4|Menganalisis berkas p apabila setuju \ Berkas Permohonan,buku Berkas Permohonan,
kan staf analisis buat surat / \ Ya lagenda disposisi
permi & dasi/pertimb teknis,
dan apabila tidak setuju dikembalikan ke Kasie Tidak v 20 Ment
Pengkajian
SN buat surat permi rek dasi teknis _I Berkas Permohonan, Berkas Permohonan, surat
kepada SKPD, dan rek i teknis yang disposisi permohonan pertimbangan
diterima oleh staf analisis dilanjutkan pada Kasie 7 hari teknis dan pertimbangan
pelayanan teknis.
6|Mencetak konsep perizinan,mengoreksi konsep Berkas Permohonan dan Konsep perizinan
perizinan, memberikan penomoran dan pertimbangan teknis. .
menyampaikan kepada kepala bidang pelayanan. 20 Menit
7|Memeriksa konsep perizinan yang sudah dicetak L )\ i Konsep perizinan Draft Perizinan
apabila setuju, diparaf dan diteruskan ke sekertaris Tidak v
dan apabila tidak setuju dikembalikan ke kasie 30 Menit
pelayanan untuk diperbaiki
af draf perizinan dan meneruskan ke | Draft Perizinan
Kadis
Draft Perizinan 20 Menit
9|menandatangani draf perizinan dan Draft Perizinan Dokumen Perizinan
diteruskan ke bendahara pembantu penerima. i
1 Menit
10| Menyerahkan dokumen perizinan ke pemohon \
dan mengarsipkan dokumen perizinan.
selesai _ 5 Menit Surat Izin Pemakaian dan
Dolasmest terzan Pengusahaan Air Tanah




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPM-PTSP)

Nomor SOP : __ SOP.ESDM.03/ DPM-PTSP/2017

Tanggal Pengesahan : 10 Oktober 2017
Tanggal Revisi : 09 Oktober 2017
Disahkan Oleh :  Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi NTT

MUEL REBO A
~ Pembina Utama Madya
NIP. 19610626 198503 1 012

Judul SOP ' Surat lzin Perusahaan Pengeboran Air Tanah (SIPPAT)

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

1. Memahami struktur organisasi dan tatakerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP,

2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025; 2. Memahami tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan PTSP;
3. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1451 K/10/MEM/2000 Tentang Pedoman Teknis | 3. Menguasai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Surat |zin Perusahaan
Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pengelolaan Air Bawah Tanah; Pengeboran Air Tanah (SIPPAT);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 | 4. Mempunyai keahlian dalam bidang tersebut.
Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
5. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Minerai Nomor 1451.K/10/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis
Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pengelolaan Air Bawa Tanah;
6. Peraturan Gubernur NTT Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pendelegasian dari Gubernur kepada Kepala Dinas |-
Penanaman Modal dan PTSP untuk Menandatangani Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Nusa Tenggara Timur;
7. Peraturan Guberniur NTT Nomor 16 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada
Pemberi Kerja Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
8. Peraturan Gubernur NTT Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.
KETERKAITAN PERALATAN/KELENGKAPAN
1. SOP pembuatan dan pengiriman surat permintaan Rekomendasi/pertimbangan teknis ke Tim Teknis; 1. Aplikasi “SPESIAL"
2. SOP Pemeriksaan Lapangan; 2. ATK;
3. SOP Pendokumentasian. 3. Lembaran Ceklist;
4. Komputer dan printer;
5. Server;
6. Almari dokumen;
7. Ruangan Arsip.
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
1.. Jika persyaratan tidak dipenuhi maka permohonan tidak dapat diproses; 1. Checklist tanda terima berkas;
2. Jika tanpa rekomendasi teknis maka izin tidak dapat diterbitkan. . Sistem Informasi Perizinan (SPESIAL);

2
3. Pencatatan penanggung jawab pada kartu kendali;
4. Pencatatan dan penomoran pada Agenda.




PELAKSANA MUTU BAKU
No URMIAN TUGAS . . 4 Kabid | Sekretaris DPM- RS
Front Office Kasie Pengkajian Staf Pengkajlan Kasie Analisis Staf Analisis Kasie Pelayanan kil PTSP Kepala DPM-PTSP pembantu Kelengkapan waktu Output
yanan penerima
1|Menerima berkas dari pemohon, memeriksa berkas permohonan Berkas Permohonan
berkas h perizinan dan menginput data m Perizinan |Perizinan, Kartu Kendali
perizinan serta meneruskan ke Kasie Pengkajian 20 Menit dan Lembaran chek list
2 A Ya Berkas Permohonan Berkas Permohonan
Memeriksa berkas Permoh Py , apabila Perizinan, Kartu Kendali dan |Perizinan, disposisi
setuju diteruskan ke Staf Pengkajiaan dan tidak Tidak \' ( Lembaran chek list 10 Menit
setuju dikembalikan ke FO
- Berkas Permohonan Berkas Permohonan,buku
Mengagendakan berkas perizinan dan Perizinan, disposisi p— |28enda
meneruskan ke Kasie Analisis
4|Menganalisis berkas perizinan, apabila setuju Berkas Permohonan,buku Berkas Permohonan,
staf analisis buat surat ){ Ya agenda |disposisi
P & dasi/pertimbangan teknis, -
dan apabila tidak setuju dikembalikan ke Kasie Tidak V 20 Menit
| Pengkajian
5 buat surat permi b dasi teknis Berkas Permohonan, Berkas Permohonan, surat
|kepada SKPD, dan rekomendasi teknis yang disposisi permohonan pertimbangan,
diterima oleh staf analisis dilanjutkan pada Kasie 7 hari teknis dan pertimbangan
pelayanan teknis.
4
G
6| Mencetak konsep perizinan,mengoreksi konsep Berkas Permohonan dan Konsep perizinan
perizinan, memberikan penomoran dan pertimbangan teknis.
menyampaikan kepada kepala bidang pelayanan. 20 Menit
7|Memeriksa konsep peritinan yang sudah dicetak L \J Konsep pefizinan Draft Perizinan
apabila setuju, diparaf dan diteruskan ke sekertaris Tidak \/
dan apabila tidak setuju dikembalikan ke kasie 30 Menit
pelayanan untuk diperbaiki
8|memeraf draf perizinan dan meneruskan ke F Draft Perizinan
Kadis
Draft Perizinan 20 Menit
9|menandatangani draf perizinan dan Draft Perizinan Dokumen Perizinan
diteruskan ke bendahara pembantu penerima. 1 Menit
10{Menyerahkan dokumen perizinan ke pemohon il
dan mengarsipkan ol Surat lzin Perusahaan
Dok P 5 Menit Pengeboran Air Tanah
(SIPPAT)




Nomor SOP SOP.ESDM.04/ DPM-PTSP/2017
Tanggal Pengesahan 10 Oktober 2017
Tanggal Revisi 09 Oktober 2017
Disahkan Oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi NTT
. - SEMUEL REBOA
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR -~ Pembina Utama Madya
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPM-PTSP) NIP. 19610626 198503 1 012

Judul SOP : Surat ljin Juru Bor
KUALIFIKASI PELAKSANA

DASAR HUKUM

L
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah ;

3

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35
LY

6.

7.

Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air ;
Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1451/10/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis
Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pengelolaan Air Bawah Tanah ;

Peraturan Gubernur NTT Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pendelegasian dari Gubernur kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal dan PTSP untuk Menandatangani Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Peraturan Gubernur NTT Nomor 16 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada
Pemberi Kerja Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan di Provinsi Nusa Tenggara Timur;

1. Memahami struktur organisasi dan tatakerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP,
2. Memahami tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan PTSP;
3. Menguasai peraturan perundang-undangan yang berkaitan Surat ljin Juru Bor;

4, Memahami dan menguasai informasi dan teknologi;
5. Mempunyai keahlian dalam bidang tersebut.

8. Peraturan Gubernur NTT Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.
KETERKAITAN PERALATAN/KELENGKAPAN
1. SOP pembuatan dan pengiriman surat permintaan Rekomendasi/pertimbangan teknis ke Tim Teknis; 1. Aplikasi “SPESIAL"
2. SOP Pemeriksaan Lapangan; 2. ATK;

3. SOP Pendokumentasian.

3. Lembaran Ceklist;

4. Komputer dan printer;
5. Server,;

6. Almari dokumen;

7. Ruangan Arsip.

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

1.
2

Jika persyaratan tidak dipenuhi maka permohonan tidak dapat diproses;
Jika tanpa rekomendasi teknis maka izin tidak dapat diterbitkan.

1. Checklist tanda terima berkas;
Sistem Informasi Perizinan (SPESIAL);

2
3. Pencatatan penanggung jawab pada kartu kendali;
4. Pencatatan dan penomoran pada Agenda.




PELAKSANA MUTU BAKU
Be
No URAIAN TUGAS ) ' . ,. y ) Kabid | Sekretaris DPM- rrinie
Front Office Kasie Pengkajian Staf Pengkajian Kaslie Analisis Staf Analisis Kasie Pelayanan Pela PTSP Kepala DPM-PTSP pembantu Kelengkapan waktu Output
Yans penerima
1|Menerima berkas dari pemohon, memeriksa berkas permohonan Berkas Permohonan
|berkas permoh perizinan dan ginput data m Perizinan Perizinan, Kartu Kendali
perizinan serta meneruskan ke Kasie Pengkajian 20 Menit dan Lembaran chek list
]

2 A Ya |Berkas Permohonan Berkas Permohonan
Memeriksa berkas Permoh Perizinan, apabila Perizinan, Kartu Kendali dan |Perizinan, disposisi
setuju diteruskan ke Staf Pengkajiaan dan tidak Tidak N \/ il 10 Menit
setuju dikembalikan ke FO /

3 Berkas Permohonan Berkas Permohonan,buku
Mengagendakan berkas perizinan dan Perizinan, disposisi T agenda
meneruskan ke Kasie Analisis

4|Menganalisis berkas perizi apabila setuju N Berkas Permohonan,buku Berkas Permohonan,

staf analisis buat surat /\ % agenda disposisi
P rek dasi/pertimb teknis, )
dan apabila tidak setuju dikembalikan ke Kasie Tidak V 20 Menit
Pengkajian

S surat per L dasi teknis Berkas Permohonan, Berkas Permohonan, surat
kepada SKPD, dan rekomendasi teknis yang | disposisi |permohonan pertimbangan|
diterima oleh staf analisis dilanjutkan pada Kasie 7 hari teknis dan pertimbangan
pelayanan teknis.

6| Mencetak konsep perizinan,mengoreksi konsep Berkas Permohonan dan Konsep perizinan
perizinan, memberikan penomoran dan pertimbangan teknis. .
menyampaikan kepada kepala bidang pelayanan. 20 Menit

7|Memeriksa konsep perizinan yang sudah dicetak L [ % Konsep perizinan Draft Perizinan
apabila setuju, diparaf dan diteruskan ke sekertaris Tidak
dan apabila tidak setuju dikembalikan ke kasie 30 Menit
pelayanan untuk diperbaiki

\

8|memaraf draf perizinan dan meneruskan ke — Draft Perizinan

Kadis
Draft Perizinan 20 Menit
9|menandatangani draf perizinan dan Draft Perizinan Dokumen Perizinan
diteruskan ke bendahara pembantu penerima. i M
10| Menyerahkan dokumen perizinan ke pemohon \
dan mengarsipkan dokumen perizinan.
lesai
e Dokumen Perizinan S Menit Surat Izin Juru Bor




Nomor SOP SOP.ESDM.05/ DPM-PTSP/2017
Tanggal Pengesahan 10 Oktober 2017
Tanggal Revisi 09 Oktober 2017
Disahkan Oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi NTT
#”SEMUEL REBO A
“ Pembina Utama Madya
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NIP. 19610626 198503 1 012
i e Judul SOP Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Mineral Logam dalam

Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri dalam Usaha
Pertambangan Daerah yang berada dalam Satu Daerah Satu
Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut

KUALIFIKAS| PELAKSANA

-—

o wN

o]

© ®

DASAR HUKUM

Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah RI Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan;

Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral
dan Batubara;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan atas peraturan pemerintah
Nomor 23 tahun 2010 Tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan Mineral dan batubara

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2014 Tentang Perubahan ketiga atas Peraturan
Pemerintah Nomor 23 tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35
Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;

10. Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
11. Peraturan Gubernur NTT Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pendelegasian dari Gubernur kepada Kepala Dinas

Penanaman Modal dan PTSP untuk Menandatangani Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Nusa Tenggara Timur;

12. Peraturan Gubernur NTT Nomor 16 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada

Pemberi Kerja Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan di Provinsi Nusa Tenggara Timur,

13. Peraturan Gubernur NTT Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar

Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.

1. Memahami struktur organisasi dan tatakerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP;

2. Memahami tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan PTSP;

3. Menguasai peraturan perundang-undangan yang berkaitan Izin Usaha Pertambangan (IUP)
Eksplorasi Mineral Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri dalam usaha
Pertambangan Daerah yang berada dalam Satu Daerah Satu Provinsi termasuk Wilayah Laut

sampai dengan 12 Mil Laut;

o

Memahami dan menguasai informasi dan teknologi;
Mempunyai keahlian dalam bidang tersebut.

KETERKAITAN

PERALATAN/KELENGKAPAN

1. SOP pembuatan dan pengiriman surat permintaan Rekomendasi/pertimbangan teknis ke Tim Teknis,

2. SOP Pemeriksaan Lapangan;
3. SOP Pendokumentasian.

1. Aplikasi “SPESIAL"

2. ATK;

3. Lembaran Ceklist;
4, Komputer dan printer,

5. Server;

6. Almari dokumen;

7. Ruangan Arsip.




PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Jika persyaratan tidak dipenuhi maka permohonan tidak dapat diproses;
2. Jika tanpa rekomendasi teknis maka izin tidak dapat diterbitkan.

1. Checklist tanda terima berkas;

2. Sistem Informasi Perizinan (SPESIAL);

3. Pencatatan penanggung jawab pada kartu kendali;
4. Pencatatan dan penomoran pada Agenda.




MUTU BAKU

= PELAKSANA e
Bendahara
No URAIAN TUGAS i d
Front Office Kasie Pengkajian Staf Pengkajian Kasie Analisis Staf Analisis Kasle Pelayanan Pe:(:bld Sekret:;;sPDPM Kepala DPM-PTSP pembantu Kelengkapan waktu Output
YA penerima
1|Menerima berkas dari pemohon, memeril berkas permohonan Berkas Permohonan
berkas h perizinan dan menginput data MuLAI Perizinan Perizinan, Kartu Kendali
perizinan serta meneruskan ke Kasie Pengkajlan I 20 Menit dan Lembaran chek list
2 A Ya Berkas Permohonan Berkas Permohonan
Memeriksa berkas Permohonan Perizinan, apabila Perizinan, Kartu Kendali dan Perizinan, disposis|
setuju diteruskan ke Staf Pengkajlaan dan tidak Tidak \ ’ Lembsrsri chek st 10 Menit
setuju dikembalikan ke FO A
. 1 Berkas Permohonan Berkas Permohonan,buku
Perizinan, disposisi agenda
Mengagendakan berkas perizinan dan ._J— 15 Menit
meneruskan ke Kasie Analisis
4| Meng; berkas perizinan, apabila setuju \ Berkas Permohonan,buku Berkas Permohonan,
staf analisis buat surat /\ = agenda |disposisi
pe rek dasi/pertimb teknis, it
dan apabila tidak setuju dikembalikan ke Kasie Tidak v S
5|M surat per rek dasi teknis Berkas Permchonan, Berkas Permohonan, surat
kepada SKPD, dan rekomendasi teknis yang disposisi permohonan pertimbangan,
diterima oleh staf analisis dilanjutkan pada Kasie 7 hari teknis dan pertimbangan
pelayanan B ’ teknis.
6| M. k konsep perizi goreksi konsep Berkas Permohonan dan Konsep perizinan
perizinan, memberikan penomoran dan pertimbangan teknis. i
menyampaikan kepada kepala bidang petayanan. 20 Menit
7|Memeriksa konsep perizinan yang sudah dicetak L g Konsep perizinan Draft Perizinan
apabila setuju, diparaf dan diteruskan ke sekertaris Tidak v
dan apabila tidak setuju dikembalikan ke kasie 30 Menit
pelayanan untuk diperbaiki
A4
8|memaraf draf perizinan dan meneruskan ke I Draft Perizinan
Kadis
Draft Perizinan 20 Menit
9|menandatangani draf perizinan dan Draft Perizinan Dokumen Perizinan
dit
eruskan ke bendahara pembantu penerima. 1 Menit
10{Menyerahkan dokumen perizinan ke pemohon \
dan mengarsipkan dokumen perizinan, (‘s: .&q 1zin Usaha Pertambangan
= D P 5 Menit (IUP) Eksplorasi Mineral
Logam




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPM-PTSP)

Nomor SOP : _SOP.ESDM.06/ DPM-PTSP/2017

Tanggal Pengesahan : 10 Oktober 2017
Tanggal Revisi . 09 Oktober 2017
Disahkan Oleh : Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi NTT

Pembina Utama Madya
NIP. 19610626 198503 1 012

Judul SOP . Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi
Mineral Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam
Negeri dalam usaha Pertambangan Daerah yang berada
dalam Satu Daerah Satu Provinsi termasuk Wilayah Laut

sampai dengan 12 Mil Laut
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; 1. Memahami struktur organisasi dan tatakerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 2. Memahami tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan PTSP;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 3. Menguasai peraturan perundang-undangan yang berkaitan Perpanjangan Izin Usaha
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan; Pertambangan (IUP) Eksplorasi Mineral Logam dalam Rangka Penanaman Modal
5. Peraturan Pemerintah Rl Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Dalam Negeri dalam usaha Pertambangan Daerah yang berada dalam Satu Daerah

Batubara;

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas peraturan pemerintah
nomor 23 tahun 2010 Tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan Mineral dan batubara

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2014 Tentang Perubahan ketiga atas Peraturan

Pemerintah Nomor 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun

2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;

10. Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

11. Peraturan Gubernur NTT Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pendelegasian dari Gubemnur kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal dan PTSP untuk Menandatangani Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Nusa Tenggara Timur;

12. Peraturan Gubernur NTT Nomor 16 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi
Kerja Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan di Provinsi Nusa Tenggara Timur;

13. Peraturan Gubernur NTT Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar
Operasional Prosedur Admiistrasi Pemerintahan_di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.

© o

Satu Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut;
Memahami dan menguasai informasi dan teknologi;
Mempunyai keahlian dalam bidang tersebut.

o~

KETERKAITAN PERALATAN/KELENGKAPAN
1. SOP pembuatan dan pengiriman surat permintaan Rekomendasi/pertimbangan teknis ke Tim Teknis; 1. Aplikasi “SPESIAL"
2. SOP Pemeriksaan Lapangan; 2. ATK;
3. SOP Pendokumentasian. 3. Lembaran Ceklist;
4. Komputer dan printer;
5. Server,
6. Almari dokumen;
7. Ruangan Arsip.




PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Jika persyaratan tidak dipenuhi maka permohonan tidak dépal diproses;
2. Jika tanpa rekomendasi teknis maka izin tidak dapat diterbitkan.

1. Checklist tanda terima berkas;

2. Sistem Informasi Perizinan (SPESIAL);

3. Pencatatan penanggung jawab pada kartu kendali;
4. Pencatatan dan penomoran pada Agenda.




PELAKSANA MUTU BAKU
No URAIAN TUGAS . s DPM- Bendahara
Front Office Kasie Pengkajian Staf Pengkajian Kasie Analisis Staf Analisis Kasie Pelayanan Pett:d Sekret:;;’DPM Kepala DPM-PTSP pembantu Kelengkapan waktu Output
YALSN penerima
1| Menerima berkas dari pemohon, memeriksa berkas permohonan Berkas Permohonan
berkas p h perizinan dan ginput data m Perizinan |Perizinan, Kartu Kendali
perizinan serta meneruskan ke Kasie Pengkajian 20 Menit dan Lembaran chek list
2 A Ya Berkas Permohonan Berkas Permohonan
|Memeriksa berkas Permohonan Perizinan, apabila Perizinan, Kartu Kendali dan | Perizinan, disposisi
setuju diteruskan ke Staf Pengkajiaan dan tidak Tidak N ( tambaran chek Bt 10 Menit
setuju dikembalikan ke FO 1
3 Berkas Permohonan Berkas Permohonan,buku
Mengagendakan berkas perizinan dan Perizinan, disposisi e agenda
meneruskan ke Kasie Analisis
4|Menganalisis berkas perizinan, apabila setuju N Berkas Permohonan,buku |Berkas Permohonan,
staf analisis membuat surat /\ e |agenda | disposisi
permintaan rekomendasi/pertimbangan teknis, !
dan apabila tidak setuju dikembalikan ke Kasie Tidak \/ 20 Ment
Pengkajian
5|Membuat surat permintaan rekomendasi teknis Berkas Permohonan, Berkas Permohonan, surat
kepada SKPD, dan rekomendasi teknis yang | disposisi permohonan pertimbangan
diterima oleh staf analisis dilanjutkan pada Kasie 7 hari teknis dan pertimbangan
pelayanan teknis.
6| Mencetak konsep perizinan,mengoreksi konsep Berkas Permohonan dan Konsep perizinan
perizinan, memberikan penomoran dan pertimbangan teknis. .
menyampaikan kepada kepala bidang pelayanan. 20 Menit
7|Memeriksa konsep perizinan yang sudah dicetak V4 [ Vo Konsep perizinan Draft Perizinan
apabila setuju, diparaf dan diteruskan ke sekertaris Tidak v
dan apabila tidak setuju dikembalikan ke kasie 30 Menit
pelayanan untuk diperbaiki
\
8| memaraf draf perizinan dan meneruskan ke || Draft Perizinan
Kadis
Draft Perizinan 20 Menit
9|menandatangani draf perizinan dan Draft Perizinan Dokumen Perizinan
diteruskan ke b ara pembantu ima.
endahara pel penerima 1 Menit
10{Menyerahkan dokumen perizinan ke pemohon Vv
dan mengarsipkan dokumen perizinan. b Perpanjangan Izin Usaha
Dokumen Perizinan S Menit Pertambangan (IUP)
Eksplorasi Mineral Logam




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPM-PTSP)

Nomor SOP SOP.ESDM.07/ DPM-PTSP/2017
Tanggal Pengesahan 10 Oktober 2017
Tanggal Revisi 09 Oktober 2017
Disahkan Oleh Kepala Dinas Penanaman Madal dan PTSP Provinsi NTT
- SEMUEL REBO 4
~ Pembina Utama Madya
NIP. 19610626 198503 1 012

Judul SOP Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Mineral Logam dalam

Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri dalam Usaha Pertambangan
Daerah yang berada dalam Satu Daerah Satu Provinsi termasuk
Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; 1. Memahami struktur organisasi dan tatakerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP;
2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; | 2. Memahami tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan PTSP;
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Menguasai peraturan perundang-undangan yang berkaitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi
4. Peraturan Pemerintah RI No. 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan; Produksi Mineral Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri dalam usaha Pertambangan
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Daerah yang berada dalam Satu Daerah Satu Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil

Pertambangan Mineral dan Batubara;

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas peraturan
pemerintah nomor 23 tahun 2010 Tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan Mineral dan
batubara

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2014 Tentang Perubahan ketiga atas

Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan

Mineral dan Batubara;

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia

Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi

Pemerintahan;

10. Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

11. Peraturan Gubernur NTT Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pendelegasian dari Gubernur kepada Kepala
Dinas Penanaman Modal dan PTSP untuk Menandatangani Perizinan dan Non Perizinan di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

12. Peraturan Gubernur NTT Nomor 16 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif
Kepada Pemberi Kerja Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan di Provinsi Nusa
Tenggara Timur;

13. Peraturan Gubernur NTT Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan
Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah
Provinsi NTT.

© o

Laut;
Memahami dan menguasai informasi dan teknologi;
Mempunyai keahlian dalam bidang tersebut.

o~

KETERKAITAN PERALATAN/KELENGKAPAN
1. SOP pembuatan dan pengiriman surat permintaan Rekomendasi/pertimbangan teknis ke Tim Teknis; | 1.  Aplikasi “SPESIAL"
2. SOP Pemeriksaan Lapangan; 2. ATK;

3. SOP Pendokumentasian.

3. Lembaran Ceklist;




Komputer dan printer;
Server;

Almari dokumen;
Ruangan Arsip.

N& o b

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Jika persyaratan tidak dipenuhi maka permohonan tidak dapat diproses; 1. Checklist tanda terima berkas;

2. _Jika tanpa rekomendasi teknis maka izin tidak dapat diterbitkan. 2. Sistem Informasi Perizinan (SPESIAL);

3. Pencatatan penanggung jawab pada kartu kendali;
4. Pencatatan dan penomoran pada Agenda.




PELAKSANA MUTU BAKU
No URAIAN TUGAS ! Baridahad
Front Office Kasie Pengkajian Staf Pengkajian Kasie Analisis Staf Analisis Kasie Pelayanan Pe:(:b'd Sekre;r;spDPM Kepala DPM-PTSP pembantu Kelengkapan waktu Output
Yansh penerima
1|Menerima berkas dari pemohon, memeriksa berkas permohonan Berkas Permohonan
berkas h perizinan dan ginput data m Perizinan ) Perizinan, Kartu Kendali
perizinan serta meneruskan ke Kasie Pengkajian 20 Menit dan Lembaran chek list
2 A Ya Berkas Permohonan Berkas Permohonan
Memeriksa berkas P h Perizinan, apabila Perizinan, Kartu Kendali dan ; Perizinan, disposis
setuju diteruskan ke Staf Pengkajiaan dan tidak Tidak ~N Lembaran chek list 30 Mens.
setuju dikembalikan ke FO 1
3 Berkas Permohonan Berkas Permohonan,buku
M ok : | Perizinan, disposisi agenda
berkas p f dan 15 Menit
meneruskan ke Kasie Analisis
4|M lisis berkas perizinan, apabila setuju \ Berkas Permohonan,buku |Berkas Permohonan,
staf analisis buat surat § Ye agenda disposisi
permi ' dasi/per teknis,
dan apabila tidak setuju dikembalikan ke Kasie Tidek \/ 20 phank
Pengkajian
5|Membuat surat per k dasi teknis Berkas Permohonan, Berkas Permohonan, surat
kepada SKPD, dan rekomendasi teknis yang disposisi permohonan pertimbangan
diterima oleh staf analisis dilanjutkan pada Kasie 7 hari teknis dan pertimbangan
pelayanan teknis.
6] Mencetak konsep perizinan,mengoreksi konsep Berkas Permohonan dan Konsep perizinan
perizinan, memberikan penomoran dan pertimbangan teknis.
menyampaikan kepada kepala bidang pelayanan. 20 Menit
7| Memeriksa konsep perizinan yang sudah dicetak Vé RO Konsep perizinan Draft Perizinan
apabila setuju, diparaf dan diteruskan ke sekertaris Tidak v
dan apabila tidak setuju dikembalikan ke kasie 30 Menit
pelayanan untuk diperbaiki
8| memaraf draf perizinan dan meneruskan ke | Draft Perizinan
Kadis
Draft Perizinan 20 Menit
9|menandatangani draf perizinan dan Draft Perizinan Dokumen Perizinan
diteruskan ke bendahara pembantu penerima. 1 /N
10) Menyerahkan dokumen perizinan ke pemohon \
dan mengarsipkan dokumen perizinan. (— L) Perpanjangan Izin Usaha
selesai . Pertambangan (1UP)
2 hertion AN Operasi Produksi Mineral
Logam




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPM-PTSP)

Nomor SOP :__SOP.ESDM.08/ DPM-PTSP/2017

Tanggal Pengesahan  : 10 Oktober 2017

Tanggal Revisi : 09 Oktober 2017
Disahkan Oleh : Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi NTT

if. SEMUEL REBO +
- Pembina Utama Madya
NIP. 19610626 198503 1 012

Judul SOP : Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi

Produksi Mineral Logam dalam Rangka Penanaman Modal
Dalam Negeri dalam Usaha Pertambangan Daerah yang
berada dalam Satu Daerah Satu Provinsi termasuk Wilayah
Laut sampai dengan 12 Mil Laut

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; 1. Memahami struktur organisasi dan tatakerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP;
2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 2. Memahami tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan PTSP;
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Menguasai peraturan perundang-undangan yang berkaitan Perpanjangan Izin Usaha
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan; Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Mineral Mineral Logam dalam Rangka Penanaman
5. Peraturan Pemerintah Rl Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Modal Dalam Negeri dalam usaha Pertambangan Daerah yang berada dalam Satu

Batubara;

Daerah Satu Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut;

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas peraturan pemerintah | 4. Memahami dan menguasai informasi dan teknologi;
nomer 23 tahun 2010 Tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan Mineral dan batubara 5. Mempunyai keahlian dalam bidang tersebut.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2014 Tentang Perubahan ketiga atas Peraturan
Pemerintah Nomor 23 tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun
2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
10. Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
11. Peraturan Gubernur NTT Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pendelegasian dari Gubemur kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal dan PTSP untuk Menandatangani Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Nusa Tenggara Timur;
12. Peraturan Gubernur NTT Nomor 16 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi
Kerja Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
13. Peraturan Gubernur NTT Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.
KETERKAITAN PERALATAN/KELENGKAPAN
1. SOP pembuatan dan pengiriman surat permintaan Rekomendasi/pertimbangan teknis ke Tim Teknis; 1. Aplikasi “SPESIAL"
2. SOP Pemeriksaan Lapangan; 2. ATK;
3. SOP Pendokumentasian. 3. Lembaran Ceklist;
4. Komputer dan printer;
5. Server,
6. Almari dokumen;
7. Ruangan Arsip.




PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
1. Jika persyaratan tidak dipenuhi maka permohonan tidak dapat diproses; 1. Checklist tanda terima berkas;
2. Jika tanpa rekomendasi teknis maka izin tidak dapat diterbitkan. 2. Sistem Informasi Perizinan (SPESIAL);
3. Pencatatan penanggung jawab pada kartu kendali;
4. Pencatatan dan penomoran pada Agenda.




MUTU BAKU

PELAKSANA
Bendahara
No URAIAN TUGAS Kabi is DPM-
Front Office Kasie Pengkajian |  Staf Pengkajian Kasle Analisis Staf Analisis | Kasie Pelayanan Pel:b"’ Sel""’::r'; OPM-| epala DPM-pTSP | pembantu Kelengkapan waktu Output
yanan penerima
.
1{Menerima berkas dari pemohon, memeriksa berkas permohonan Berkas Permohonan
berkas permoh perizinan dan menhginput data m Perizinan Perizinan, Kartu Kendali
perizinan serta meneruskan ke Kasie Pengkajian 20 Menit dan Lembaran chek list
2 A Ya Berkas Permohonan Berkas Permohonan
Memeriksa berkas Permohonan Perizinan, apabila Perizinan, Kartu Kendali dan Perizinan, disposisi
setuju diteruskan ke Staf Pengkajiaan dan tidak Tidak N Lainbaran heK list 10 Menit
setuju dikembalikan kg FO 1
3 Berkas Permohonan Berkas Permohonan,buku
Mengagendakan berkas perizinan dan |Perizinan, disposisi 45 i 2genda
meneruskan ke Kasie Analisis
4|Menganalisis berkas perizinan, apabila setuju ) Berkas Permohonan,buku Berkas Permohonan,
1 staf analisis surat /\ % agenda disposisi
permintaan rek dasi/pertimb. teknis, i
dan apabila tidak setuju dikembalikan ke Kasie Tidak \/ 20 Men
Pengkajian
5|Membuat surat permi K dasi teknis - Berkas Permohonan, Berkas Permohonan, surat
kepada SKPD, dan rekomendasi teknis yang l I disposisi |permohonan pertimbangan
diterima oleh staf analisis dilanjutkan pada Kasie 7 hari teknis dan pertimbangan
pelayanan '_i teknis.
6] Mencetak konsep perizinan,mengoreksi konsep Berkas Permohonan dan Konsep perizinan
perizinan, memberikan penomoran dan pertimbangan teknis. .
menyampaikan kepada kepala bidang pelayanan. 20 Menit
7|Memeriksa konsep perizinan yang sudah dicetak £ Va Konsep perizinan Draft Perizinan
| apabila setuju, diparaf dan diteruskan ke sekertaris Tidak v
dan apabila tidak setuju dikembalikan ke kasie 30 Menit
pelayanan untuk diperbaiki
8|memaraf draf perizinan dan meneruskan ke ! Draft Perizinan
Kadis
Draft Perizinan 20 Menit
9|menandatangani draf perizinan dan Draft Perizinan Dokumen Perizinan
diterus| ra pembant i
i kan ke bendahara pe U penerima. 1 pae
10| Menyerahkan dokumen perizinan ke pemohon v Perpanjangan lzin Usaha
dan mengarsipkan dokumen perizinan, Pertambangan (IUP)
' selesai ' Bokumen Pariian 5 Menit Operasi Produksi Mineral
- Logam




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPM-PTSP)

Nomor SOP : __ SOP.ESDM.09/ DPM-PTSP/2017 —

Tanggal Pengesahan _: 10 Oktober 2017
Tanggal Revisi : 09 Oktober 2017
Disahkan Oleh :  Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi NTT

fr. SEMUEL REBO *
- Pembina Utama Madya
NIP. 19610626 198503 1 012

Judul SOP - Izin Penciutan Wilayah Usaha Pertambangan Mineral
Logam
DASAR HUKUM KUALIFIKAS| PELAKSANA
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; 1. Memahami struktur organisasi dan tatakerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 2. Memahami tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan PTSP;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Menguasai peraturan perundang-undangan yang berkaitan Izin Penciutan Wilayah
4. Peraturan Pemerintah Rl No. 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan; Usaha Pertambangan Mineral Logam;
5. Peraturan Pemerintah Rl Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Memahami dan menguasai informasi dan teknologi;

© o

10.
11.

12.

13.

Batubara;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas peraturan pemerintah
nomor 23 tahun 2010 Tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan Mineral dan batubara

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2014 Tentang Perubahan ketiga atas Peraturan
Pemerintah Nomor 23 tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun
2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;

Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Peraturan Gubernur NTT Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pendelegasian dari Gubernur kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal dan PTSP untuk Menandatangani Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Peraturan Gubernur NTT Nomor 16 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada
Pemberi Kerja Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan di Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Peraturan Gubernur NTT Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.

4,
5. Mempunyai keahlian dalam bidang tersebut.

KETERKAITAN

PERALATAN/KELENGKAPAN

1. SOP pembuatan dan pengiriman surat permintaan Rekomendasi/pertimbangan teknis ke Tim Teknis;
2. SOP Pemeriksaan Lapangan;
3. SOP Pendokumentasian.

e B

Aplikasi “SPESIAL"
ATK;

Lembaran Ceklist;
Komputer dan printer;
Server,

Almari dokumen;
Ruangan Arsip




PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Jika persyaratan tidak dipenuhi maka permohonan tidak dapat diproses;
2. Jika tanpa rekomendasi teknis maka izin tidak dapat diterbitkan.

1. Checklist tanda terima berkas;

2. Sistem Informasi Perizinan (SPESIAL);

3. Pencatatan penanggung jawab pada kartu kendali;
4. _Pencatatan dan penomoran pada Agenda.




MUTU BAKU

PELAKSANA
h:
No URAIAN TUGAS : " . ‘ Kabid | Sekretaris DPM- Stinn
Front Office Kasie Pengkajian Staf Pengkajian Kasie Analisis Staf Analisis Kasie Pelayanan s pTSP Kepala DPM-PTSP pembantu Kelengkapan waktu Output
yanen penerima
1|Menerima berkas dari pemohon, memeriksa berkas permohonan Berkas Permohonan
| berkas h perizinan dan ginput data MU Perizinan Perizinan, Kartu Kendali
perizinan serta kan ke Kasie Pengkaji 20 Menit dan Lembaran chek list
2 A Ya |Berkas Permohonan Berkas Permohonan
Memeriksa berkas Permohonan Perizinan, apabila Perizinan, Kartu Kendali dan Perizinan, disposis
setuju diteruskan ke Staf Pengkajiaan dan tidak Tidak \/ ( et 10 Menit
setuju dikembalikan ke FO
3 Berkas Permohonan |Berkas Permohonan,buku
M dakan berkas p dan |Perizinan, disposisi agenda
15 Menit
meneruskan ke Kasie Analisis
4| Menganalisis berkas perizi apabila setuju ' Berkas Permohonan,buku Berkas Permohonan,
| menugaskan staf analisis membuat surat / \ Ya agenda disp
permintaan rekomendasi/pertimbangan teknis,
dan apabila tidak setuju dikembalikan ke Kasie Tidak V 20 Menit
Pengkajian
S5|Membuat surat permir k dasi teknis Berkas Permohonan, Berkas Permohonan, surat
kepada SKPD, dan rekomendasi teknis yang | disposisi permohonan pertimbangan)
diterima oleh staf analisis dilanjutkan pada Kasie 7 hari teknis dan pertimbangan
pelayanan teknis.
6|M konsep per ,meng konsep Berkas Permohonan dan Konsep perizinan
perizinan, memberikan penomoran dan |pertimbangan teknis. b
menyampaikan kepada kepala bidang pelayanan. 20 Menit
7|Memeriksa konsep perizinan yang sudah dicetak V4 Y Konsep perizinan Draft Perizinan
apabila setuju, diparaf dan diteruskan ke sekertaris Tidek V
dan apabila tidak setuju dikembalikan ke kasie 30 Menit
pelayanan untuk diperbaiki
8| memaraf draf perizinan dan meneruskan ke } Draft Perizinan
Kadis
Draft Perizinan 20 Menit
9|menandatangani draf perizinan dan Draft Perizinan Dokumen Perizinan
diteruskan ke bendahara pembantu penerima.
1 Menit
10|Menyerahkan dokumen perizinan ke pemohon v
dan mengarsipkan dokumen perizinan. Izin penciutan wilayah
@ Dokumen Perizinan 5 Menit Usaha Pertambangan (IUP)
. Mineral Logam




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPM-PTSP)

Nomor SOP . SOP.ESDM.10/ DPM-PTSP/2017

Tanggal Pengesahan : 10 Oktober 2017
Tanggal Revisi . 09 Oktober 2017
Disahkan Oleh : Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi NTT

“SEMUEL REBO A
embina Utama Madya
NIP. 19610626 198503 1012

Judul SOP - Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Mineral Bukan
Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam
Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang
Berada dalam Satu Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut
sampai dengan 12 Mil Laut

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; 1. Memahami struktur organisasi dan tatakerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 2. Memahami tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan PTSP;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Menguasai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lzin Usaha Pertambangan
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan; (IUP) Eksplorasi Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam Satu Daerah

Mineral dan Batubara;

Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut;

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 77 tahun 2014 Tentang Perubahan ketiga atas | 4. Memahami dan menguasai informasi dan teknologi;
Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan | 5. Mempunyai keahlian dalam bidang tersebut.
Mineral dan Batubara;

7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor
35 tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan;

9. Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

10. Peraturan Gubernur NTT Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pendelegasian dari Gubernur kepada Kepala
Dinas Penanaman Modal dan PTSP untuk Menandatangani Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur,

11. Peraturan Gubernur NTT Nomor 16 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif
Kepada Pemberi Kerja Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan di Provinsi Nusa Tenggara
Timur;

12. Peraturan Gubernur NTT Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan_di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.

KETERKAITAN . PERALATAN/KELENGKAPAN

1. SOP pembuatan dan pengiriman surat permintaan Rekomendasi/pertimbangan teknis ke Tim Teknis; Aplikasi “SPESIAL"

2. SOP Pemeriksaan Lapangan; ATK;

3. SOP Pendokumentasian.

Lembaran Ceklist;
Komputer dan printer;
Server,

DN PN -

Almari dokumen;




7. Ruangan Arsip

PENCATATAN DAN PENDATAAN

PERINGATAN
1. Jika persyaratan tidak dipenuhi maka permohonan tidak dapat diproses;
2. Jika tanpa rekomendasi teknis maka izin tidak dapat diterbitkan.

Checklist tanda terima berkas;

Sistem Informasi Perizinan (SPESIAL);
Pencatatan penanggung jawab pada kartu kendali;
Pencatatan dan penomoran pada Agenda.

PO~




PELAKSANA MUTU BAKU
Bendahara
No URAIAN TUGAS i
Front Office Kasie Pengkajian Staf Pengkajian Kasie Analisis Staf Analisis Kasle Pelayanan Rabid Senatars DERS Kepala DPM-PTSP pembantu Kelengkapan waktu Output
Pelayanan PTSP
penerima
1|Menerima berkas dari pemohon, memeriksa m berkas permohonan Berkas Permohonan
|berkas permoh perizinan dan menginput data Perizinan Perizinan, Kartu Kendali
perizinan serta meneruskan ke Kasie Pengkajian 20 Menit dan Lembaran chek list
2 A Ya Berkas Permohonan Berkas Permohonan
Memeriksa berkas Permoh. Perizinan, apabila Perizinan, Kartu Kendali dan Perizinan, disposisi
setuju diteruskan ke Staf Pengkajiaan dan tidak Tidak N Lembaran chek list 10/ Menvt
setuju dikembalikan ke FO )
3 Berkas Permohonan Berkas Permohonan,buku
A dakan berkas peri dan Perizinan, disposisi | agenda
- 15 Menit
meneruskan ke Kasie Analisis
4|Menganalisis berkas perizinan, apabila setuju \ Berkas Permohonan,buku Berkas Permohonan,
staf analisis buat surat / K Yl agenda disposisi
permi k dasi/pertimbangan teknis,
dan apabila tidak setuju dikembalikan ke Kasie Tidak V 20 Mentt
Pengkajian
5|Membuat surat pi k teknis Ll Berkas Permohonan, IBerkas Permohonan, surat
kepada SKPD, dan rekomendasi teknis yang disposisi permohonan pertimbangan|
diterima oleh staf analisis dilanjutkan pada Kasie 7 hari teknis dan pertimbangan
pelayanan teknis.
6| Mencetak konsep perizinan,mengoreksi konsep Berkas Permohonan dan |Konsep perizinan
perizinan, memberikan penomoran dan 7 pertimbangan teknis. y
menyampaikan kepada kepala bidang pelayanan. 20 Menit
7| Memeriksa konsep perizinan yang sudah dicetak L 0 Konsep perizinan Draft Perizinan
apabila setuju, diparaf dan diteruskan ke sekertaris Tidak v
dan apabila tidak setuju dikembalikan ke kasie 30 Menit
pelayanan untuk diperbaiki
y
8|memaraf draf perizinan dan meneruskan ke ! Draft Perizinan
Kadis
Draft Perizinan 20 Menit
1
9|menandatangani draf perizinan dan Draft Perizinan Dokumen Perizinan
diteruskan ke bendahara pembantu penerima. 1 Menit
10| Menyerahkan dokumen perizinan ke pemohon
dan mengarsipkan dokumen perizinan. 1zin Usaha Pertambangan
(IUP) Eksplorasi Mineral
\ 4 Bukan Logam dan Batuan
selesai Dokumen Perizinan 5 Menit dalam rangka Penanaman
- Modal dalam Negeri pada
Wilayah Izin Usaha
Pertambangan J




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPM-PTSP)

Nomor SOP : _SOP.ESDM.11/ DPM-PTSP/2017

Tanggal Pengesahan  : 10 Oktober 2017

Tanggal Revisi . 09 Oktober 2017
Disahkan Oleh : Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi NTT

vSEMUEL REBO 4
“Pembina Utama Madya
NIP. 19610626 198503 1 012

Judul SOP ; Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi
Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman
Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan
Daerah yang Berada dalam Satu Daerah Provinsi termasuk
Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah RI No. 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan;

il e

Mineral dan Batubara;

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 77 tahun 2014 Tentang Perubahan ketiga atas Peraturan
Pemerintah Nomor 23 tahun 2010 tentang Peiaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan
Batubara;

7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35
tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;

9. Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

10. Peraturan Gubernur NTT Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pendelegasian dari Gubernur kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal dan PTSP untuk Menandatangani Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Nusa Tenggara Timur;

11. Peraturan Gubernur NTT Nomor 16 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada
Pemberi Kerja Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan di Provinsi Nusa Tenggara Timur;

12. Peraturan Gubernur NTT Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan |-

1. Memahami struktur organisasi dan tatakerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP;

2. Memahami tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan PTSP;

3. Menguasai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Perpanjangan izin Usaha
Pertambangan (IUP) Eksplorasi Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman
Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam
Satu Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut;

. Memahami dan menguasai informasi dan teknologi;

. Mempunyai keahlian dalam bidang tersebut.

o

Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan _di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.
KETERKAITAN PERALATAN/KELENGKAPAN

1. SOP pembuatan dan pengiriman surat permintaan Rekomendasi/pertimbangan teknis ke Tim Teknis; 1. Aplikasi “SPESIAL"

2. SOP Pemeriksaan Lapangan; 2. ATK

3. SOP Pendokumentasian. 3. Lembaran Ceklist;
4. Komputer dan printer;
5. Server,
6. Almari dokumen;
7. Ruangan Arsip.




PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
1. Jika persyaratan tidak dipenuhi maka permohonan tidak dapat diproses; 1. Checklist tanda terima berkas;
2. Jika tanpa rekomendasi teknis maka izin tidak dapat diterbitkan. 2. Sistem Informasi Perizinan (SPESIAL);
3. Pencatatan penanggung jawab pada kartu kendali;
4. Pencatatan dan penomoran pada Agenda.




PELAKSANA MUTU BAKU
No URAIAN TUGAS i Bendahara
Front Office Kasie Pengkajian |  Staf Pengkajian Kasle Analisis StafAnalisis | Kasle Pelayanan Pe:(:b“ 5""’:’;:""“ Kepala DPM-PTSP | pembantu Kelengkapan waktu Output
yanan panariid
1|Menerima berkas dari pemohon, memeriksa berkas permohonan Berkas Permohonan
|berkas permohonan perizinan dan menginput data MULA Perizinan Perizinan, Kartu Kendali
perizinan serta meneruskan ke Kasie Pengkajian l 20 Menit dan Lembaran chek list
2 A Ya Berkas Permohonan Berkas Permohonan
Memeriksa berkas P honan Perizinan, apabila Perizinan, Kartu Kendali dan Perizinan, disposis!
setuju diteruskan ke Staf Pengkajiaan dan tidak Tidak \ v L ambaran. chak fist 10 Menit
setuju dikembalikan ke FO o "
3 Berkas Permohonan Berkas Permohonan, buku
Mengagendakan berkas perizinan dan Perizinan, disposisi o agenda
meneruskan ke Kasie Analisis
4| Menganalisis berkas perizinan, apabila setuju \.( Berkas Permohonan,buku Berkas Permohonan,
staf analisis membuat sutat / \ @ agenda disposisi
permirtaan rek dasi/pertimbangan teknis, .
dan apabila tidak setuju dikembalikan ke Kasie Tidak V 20 Mer
Pengkajian
5|Membuat surat permintaan rekomendasi teknis Berkas Permohonan, Berkas Permohonan, surat
kepada SKPD, dan rekomendasi teknis yang disposisi permohonan pertimbangan|
diterima oleh staf analisis dilanjutkan pada Kasie 7 hari teknis dan pertimbangan
pelayanan teknis.
6| Mencetak konsep perizinan,mengoreksi konsep Berkas Permohonan dan Konsep perizinan
perizinan, memberikan penomoran dan y, pertimbangan teknis.
menyampaikan kepada kepala bidang pelayanan. 20 Mentt
7|Memeriksa konsep perizinan yang sudah dicetak L Ve Konsep pefizinan Draft Perizinan
apabila setuju, diparaf dan diteruskan ke sekertaris Tidak v
dan apabila tidak setuju dikembalikan ke kasie 30 Menit
pelayanan untuk diperbaiki
Y ’
8|memaraf draf perizinan dan meneruskan ke ! Draft Perizinan
Kadis
Draft Perizinan 20 Menit
9|menandatangani draf perizinan dan Draft Perizinan Dokumen Perizinan
diterus| i
kan ke bendahara pembantu penerima. 1 Menit
10|Menyerahkan dokumen perizinan ke pemohon
dan mengarsipkan dokumen perizinan. Perpanjangan lzin Usaha
Pertambangan (IUP)
A 4 Eksplorasl Mineral Bukan
selesal Dokumen Perizinan 5 Menit Logam dan Batuan dalam
rangka Penanaman Modal
dalam Negeri pada Wilayah
1zin Usaha Pertambangan




Nomor SOP : _SOP.ESDM.12/ DPM-PTSP/2017

Tanggal Pengesahan : 10 Oktober 2017
Tanggal Revisi : 09 Oktober 2017
Disahkan Oleh :  Kepala Dinas Penanaman Magdal dan PTSP Provinsi NTT

. SEMUEL REBO A
“Pembina Utama Madya

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR AL S
P : i rtambangan (IUP) Operasi Produksi Mineral
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPM-PTSP) R 50 ";ull’;‘;"fo';:m oyl gt ke i

Modal Dalam Negeri pada Wilayah l2in Usaha
Pertambangan Daerah yang Berada dalam Satu Daerah
Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil

Laut

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; 1. Memahami struktur organisasi dan tatakerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP;
2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 2. Memahami tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan PTSP;
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Menguasai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Izin Usaha
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan; - Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang

Mineral dan Batubara; Berada dalam Satu Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut;

. Memahami dan menguasai informasi dan teknologi;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 77 tahun 2014 Tentang Perubahan ketiga atas Peraturan
. Mempunyai keahlian dalam bidang tersebut.

Pemerintah Nomor 23 tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan

Batubara;

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35

tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;

9. Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

10. Peraturan Gubernur NTT Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pendelegasian dari Gubernur kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal dan PTSP untuk Menandatangani Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

11. Peraturan Gubernur NTT Nomor 16 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada
Pemberi Kerja Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan di Provinsi Nusa Tenggara Timur;

12. Peraturan Gubernur NTT Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.

o

(S 00 -

@~

KETERKAITAN PERALATAN/KELENGKAPAN

1. SOP pembuatan dan pengiriman surat permintaan Rekomendasi/pertimbangan teknis ke Tim Teknis; Aplikasi “SPESIAL";
2. SOP Pemeriksaan Lapangan; ATK;

3. SOP Pendokumentasian. Lembaran Ceklist;
Komputer dan printer;
Server;

Almari dokumen;
Ruangan Arsip

N WM -




PENCATATAN DAN PENDATAAN

PERINGATAN
1. Jika persyaratan tidak dipenuhi maka permohonan tidak dapat diproses;

2. Jika tanpa rekomendasi teknis maka izin tidak dapat diterbitkan.

1. Checklist tanda terima berkas;

2. Sistem Informasi Perizinan (SPESIAL);

3. Pencatatan penanggung jawab pada kartu kendali;
4. Pencatatan dan penomoran pada Agenda.




PELAKSANA MUTU BAKU
Bendahara
No URAIAN TUGAS . "
Front Office Kasie Pengkajian Staf Pengkajian Kasie Analisis Staf Analisis Kasie Pelayanan Kabid Sekretaris DPM Kepala DPM-PTSP pemb lengkap waktu Output
Pelayanan PTsP i
penerima
1|Menerima berkas dari pemohon, memeriksa m berkas permohonan Berkas Permohonan
berkas permoh perizinan dan ginput data Perizinan Perizinan, Kartu Kendali
perizinan serta kan ke Kasie Pengkaj 20 Menit dan Lembaran chek list
2 /\ Ya Berkas Permohonan Berkas Permohonan
Memeriksa berkas Permohonan p?erizlnan, apabila == \ e Perizinan, Kartu Kendali dan 10 Menit |Perizinan, disposisi
setuju diteruskan ke Staf Pengkajiaan dan tidak L \ Lembaran chek list
setuju dikembalikan ke FO /
3 Berkas Permohonan Berkas Permohonan,buku
|Mengagendakan berkas perizinan dan Perizinan, disposisi —— lagenda
| meneruskan ke Kasie Analisis
4N lisis berkas perizinan, apabila setuju N Berkas Permohonan,buku Berkas Permohonan,
kan staf analisis buat surat /\ o agenda disposisi
P k dasi/per teknis, .
dan apabila tidak setuju dikembalikan ke Kasie Tidak v 20 Menit
Pengkajian
5|Membuat surat p: k dasi teknis Ll Berkas Permohonan, Berkas Permohonan, surat
kepada SKPD, dan rekomendasi teknis yang disposisi |permohonan pertimbangan
diterima oleh staf analisis dilanjutkan pada Kasie 7 hari teknis dan pertimbangan
pelayanan teknis.
6{Mencetak konsep perizinan,mengoreksi konsep Berkas Permohonan dan |Konsep perizinan
perizinan, memberikan penomoran dan y pertimbangan teknis.
menyampaikan kepada kepala bidang pelayanan. 20 Menit
7|Memeriksa konsep perizinan yang sudah dicetak Vé va Konsep perizinan Draft Perizinan
|apabila setuju, diparaf dan diteruskan ke sekertaris Tidak v
dan apabila tidak setuju dikembalikan ke kasie 30 Menit
pelayanan untuk diperbaiki
4
8|memaraf draf perizinan dan meneruskan ke ! Draft Perizinan
Kadis
Draft Perjzinan 20 Menit
-
‘ 1
9|menandatangani draf perizinan dan Draft Perjzinan Dokumen Perizinan
iterus bendahara pembant i
diteruskan ke ahara pe U penerima. 1 Menit
10{Menyérahkan dokumen perizinan ke pemohon
dan mengarsipkan dokumen perizinan. Izin Usaha Pertambangan
(IUP) Operasi Procuksi
A 4 Mineral Bukan Logam dan
' selesal ' Dokumen Perizinan 5 Menit Batuan dalam rangka
Penanaman Modal dalam
Negeri pada Wilayah zin
Usaha Pertambangan




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPM-PTSP)

Nomor SOP : _SOP.ESDM.13/ DPM-PTSP/2017

Tanggal Pengesahan  : 10 Oktober 2017

Tanggal Revisi : 09 Oktober 2017

Disahkan Oleh : Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi NTT

embma Utama Madya
NIP. 19610626 198503 1012

Judul SOP :  Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi

Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman
Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan
Daerah yang Berada dalam Satu Daerah Provinsi termasuk
Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; 1. Memahami struktur organisasi dan tatakerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP;
2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 2. Memahami tugas pokek dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan PTSP;
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Menguasai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Perpanjangan Izin Usaha
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan; Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang
Mineral dan Batubara; Berada dalam Satu Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 77 tahun 2014 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan | 4. Memahami dan menguasai informasi dan teknologi;
Pemerintah Nomor 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan | 5. Mempunyai keahlian dalam bidang tersebut.
Batubara;
7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35
tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
S. Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
10. kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP untuk Menandatangani Perizinan dan Non Perizinan
di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur; _
11. Peraturan Gubernur NTT Nomor 16 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif
Kepada Pemberi Kerja Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan di Provinsi Nusa Tenggara
Timur;
12. Peraturan Gubernur NTT Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.
KETERKAITAN PERALATAN/KELENGKAPAN
1. SOP pembuatan dan pengiriman surat permintaan Rekomendasi/pertimbangan teknis ke Tim Teknis; 1. Aplikasi “SPESIAL"
2. SOP Pemeriksaan Lapangan; 2. ATK;
3. SOP Pendokumentasian. 3. Lembaran Ceklist;
4. Komputer dan printer;
5. Server,
6. Almari dokumen;
7. Ruangan Arsip.




PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
1. Jika persyaratan tidak dipenuhi maka permohonan tidak dapat diproses; 1. Checklist tanda terima berkas;
2. Jika tanpa rekomendasi teknis maka izin tidak dapat diterbitkan. 2. Sistem Informasi Perizinan (SPESIAL);
3. Pencatatan penanggung jawab pada kartu kendali;

4. Pencatatan dan penomoran pada Agenda.




MUTU BAKU

PELAKSANA
No URAIAN TUGAS PM- Bendahara
Front Office Kasie Pengkajian Staf Pengkajian Kasie Analisis Staf Analisis Kasie Pelayanan Satid Skl Kepala DPM-PTSP pembantu lengkapan waktu Output
Pelayanan PTSP
penerima
1|Menerima berkas dari pemohon, memeriksa m berkas permohonan Berkas Permohonan
berkas permohonan perizinan dan menginput data Perizinan Perizinan, Kartu Kendali
perizinan serta meneruskan ke Kasie Pengkajian 20 Menit dan Lembaran chek list
2 A Ya Berkas Permohonan Berkas Permohonan
Memeriksa berkas Permohonan Perizinan, apabila Perizinan, Kartu Kendali dan E |Perizinan, disposisi
setuju diteruskan ke Staf Pengkajiaan dan tidak Tidak \ / Lembaran chek list 10 Menit
setuju dikembalikan ke FO LA
3 Berkas Permohonan Berkas Permohonan,buku
Mengagendakan berkas perizinan dan Perizinan, disposisi - agenda
meneruskan ke Kasie Analisis A3)éen
4| Menganalisis berkas perizinan, apabila setuju N Berkas Permohonan,buku Berkas Permchcnan,
kan staf analisis buat surat j\ i agenda |disposisi
permi k \dasi/pertimbangan teknis, .
dan apabila tidak setuju dikembalikan ke Kasie Tidak v 20enkt
Pengkajian
5|Membuat surat permint k i teknis Berkas Permohonan, Berkas Permohonan, surat
kepada SKPD, dan rekomendasi teknis yang | disposisi permohonan pertimbangan|
diterima oleh staf analisis dilanjutkan pada Kasie 7 hari teknis dan pertimbangan
pelayanan teknis.
6|Mencetak konsep perizinan,mengoreksi konsep Berkas Permohonan dan Konsep perizinan
perizinan, memberikan penomoran dan A pertimbangan teknis. .
menyampaikan kepada kepala bidang pelayanan, 20 Menit
7|Memeriksa konsep perizinan yang sudah dicetak L [ Va | Konsep pefizinan Draft Perizinan
|apabila setuju, diparaf dan diteruskan ke sekertaris Tidak v
dan apabia tidak setuju dikembalikan ke kasie s
pelayanan untuk diperbaiki
8|memaraf draf perizinan dan meneruskan ke I Draft Perizinan
Kadis
Draft Perizinan 20 Menit
9|menandatangani draf perizinan dan Draft Perizinan Dokumen Perizinan
diteruska ra pembantu ima.
n ke bendahara pel penerima 1 Menit
10|Menyerahkan dokumen perizinan ke pemohon
dan mengarsipkan dokumen perizinan, Perpanjangan Izin Usaha
Pertambangan (IUP)
Vv Operasi Produks! Mineral
C D . . Bukan Logam dan Batuan
selesai Dokumen Perizinan 5 Menit dalam rangka Penanaman
i Modal dalam Negeri pada
Wilayah 1zin Usaha
Pertambangan




Nomor SOP SOP.ESDM.14/ DPM-PTSP/2017
Tanggal Pengesahan 10 Oktober 2017
Tanggal Revisi 09 Oktober 2017
Disahkan Oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi NTT
MUEL REBO A
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR ZPembina Utama Madya
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPM-PTSP) NIP. 19610626 198503 1 012
Judul SOP Izin Penciutan Wilayah Usaha Pertambangan Mineral Bukan

Logam
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; 1. Memahami struktur organisasi dan tatakerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP,
2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 2. Memahami tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan PTSP;
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Menguasai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Izin Penciutan Wilayah
4. Peraturan Pemerintah Rl Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan; Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam;
5. Peraturan Pemerintah Rl Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan | 4. Memahami dan menguasai informasi dan teknologi;

Mineral dan Batubara;

5. Mempunyai keahlian dalam bidang tersebut.

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 77 tahun 2014 Tentang Perubahan ketiga atas Peraturan
Pemerintah Nomor 23 tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan
Batubara;

7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35

tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;

9. Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

10. Peraturan Gubernur NTT Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pendelegasian dari Gubernur kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal dan PTSP untuk Menandatangani Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

11. Peraturan Gubernur NTT Nomor 16 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif
Kepada Pemberi Kerja Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan di Provinsi Nusa Tenggara
Timur;

12. Peraturan Gubernur NTT Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.

KETERKAITAN PERALATAN/KELENGKAPAN
1. SOP pembuatan dan pengiriman surat permintaan Rekomendasi/pertimbangan teknis ke Tim Teknis; 1. Aplikasi “SPESIAL"
2. SOP Pemeriksaan Lapangan; 2. ATK
3. SOP Pendokumentasian. 3. Lembaran Ceklist;
4,  Komputer dan printer;
5.  Server,
6.  Almari dokumen;
7. Ruangan Arsip.




PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Jika persyaratan tidak dipenuhi maka permohonan tidak dapat diproses;
2. Jika tanpa rekomendasi teknis maka izin tidak dapat diterbitkan.

1. Checklist tanda terima berkas;

2. Sistem Informasi Perizinan (SPESIAL);

3. Pencatatan penanggung jawab pada kartu kendali;
4. _Pencatatan dan penomoran pada Agenda.




MUTU BAKU

PELAKSANA
ndahal
o URMAN TUGAS . : ) Kabid | Sekretaris DPM- Ay
Front Office Kasie Pengkajian Staf Pengkajian Kasie Analisis Staf Analisis Kasie Pelayanan Pel PTSP Kepala DPM-PTSP pembantu Kelengkapan waktu Output
elayanan penerima
1]Menerima berkas dari pemohon, memeriksa berkas permohonan Berkas Permohonan
|berkas p h perizinan dan menginput data Perizinan Perizinan, Kartu Kendali
perizinan serta meneruskan ke Kasie Pengkajian 20 Menit dan Lembaran chek list
2 A Ya Berkas Permohonan Berkas Permohonan
Memeriksa berkas Permohonan Perizinan, apabila Perizinan, Kartu Kendali dan Perizinan, disposisi
setuju diteruskan ke Staf Pengkajiaan dan tidak Tidak \/ d Lembaran chek list iy
setuju dikembalikan ke FO p ohon:
1 Berkas Perm an Berkas Permohonan,buku
|Mengagendakan berkas perizinan dan Perizinan, disposisi S agenda
meneruskan ke Kasie Analisis
4| Menganalisis berkas perizinan, apabila setuju 17 |Berkas Permohonan,buku Berkas Permohonan,
kan staf analisis surat / \ W gend disposisi
pe y dasi/pertimbangan teknis,
dan apabila tidak setuju dikembalikan ke Kasie Tidek \/ 20 Menkt
Pengkajian
S|Membuat surat permintaan rekomendasi teknis Berkas Permohonan, Berkas Permohonen, surat
kepada SKPD, dan rekomendasi teknis yang disposisi permohonan pertimbangan
diterima oleh staf analisis dilanjutkan pada Kasie 7 hari teknis dan pertimbangan
pelayanan A teknls.
6] Mencetak konsep perizinan,mengoreksi konsep Berkas Permohonan dan Konsep perizinan
p , berikan p andan pertimbangan teknis.
menyampaikan kepada kepala bidang pelayanan. 20 Menit
7|Memeriksa konsep perizinan yang sudah dicetak { g Konsep perizinan Draft Perizinan
apabila setuju, diparaf dan diteruskan ke sekertaris Tidak V
dan apabila tidak setuju dikembalikan ke kasie 30 Menit
pelayanan untuk diperbaiki
h
8|memaraf draf perizinan dan meneruskan ke } Draft Perizinan
Kadis
Draft Perizinan 20 Menit
9|menandatangani draf perizinan dan Draft Perizinan Dokumen Perizinan
diteruskan ke bendahara pembantu penerima.
1 Menit
10{Menyerahkan dokumen perizinan ke pemohon Vv
dan mengarsipkan dokumen perizinan. Izin penciutan wilayah
E‘D Dokumen Perizinan 5 Menit Usaha Pertambangan (IUP)
Mineral bukan Logam




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Nomor SOP : _SOP.ESDM.15/ DPM-PTSP/2017

Tanggal Pengesahan  : 10 Oktober 2017

Tanggal Revisi : 09 Oktober 2017

Disahkan Oleh : Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi NTT

- SEMUEL REBO
Pembina Utama Madya

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPM-PTSP) NIP. 19610626 198503 1012 _
Judul SOP : Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam,
Mineral bukan Logam dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan
Rakyat
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; 1. Memahami struktur organisasi dan tatakerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP,
2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 2. Memahami tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan PTSP;
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Menguasai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lzin Pertambangan
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan; Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Mineral bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Pertambangan Rakyat ;
Mineral dan Batubara; 4. Memahami dan menguasai informasi dan teknologi;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 77 tahun 2014 Tentang Perubahan ketiga atas Peraturan |5. Mempunyai keahlian dalam bidang tersebut.
Pemerintah Nomor 23 tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan | -
Batubara;
7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35
tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
9. Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
10. Peraturan Gubernur NTT Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pendelegasian dari Gubernur kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal dan PTSP untuk Menandatangani Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur,
11. Peraturan Gubernur NTT Nomor 16 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada
Pemberi Kerja Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
12. Peraturan Gubernur NTT Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.
KETERKAITAN PERALATAN/KELENGKAPAN
1. SOP pembuatan dan pengiriman surat permintaan Rekomendasi/pertimbangan teknis ke Tim Teknis; 1. Aplikasi “SPESIAL"
2. SOP Pemeriksaan Lapangan; 2. ATK
3. SOP Pendokumentasian. 3. Lembaran Ceklist;
4,  Komputer dan printer;
5. Server;
6.  Almari dokumen;
7. Ruangan Arsip.




PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Jika persyaratan tidak dipenuhi maka permohonan tidak dapat diproses;
2. Jika tanpa rekomendasi teknis maka izin tidak dapat diterbitkan.

Checklist tanda terima berkas;

Sistem Informasi Perizinan (SPESIAL);
Pencatatan penanggung jawab pada kartu kendali;
Pencatatan dan penomoran pada Agenda.

£00 DO =




PELAKSANA MUTU BAKU
Bendahara
No URAIAN TUGAS i ris DPM-
Front Office Kasie Pengkajian Staf Pengkajian Kasie Analisis Staf Analisis Kasie Pelayanan Ko Sekretaris DPM- | | o vala DPM-PTSP | pembantu lengkap waktu Output
Pelayanan PTSP
penerima
1|Menerima berkas dari pemohon, memeriksa berkas permohonan Berkas Permohonan
berkas permoh perizinan dan mehginput data MUtAL Perizinan Perizinan, Kartu Kendali
perizinan serta kan ke Kaslie Pengh 20 Menit dan Lembaran chek list
2 A Ya Berkas Permohonan Berkas Permohonan
M iksa berkas Per Perizihan, apabila | Perizinan, Kartu Kendali dan Perizinan, disposisi
setuju diteruskan ke Staf Pengkajiaan dan tidak Tidak N |Lembaran chek list 10 Menkt
setuju dikembalikan ke FO o
3 1 Berkas Permohonan Berkas Permohonan,buku
] Perizinan, disposisi agenda
Mengagendakan berkas perizinan dan sENianit
meneruskan ke Kasie Analisis
4)Menganalisis berkas perizinan, apabila setuju y Berkas Permohonan,buku Berkas Permohonan,
staf analisis ¢ surat / \ Ya |agenda disposisi
permintaan rekomendasi/pertimbangan teknis, ;
dan apabila tidak setuju dikembalikan ke Kasie Tidak V 20 Menit
Pengkajian
5|Membuat surat permi rek dasi teknis = Berkas Permohonan, Berkas Permohonan, surat
kepada SKPD, dan rekomendasi teknis yang | disposisi permohonan pertimbangan
diterima oleh staf analisis dilanjutkan pada Kasie - 7 hari teknis dan pertimbangan
pelayanan teknis.
6|Mencetak konsep perizinan,mengoreksi konsep F Berkas Permohonan dan Konsep perizinan
perizinan, berikan p an dan r‘r pertimbangan teknis. :
menyampaikan kepada kepala bidang pelayanan. 20 Menit
7|Memeriksa konsep perizinan yang sudah dicetak V4 [ Ve Konsep perizinan Draft Perizinan
apabila setuju, diparaf dan diteruskan ke sekertaris Tidak
dan apabila tidak setuju dikembalikan ke kasie 30 Menit
pelayanan untuk diperbaiki
Y
8|memaraf draf perizinan dan meneruskan ke ! Draft Perizinan
Kadis
Draft Perizinan 20 Menit
9|menandatangani draf perizinan dan Draft Perizinan Dokumen Perizinan
diteru t i
skan ke bendahara pembantu penerima. 1 Menit
10{Menyerahkan dokumen perizinan ke pemohon
dan mengarsipkan dokumen perizinan.
1zin Pertambangan Rakyat
Vv untuk Komoditas Mineral
Logam, Mineral Bukan
| selesai ' Dokumen Perizinan S Menit Logam dan Batuan dalam
Wilayah Pertambangan

Rakyat




PEMERINTAH PROVINS| NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPM-PTSP)

Nomor SOP : _SOP.ESDM.16/ DPM-PTSP/2017

Tanggal Pengesahan  : 10 Oktober 2017
Tanggal Revisi : 09 Oktober 2017
Disahkan Oleh : Kepala Dinas Penanama al dan PTSP Provinsi NTT

ff_ SEMUEL REBO 4
Pembina Utama Madya
NIP. 19610626 198503 1 012

Judul SOP - Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus untuk
Pengolahan dan Pemurnian Dalam Negeri yang Komoditas
Tambangnya berasal dari 1 (satu) Daerah Provinsi yang sama

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; 1. Memahami struktur organisasi dan tatakerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP,
2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 2. Memahami tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan PTSP;
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Menguasai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Izin Usaha Pertambangan
4, Peraturan Pemerintah RI Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan; Operasi Produksi Khusus untuk Pengolahan dan Pemumian Dalam Negeri yang Komoditas
5. Peraturan Pemerintah Rl Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan | Tambangnya berasal dari 1 (satu) Daerah Provinsi yang Sama;

9.

10.
11,
12.
13.
14.

Mineral dan Batubara;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 77 tahun 2014 Tentang Perubahan ketiga atas Peraturan
Pemerintah Nomor 23 tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan
Batubara;

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 07 Tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai

‘Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral sebagaimana Telah Dua Kali Diubah

Terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2013;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35
tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 32 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian Izin
Khusus di Bidang Pertambangan dan Mineral Batu Bara;

Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
Peraturan Gubernur NTT Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pendelegasian dari Gubernur kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal dan PTSP untuk Menandatangani Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Peraturan Gubernur NTT Nomor 16 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada
Pemberi Kerja Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
Peraturan Gubernur NTT Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.

4. Memahami dan menguasai informasi dan teknologi;
5. Mempunyai keahlian dalam bidang tersebut.

KETERKAITAN

PERALATAN/KELENGKAPAN

1. SOP pembuatan dan pengiriman surat permintaan Rekomendasi/pertimbangan teknis ke Tim Teknis;
2. SOP Pemeriksaan Lapangan;
3. SOP Pendokumentasian.

Aplikasi “SPESJAL"
ATK;

Lembaran Ceklist;
Komputer dan printer;
Server;

O 6O DO -




6. Almari dokumen;
7. Ruangan Arsip

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Jika persyaratan tidak dipenuhi maka permohonan tidak dapat diproses;
2. Jika tanpa rekomendasi teknis maka izin tidak dapat diterbitkan.

1. Checklist tanda terima berkas;

2. Sistem Informasi Perizinan (SPESIAL);

3. Pencatatan penanggung jawab pada kartu kendali;
4. Pencatatan dan penomoran pada Agenda.




PELAKSANA MUTU BAKU
Bendahara
No URAIAN TUGAS Kabi is DPM-
Front Office Kasie Pengkajian Staf Pengkajian Kasie Analisis Staf Analisis Kasie Pelayanan Bala bid Sekre:r;D Kepala DPM-PTSP pembantu Kelengkapan waktu Output
Yonan penerima

1|Menerima berkas dari pemohon, memeriksa berkas permohonan Berkas Permohonan
berkas permoh perizinan dan menginput data MU Perizinan ) Perizinan, Kartu Kendali
perizinan serta meneruskan ke Kasie Pengkajian I 20 Menit dan Lembaran chek list

2 A Ya Berkas Permohonan Berkas Permohonan
Memeriksa berkas Permohonan Perizinan, apabila Perizinan, Kartu Kendali dan 10 Mgkt Perizinan, disposis!
setuju diteruskan ke Staf Pengkajiaan dan tidak Tidak N ( Lembaran chek lst
setuju dikembalikan ke FO 1

3 Berkas Permohonan [Berkas Permohonan,buku
Mengagendakan berkas perizinan dan | Perizinan, disposisi Sttt |agenda
meneruskan ke Kasie Analisis

4| Menganalisis berkas perizinan, apabila setuju \ Berkas Permohonan,buku Berkas Permohonan,

kan staf analisis buat surat /\ Y agenda disposisi

P k dasi/per teknis, i
dan apabila tidak setuju dikembalikan ke Kasie Tidek v 20 Menit
Pengkajian

5|Membuat surat permintaan rekomendasi teknis Berkas Permohonan, Berkas Permohonan, surat
kepada SKPD, dan rekomendasi teknis yang disposisi permohonan pertimbangan|
| diterima oleh staf analisis dilanjutkan pada Kasie 7 hari teknis dan pertimbangan
pelayanan teknis.

6] Mencetak konsep perizinan,mengoreksi konsep Berkas Permohonan dan Konsep perizinan
perizinan, memberikan penomoran dan pertimbangan teknis.
menyampaikan kepada kepala bidang pelayanan. 20 Menit

7|Memeriksa konsep perizinan yang sudah dicetak { N L Konsep perizinan Draft Perizinan
apabila setuju, diparaf dan diteruskan ke sekertaris Tidak v
dan apabila tidak setuju dikembalikan ke kasie 30 Menit
pelayanan untuk diperbaiki

8|memaraf draf perizinan dan meneruskan ke ! Draft Perizinan
Kadis .

Draft Perizinan 20 Menit

9|menandatangani draf perizinan dan Draft Perizinan Dokumen Perizinan

diteruskan ke bendahara pembantu penerima. 3 Rierie
10{Menyerahkan dokumen perizinan ke pemohon
dan mengarsipkan dokumen perizinan. {2in usaha pertambangan
Dok Perizinan 5 Menit operasi produksi khusus
pengolahan dan pemurnian




Nomor SOP SOP.ESDM.17/ DPM-PTSP/2017
Tanggal Pengesahan 10 Oktober 2017
Tanggal Revisi 09 Oktober 2017
Disahkan Oleh Kepala Dinas Penanaman-Medal dan PTSP Provinsi NTT
r. SEMUEL REBO A
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR ~ Pembina Utama Madya
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPM-PTSP) NIP. 19610626 198503 1 012
Judul SOP Izin Usaha Jasa Pertambangan dan Surat Keterangan
Terdaftar dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang
Kegiatan Usahanya dalam Satu Daerah Provinsi
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; 1. Memahami struktur organisasi dan tatakerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP;
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 2. Memahami tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan PTSP;
3. Peraturan Pemerintah Rl Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan; 3. Menguasai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lzin Usaha Jasa
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Pertambangan dan Surat Keterangan Terdaftar dalam rangka Penanaman Modal dalam

11
12,

Mineral dan Batubara,

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2012 Tentang Perubahan atas peraturan
pemerintah nomor 23 tahun 2010 Tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan Mineral dan
batubara; )

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 77 tahun 2014 Tentang Perubahan ketiga atas Peraturan
Pemerintah Nomor 23 tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan
Batubara;

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35
tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
Peraturan Gubernur NTT Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pendelegasian dari Gubernur kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal dan PTSP untuk Menandatangani Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Peraturan Gubernur NTT Nomor 16 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada
Pemberi Kerja Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
Peraturan Gubernur NTT Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.

o~

negeri yang Kegiatan Usahanya dalam Satu Daerah Provinsi;
Memahami dan menguasai informasi dan teknologi;
Mempunyai keahlian dalam bidang tersebut.

KETERKAITAN

PERALATAN/KELENGKAPAN

1. SOP pembuatan dan pengiriman surat permintaan Rekomendasi/pertimbangan teknis ke Tim Teknis;
2. SOP Pemeriksaan Lapangan;
3. SOP Pendokumentasian.

Aplikasi “SPESIAL"
ATK;

Lembaran Ceklist;
Komputer dan printer;
Server,

Almari dokumen;
Ruangan Arsip.

Nooak,whN -~




PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Jika persyaratan tidak dipenuhi maka permohonan tidak dapat diproses;
2. Jika tanpa rekomendasi teknis maka izin tidak dapat diterbitkan.

1. Checklist tanda terima berkas;

2. Sistem Informasi Perizinan (SPESIAL);

3. Pencatatan penanggung jawab pada kartu kendali;
4. Pencatatan dan penomoran pada Agenda.




MUTU BAKU

PELAKSANA
No URAIAN TUGAS Kabid Sancalar
Front Office Kasie Pengkajian Staf Pengkajian Staf Analisis Pela pembantu Kelengkapan waktu Output
yasan penerima
1{Menerima berkas dari pemohon, memeriksa SbAL berkas permohonan Berkas Permohonan
berkas permoh perizinan dan menginput data Perizinan |Perizinan, Kartu Kendali
perizinan serta meneruskan ke Kasie Pengkajian 20 Menit dan Lembaran chek list
2 A Ya Berkas Permohonan Berkas Permohonan
Memeriksa berkas Permohonan Perizinan, apabila Perizinan, Kartu Kendali dan Perizinan, disposisi
setuju diteruskan ke Staf Pengkajiaan dan tidak Tidak N ermerin chek bt 10 Menit
setuju dikembalikan ke FO A
g Berkas Permohonan Berkas Permohonan,buku
Mengagendakan berkas perizinan dan Perizinan, disposisi ) agenda
meneruskan ke Kasie Analisis 15 et
4|Menganalisis berkas perizi apabila setuju N Berkas Permohonan,buku Berkas Permohonan,
menugaskan staf analisis membuat surat / agenda disposisi
permii k i/pertimb. teknis,
dan apabila tidak setuju dikembalikan ke Kasie Tidak 20 Ment
Pengkajian
5|Membuat surat permintaan rekomendas teknis Berkas Permohonan, Berkas Permohonan, surat
kepada SKPD, dan rekomendasi teknis yang disposisi permohonan pertimbangan|
diterima oleh staf analisis dilanjutkan pada Kasie 7 hari teknis dan pertimbangan
pelayanan teknis.
6| Mencetak konsep perizinan,mengoreksi konsep = Berkas Permohonan dan Konsep perizinan
perizinan, memberikan penomoran dan (-'— pertimbangan teknis.
menyampaikan kepada kepala bidang pelayanan. 20 Menit
7|Memeriksa konsep perizinan yang sudah dicetak L Konsep perizinan Draft Perizinan
apabila setuju, diparaf dan diteruskan ke sekertaris V
dan apabila tidak setuju dikembalikan ke kasie 30 Menit
pelayanan untuk diperbarki
8 E:;r'\enf draf perizinan dan meneruskan ke Draft Perizinan
is
Draft Perizinan 20 Menit
9|menandatangani draf perizinan dan Draft Perizinan Dokumen Perizinan
diteruskan ke bendahara pembantu penerima.
1 Menit
i0}{Menyerahkan dokumen perizinan ke pemohon
dan mengarsipkan dokumen perizinan.
selesal Dokumen Perizinan 5 Menit lzin usahajasa
pertambangan




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPM-PTSP)

Nomor SOP : _SOP.ESDM.18/ DPM-PTSP/2017

Tanggal Pengesahan : 10 Oktober 2017
Tanggal Revisi : 09 Oktober 2017
Disahkan Oleh ! Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi NTT

¢ UEL REBO A
Pembina Utama Madya
NIP. 19610626 198503 1 012

Judul SOP : lzin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Khusus
Pengangkutan dan Penjualan

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; 1. Memahami struktur organisasi dan tatakerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP;

2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 2. Memahami tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan PTSP;

3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Menguasai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Izin Usaha Pertambangan
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan; Operasi Produksi Khusus untuk Pengolahan dan Pemumian Dalam Negeri yang Komoditas
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Tambangnya berasal dari 1 (satu) Daerah Provinsi yang Sama;

o

@Ry

- -

12.

13.

Mineral dan Batubara; -
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 77 tahun 2014 Tentang Perubahan ketiga atas Peraturan
Pemerintah Nomor 23 tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan
Batubara; i

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35
tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang
Tata Cara Pemberian izin Khusus di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
Peraturan Gubernur NTT Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pendelegasian dari Gubernur kepada Kepala
Dinas Penanaman dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk Menandatangani Perizinan dan Non Perizinan
di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Peraturan Gubernur NTT Nomor 16 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif
Kepada Pemberi Kerja Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan di Provinsi Nusa Tenggara
Timur;

Peraturan Gubernur NTT Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan _di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.

4. Memahami dan menguasai informasi dan teknologi;
5. Mempunyai keahlian dalam bidang tersebut.

KETERKAITAN

PERALATAN/KELENGKAPAN

1. SOP pembuatan dan pengiriman surat permintaan Rekomendasi/pertimbangan teknis ke Tim Teknis;
2. SOP Pemeriksaan Lapangan;
3. SOP Pendokumentasian.

Aplikasi “SPESIAL"
ATK;

Lembaran Ceklist:
Komputer dan printer;
Server,

Almari dokumen;
Ruangan Arsip

O A b GO N =




PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Jika persyaratan tidak dipenuhi maka permohonan tidak dapat diproses;
2. Jika tanpa rekomendasi teknis maka izin tidak dapat diterbitkan.

Checklist tanda terima berkas;

Sistem Informasi Perizinan (SPESIAL);
Pencatatan penanggung jawab pada kartu kendali;
Pencatatan dan penomoran pada Agenda.

PN~




" PELAKSANA MUTU BAKU
Bendahara
No URAIAN TUGAS £
Front Office Kasie Pengkajian Staf Pengkajian Kasie Analisis Staf Analisis Kasie Pelayanan Pe:(:bu Sekre:rr;sPDPM Kepala DPM-PTSP pembantu Kelengkapan waktu Output
Ay penerima
1]Menerima berkas dari pemohon, memeriksa berkas permohonan Berkas Permohonan
berkas permoh perizinan dan menginput data Perizinan Perizinan, Kartu Kendali
perizinan serta meneruskan ke Kasie Pengkajian 20 Menit dan Lembaran chek list
2 Ya Berkas Permohonan Berkas Permohonan
Memeriksa berkas P h Perizinan, apabila Perizinan, Kartu Kendali dan Perizinan, disposisi
setuju diteruskan ke Staf Pengkajiaan dan tidak Tidak \/ ( Lembaran chek list A Ment
setuju dikembalikan ke FO
3 Berkas Permohonan |Berkas Permohonan,buku
| Mengagendakan berkas perizinan dan Perizinan, disposisi v agenda
meneruskan ke Kasie Analisis
4|Meng: berkas perizi apabila setuju N Berkas Permohonan,buku Berkas Permohonan,
menugaskan staf analisis membuat surat / \ il agenda disposisi
permi k dasi/pertimbangan teknis,
dan apabila tidak setuju dikembalikan ke Kasie Tidak \/ 20 Menit
Pengkajian
5 buat surat per k dasi teknis Berkas Permohonan, Berkas Permohonan, surat
kepada SKPD, dan rekomendasi teknis yang {disposisi |permohonan pertimbangan|
diterima oleh staf analisis dilanjutkan pada Kasie 7 hari teknis dan pertimbangan
pelayanan teknis.
6| Mencetak konsep perizinan,mengoreksi konsep Berkas Permohonan dan Konsep perizinan
perizinan, memberikan penomoran dan pertimbangan teknis. .
menyampaikan kepada kepala bidang pelayanan. 20 Menit
7| Memeriksa konsep perizinan yang sudah dicetak =L L Konsep perizinan Draft Perizinan
apabila setuju, diparaf dan diteruskan ke sekertaris Tidak V
dan apabila tidak setuju dikembalikan ke kasie 30 Menit
pelayanan untuk diperbaiki
8| memaraf draf perizinan dan meneruskan ke I } Draft Perizinan
Kadis
Draft Perizinan 20 Menit
9|menandatangani draf perizinan dan Draft Perizinan Dokumen Perizinan
diteruskan ke bendahara pembantu penerima.
1 Menit
10{Menyerahkan dokumen perizinan ke pemohon
dan mengarsipkan dokumen perizinan. lzin usaha pertambangan
hi
= Peridcan 5 Menit operasi produksi khusus
pengangkutan dan
penjualan




Nomor SOP SOP.ESDM.19/ DPM-PTSP/2017

Tanggal Pengesahan 10 Oktober 2017

Tanggal Revisi 09 Oktober 2017

Disahkan Oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi NTT

_SEMUEL REBO A
“Pembina Utama Madya
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NIP. 19610626 198503 1 012
DINAS PENANAMAN MOCAL DAN PELAYANAN: TEREADY SATU PIRTU {DFM-FTSF) Judul SOP izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik

Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan
kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi

DASAR HUKUM KUALIFIKAS! PELAKSANA

1. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi; 1. Memahami struktur organisasi dan tatakerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP;

2. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan; 2. Memahami tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan PTSP;

3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah; 3. Menguasai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Izin Usaha Penyediaan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi; Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik; Penyewaan Jaringan kepada Penyediaan Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2012 tentang Jual Beli Tenaga Listrik Lintas Negara; 4. Memahami dan menguasai informasi dan teknologi;

7. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional; 5. Mempunyai keahlian dalam bidang tersebut.

8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025; '

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35

-
=

-
-

s
N

tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 35 tahun 2013 tentang Tata Cara Perizinanan
Usaha Ketenagalistrikan;

. Peraturan Gubernur NTT Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pendelegasian dari Gubernur kepada Kepala
Dinas Penanaman Modal dan PTSP untuk Menandatangani Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Peraturan Gubernur NTT Nomor 16 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif
Kepada Pemberi Kerja Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan di Provinsi Nusa Tenggara
Timur;

13. Peraturan Gubernur NTT Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan

Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan_di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.

KETERKAITAN PERALATAN/KELENGKAPAN
1. SOP pembuatan dan pengiriman surat permintaan Rekomendasi/pertimbangan teknis ke Tim Teknis; 1. Aplikasi “SPESIAL"
2. SOP Pemeriksaan Lapangan; 2. ATK,
3. SOP Pendokumentasian. 3. Lembaran Ceklist;
4, Komputer dan printer;
5. Server;
6. Almari dokumen;
7. Ruangan Arsip.




PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Jika persyaratan tidak dipenuhi maka permohonan tidak dapat diproses;
2. Jika tanpa rekomendasi teknis maka izin tidak dapat diterbitkan.

Checklist tanda terima berkas;

Sistem Informasi Perizinan (SPESIAL);
Pencatatan penanggung jawab pada kartu kendali;
Pencatatan dan penomoran pada Agenda.

P GO N =




MUTU BAKU

PELAKSANA
Bendahara
No URAIAN TUGAS Kabi ris DPM-
Front Office Kasie Pengkajian Staf Pengkajian Kasie Analisis Staf Analisis Kasie Pelayanan g Selrgtaris Kepala DPM-PTSP pemb lengkap waktu Output
Pelayanan PTSP
penerima

1| Menerima berkas dari pamohon, memeriksa berkas permohonan Berkas Permohonan
berkas h perizinan dan menginput data m |Perizinan Perizinan, Kartu Kendali
perizinan serta meneruskan ke Kasie Pengkajian 20 Menit dan Lembaran chek list

2 A Ya Berkas Permohonan Berkas Permohonan
Memeriksa berkas Permoh Perizinan, apabila |Perizinan, Kartu Kendali dan Perizinan, disposis|
setuju diteruskan ke Staf Pengkajiaan dan tidak Tidak \ ( Lembaran chek list 10 ¥eanit
setuju dikembalikan ke FO 4

3 1 Berkas Permohonan Berkas Permohonan,buku

Perizinan, disposis agenda

Mengagendakan berkas p'erlzlnan dan _.'— 15 Menit
meneruskan ke Kasie Analisis

4} Menganalisis berkas perizi apabila setuju N Berkas Permohonan,buku Berkas Permohonan,
menugaskan staf analisis membuat surat /\ e agenda disposisi
permi rek dasi/pertimbangan teknis,
dan apabila tidak setuju dikembalikan ke Kasie Tidak v 20 enit
Pengkajian

5|Membuat surat per k dasi teknis Berkas Permohonan, Berkas Permohonan, surat
kepada SKPD, dan rekomendasi teknis yang disposisi permohonan pertimbangan
diterima oleh staf analisis dilanjutkan pada Kasie 7 hari teknis dan pertimbangan
pelayanan teknis.

6|Mencetak konsep perizinan,mengoreksi konsep F Berkas Permohonan dan Konsep perizinan
perizinan, memberikan panomoran dan r—r pertimbangan teknis.
menyampaikan kepada kepala bidang pelayanan. 20 Menit

7|Memeriksa konsep perizinan yang sudah dicetak L g [Konsep perizinan Oraft Perizinan
apabila setuju, diparaf dan diteruskan ke sekertaris Tidak \/
dan apabila tidak setuju dikembalikan ke kasie 30 Menit
pelayanan untuk diperbsiki

\

8|memaraf draf perizinan dan meneruskan ke ! Draft Perizinan

Kadis
Draft Perizinan 20 Menit
9|menandatangani draf perizinan dan Draft Perizinan Dokumen Perizinan
it ;
diteruskan ke bendahara pembantu penerima. 1 Menit
10|Menyerahkan dokumen perizinan ke pemohon \
dan mengarsipkan dokumen perizinan. 1zin Usaha Penyediaan
selesal Dokumen Perizinan 5 Menit Tenaga Listrik Non Badan
’ Usaha Milik Negara




Nomor SOP : SOP. ESDM.20/ DPM-PTSP/2017
Tanggal Pengesahan  : 10 Oktober 2017

Tanggal Revisi . 09 Oktober 2017
Disahkan Oleh : Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi NTT

) . SEMUEL REBO A
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR ~Pembina Utama Madya
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPM-PTSP) NIP. 19610626 198503 1012
Judul SOP :  Izin @pérasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan; 1. Memahami struktur organisasi dan tatakerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP;
2. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2007tentang Energi; 2. Memahami tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan PTSP;
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Menguasai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Izin Operasi yang Fasilitas
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Instalasinya dalam daerah Provinsi;
Tenaga Listrik; 4. Memahami dan menguasai informasi dan teknologi;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2012 tentang Jual Beli Tenaga Listrik Lintas | 5. Mempunyai keahlian dalam bidang tersebut.

Negara;

Peraturan Presiden Nomor 5 tahun 2000 tentang Kebijakan Energi Nasional;

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35

tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;

8. Peraiuran Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 35 tahun 2013 tentang Tata Cara Perizinanan
Usaha Ketenagalistrikan;

10. Peraturan Gubernur NTT Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pendelegasian dari Gubernur kepada Kepala
Dinas Penanaman Modal dan PTSP untuk Menandatangani Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

11. Peraturan Guberriur NTT Nomor 16 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif
Kepada Pemberi Kerja Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan di Provinsi Nusa Tenggara
Timur;

12. Peraturan Gubernur NTT Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.

o ih

KETERKAITAN PERALATAN/KELENGKAPAN
1. SOP pembuatan dan pengiriman surat permintaan Rekomendasi/pertimbangan teknis ke Tim Teknis; 1. Aplikasi “SPESIAL"
2. SOP Pemeriksaan Lapangan; 2. ATK;
3. SOP Pendokumentasian. 3. Lembaran Ceklist;
4,  Komputer dan printer;
5. Server,
6.  Almari dokumen;
7. Ruangan Arsip




PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Jika persyaratan tidak dipenuhi maka permohonan tidak dapat diproses;
2. Jika tanpa rekomendasi teknis maka izin tidak dapat diterbitkan.

Checklist tanda terima berkas;

Sistem Informasi Perizinan (SPESIAL);
Pencatatan penanggung jawab pada kartu kendali;
Pencatatan dan penomoran pada Agenda.

o




PELAKSANA MUTU BAKU
No URAIAN TUGAS , Kabid | Sekretaris DPM- T
Front Office Kasie Pengkajian Staf Pengkajian Kasie Analisis Staf Analisis Kasie Pelayanan Pele pTSP Kepala DPM-PTSP pembantu Kelengkapan waktu Output
elayanan peferima
1|Menerima berkas dari pemohon, memeriksa m berkas permohonan Berkas Permohonan
berkas permohonan perizinan dan menginput data Perizinan Perizinan, Kartu Kendali
perizinan serta meneruskan ke Kasle Pengkajian 20 Menit dan Lembaran chek list
2 /\ Ya Berkas Permohonan Berkas Permohonan
M iksa berkas Per Perizinan, apabila Perizinan, Kartu Kendali dan Perizinan, disposisi
setuju diteruskan ke Staf Pengkajiaan dan tidak Tidak \ ( Lembaran chek list 10 Menit
setuju dikembalikan ke FO /
3 Berkas Permohonan Berkas Permohonan,buku
M dak \ Perizinan, disposisi agenda
e etk p . oen 15 Menit
meneruskan ke Kasie Analisis
4|Menganalisis berkas perizinan, apabila setuju Berkas Permohonan,buku Berkas Permohonan,
menugaskan staf analisis membuat surat g Ya agenda disposisi
permi k dasi/| \gan teknis,
dan apabila tidak setuju dikembalikan ke Kasie Tidak V et
|Pengkajian
5|Membuat surat p k teknis Berkas Permohonan, Berkas Permohonan, surat
|kepada SKPD, dan rekomendasi teknis yang L'i |disposisi permohonan pertimbangan|
diterima oleh staf analisis dilanjutkan pada Kasie 7 hari teknis dan pertimbangan
pelayanan teknls.
6] Mencetak konsep perizinan,mengoreksi konsep Berkas Permohonan dan Konsep perizinan
perizinah, memberikan penomoran dah pertimbangan teknis.
menyampaikan kepada kepala bidang pelayanan. 20 Menit
7|Memeriksa konsep perizinan yang sudah dicetak L [V Konsep pefizinan Draft Perizinan
apabila setuju, diparaf dan diteruskan ke sekertaris Tidak
dan apabila tidak setuju dikembalikan ke kasie 30 Menit
pelayanan untuk diperbaiki
8|memaraf draf perizinan dan meneruskan ke } Draft Perizinan
Kadis
Draft Perizinan 20 Menit
9|menandatangani draf perizinan dan Draft Perizinan Dokumen Perizinan
diteruskan ke bendahara pembantu penerima. 1 Menit
10{Menyerahkan dokumen perizinan ke pemohon v
dan mengarsipkan dokumen perizinan. Izin Operasi yang Fasilitas
‘ selesai ) Dokumen Perizinan S Menit Instalasinya dalam Daerah
i Provinsi




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPM-PTSP)

Nomor SOP : _SOP.ESDM.21/ DPM-PTSP/2017

Tanggal Pengesahan : 10 Oktober 2017
Tanggal Revisi : 09 Oktober 2017
Disahkan Oleh : Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi NTT

" SEMUEL REBO A
Pembina Utama Madya
NIP. 19610626 198503 1 012

Judul SOP :  lzin@€aha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha
Dalam Negeri/ Mayoritas Sahamnya dimiliki oleh Penanam
Modal Dalam Negeri

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Energi; 1. Memahami struktur organisasi dan tatakerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP;
2. Undang - undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan; 2. Memahami tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan PTSP;
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Menguasai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Izin Usaha Jasa
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi; Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha dalam Negeri/ Mayoritas Sahamnya dimiliki
5. Peraturan Pemérintah Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga oleh Penanam Modal Dalam Negeri;
Listrik; 4. Memahami dan menguasai informasi dan teknologi;
6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025; 5. Mempunyai keahlian dalam bidang tersebut.
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35
tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 35 tahun 2013 tentang Tata Cara Perizinanan
Usaha Ketenagalistrikan;
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 05 tahun 2014 tentang Tata Cara Akreditasi
dan Sertifikasi Ketenagalistrikan;
10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 tahun 2014 tentang Kualifikasi Usaha Jasa
Penunjang Tenaga Listrik;
11. Peraturan Gubernur NTT Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pendelegasian dari Gubernur kepada Kepala
Dinas Penanaman Modal dan PTSP untuk Menandatangani Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
12. Peraturan Gubernur NTT Nomor 16 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif
Kepada Pemberi Kerja Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan di Provinsi Nusa Tenggara
Timur;
13. Peraturan Gubernur NTT Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan_di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.
KETERKAITAN PERALATAN/KELENGKAPAN
1. SOP pembuatan dan pengiriman surat permintaan Rekomendasi/pertimbangan teknis ke Tim Teknis; 1. Aplikasi “SPESIAL"
2. SOP Pemeriksaan Lapangan; 2. ATK;
3. SOP Pendokumentasian. 3. Lembaran Ceklist;
4, Komputer dan printer;
5. Server;
6. Almari dokumen;
7. Ruangan Arsip.




PERINGATAN ' PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Jika persyaratan tidak dipenuhi maka permohonan tidak dapat diproses; 1. Checklist tanda terima berkas;

2. Jika tanpa rekomendasi teknis maka izin tidak dapat diterbitkan. 2. Sistem Informasi Perizinan (SPESIAL);

3. Pencatatan penanggung jawab pada kartu kendali
4. Pencatatan dan penomoran pada Agenda.




MUTU BAKU

PELAKSANA
No URAIAN TUGAS " . Bendahara
3 2 5 Kab kret. DPM-
Front Office Kasie Pengkajian Staf Pengkajian Kasie Analisis Staf Analisis Kasie Pelayanan [ la id = 'Q:T'; Kepala DPM-PTSP | pembantu Kelengkapan waktu Output
elayanan Seneda
1 |Menerima berkas dari pemohon, memeriksa berkas permohonan Berkas Permohonan
berkas permohonan perizinan dan menginput data Perizinan Perizinan, Kartu Kendali
perizinan serta meneruskan ke Kasie Pengkajian m 20 Menit dan Lembaran chek list
2 Berkas Permohonan Berkas Permohonan
Memeriksa berkas Permohonan Perizinan, apabila Tidak A Perizinan, Kartu Kendali dan . Perizinan, disposisi
setuju diteruskan ke Staf Pengkajiaan dan tidak \ Laribarai chek ist 10 Menit
setuju dikembalikan ke FO /(
3 Berkas Permohonan Berkas Permohonan,buku
Mengagendakan berkas perizinan dan Perizinan, disposisi A5 Niendt agenda
1
meneruskan ke Kasie Analisis
4 |Menganalisis berkas p , apabila setuju Berkas Permohonan,buku Berkas Permohonan,
kan staf analisis surat Y agenda disposisi
permintaan rekomendasi/pertimbangan teknis, Tidak /\ A )
dan apabila tidak setuju dikembalikan ke Kasie 20 Menit
|Pengkajian
5 |Membuat surat permintaan rekomendasi teknis Berkas Permohonan, Berkas Permohonan, surat
kepada SKPD, dan rekomendasi teknis yang disposisi permohonan rekomendasi
diterima oieh staf analisis dilanjutkan pada Kasie 10 hari teknis dan rekcmendasi
|pelayanan teknis.
6 |Mencetak konsep perizinan,mengoreksi konsep y Berkas Permohonan, surat Konsep perizinan
perizinan, memberikan penomoran dan "‘I permohonan rekomendasi
menyampaikan kepada kepala bidang pelayanan. ' teknis, rekomendasi teknis. 20 Menit
N
7 |Memeriksa konsep perizinan yang sudah dicetak Y Konsep perizinan Draft Perizinan
apabila setuju, diparaf dan diteruskan ke sekertaris Tidak /\IA
dan apabila tidak setuju dikembalikan ke kasie 30 Menit
pelayanan untuk diperbaiki \/
8 |memaraf draf perizinan dan meneruskan ke Draft Perizinan
Kadis 4
| Draft Perizinan 20 Menit
9 |menandatangani draf perizinan dan Draft Perizinan Dokumen Perizinan
diteruskan ke bendahara pembantu penerima. ’—-I
1 Menit
10 |Menyerahkan dokumen perizinan ke pemohon v Dokumen Perizinan Izin Usaha Jasa Penunjang
5 Menit Tenaga Listrik

dan mengarsipkan dokumen perizinan.




LAMPIRAN XV

: PERATUAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : TAHUN 2017
TANGGAL 2017

e

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG



Nomor SOP SOP.PU.01/ DPM-PTSP/2017
Tanggal Pengesahan 10 Oktober 2017
Tanggal Revisi 09 Oktober 2017
Disahkan Oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi NTT
I SEMUEL REBO A
Pembina Utama Madya
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NIP. 19610626 198503 1 012
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPM-PTSP) Judul SOP l2in Atas Penyediaan, Peruntukan, Penggunaan dan
Pengusahaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai
Lintas Kabupaten/ Kota
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air; 1. Memahami struktur organisasi dan tatakerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP;
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 2. Memahami tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan PTSP,
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air; 3. Menguasai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Izin atas Penyeg!iaan,
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengeiolaan Sumber Daya Air Peruntukan, Penggunaan dan Pengusahaan Sumberdaya Air pada Wilayah Sungai Lintas
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air; Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025; 4. Memahami dan menguasai informasi dan teknologi;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 | 5. Mempunyai keahlian dalam bidang tersebut.

Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 50/PRT/M/2015
Tentang Izin Penggunaan Sumber Daya Air;

9. Peraturan Gubernur NTT Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang dari Gubemur kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP untuk Menandatangani Perizinan dan Non Perizinan di
Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT;

10. Peraturain Gubemur NTT Nomor 16 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administralif Kepada
Pemberi Kerja Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan di Provinsi Nusa Tenggara Timur;

11. Peraturan Gubernur NTT Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.

o

KETERKAITAN PERALATAN/KELENGKAPAN
1. SOP pembuatan dan pengiriman surat permintaan Rekomendasi/pertimbangan teknis ke Tim Teknis; 1. Aplikasi “SPESIAL”
2. SOP Pemeriksaan Lapangan; 2. ATK;
3. SOP Pendokumentasian. 3. Lembaran Ceklist;
4. Komputer dan printer;
5. Server,
6. Almari dokumen;
7. _Ruangan Arsip.




PENCATATAN DAN PENDATAAN

PERINGATAN
1. Jika persyaratan tidak dipenuhi maka permohonan tidak dapat diproses;

2. Jika tanpa rekomendasi teknis maka izin tidak dapat diterbitkan.

1. Checklist tanda terima berkas;

2. Sistem Informasi Perizinan (SPESIAL);

3. Pencatatan penanggung jawab pada kartu kendali;
4. _Pencatatan dan penomoran pada Agenda.




MUTU BAKU

PELAKSANA
No URAIAN TUGAS v Bendahara
Front Office Kasie Pengkajian Staf Pengkajian Kasie Analisis Staf Analisis Kasie Pelayanan Pe'l(:b‘d stre:rr;sPDPM Kepala DPM-PTSP pembantu Kelengkapan waktu Output
yanan pansiia

1|Menerima berkas dari pemohon, memeriksa berkas permohonan Perizinan Berkas Permohonan
berkas permohonan perizinan dan menginput data |Perizinan, Kartu Kendali
perizinan serta meneruskan ke Kasle Pengkajian 20 Menit dan Lembaran chek list

2 } Ya |Berkas Permohonan Berkas Permohonan
|Memeriksa berkas Permoh Perizinan, apabila Perizinan, Kartu Kendali dan Perizinan, disposisi
setuju diteruskan ke Staf Pengkajizan dan tidak Tidak N | Lembaran chek st WM
setuju dikembalikan ke FO ,

3 Berkas Permohonan Berkas Permohonan,buku
Mengagendakan berkas perizinan dan Perizinan, disposisi — |3genda
meneruskan ke Kasie Analisis Sl

4/M lisis berkas perizinan, apabila setuju A Berkas Permohonan,buku Berkas Permohonan,

staf analisis buat surat agenda disposisi
permi k dasi/pertimbangan teknis, / \ b
dan apabila tidak setuju dikembalikan ke Kasie i V 20 et
Pengkajian .

S|Membuat surat per L das| teknis Berkas Permohonan, disposisi Berkas Permohonan,
kepada SKPD, dan rekomendasi teknis yang surat permohonan
diterima oleh staf analisis dilanjutkan pada Kasie 7 hari pertimbangan teknis dan
pelayanan pertimbangan teknis.

6] Mencetak konsep perizinan,mengoreksi konsep 1 Berkas Permohonan dan Konsep perizinan
perizinan, memberikan penomoran dan ; pertimbangan teknis.
menyampalkan kepada kepala bidang pelayanan. 4 20 Menit

4

7|Memeriksa konsep perizinan yang sudah dicetak \ Ya Konsep perizinan Draft Perizinan
apabila setuju, diparaf dan diteruskan ke sekertaris
dan apabila tidak setuju dikembalikan ke kasie Tidak v 30 Menit
peiayanan untuk diperbaiki

8|memaraf draf perizinan dan meneruskan ke Draft Perizinan
Kadis

Draft Perizinan 20 Menit
’
9|menandatangani draf perizinan dan Draft Perizinan Dokumen Perizinan
diteruskan ke bendahara pembantu penerima.
1 Menit
10{Menyerahkan dokumen perizinan ke pemohor
dan mengarsipkan dokumen perizinan.
peqziuy izin Atas Penyediaan,
Peruntukan, Penggunaan
dan Pengusahaan Sumber
selesal Dokumen Perizinan 5 Menit daya Air pada Wilayah
Sungai Lintas Kabupaten
Kota




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPM-PTSP)

Nomor SOP : _SOP.PU.02/DPM-PTSP/2017

Tanggal Pengesahan . 10 Oktober 2017
Tanggal Revisi : 09 Oktober 2017
Disahkan Oleh : Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi NTT

_ Pembina Utama Madya
NIP. 19610626 198503 1 012

Judul SOP : |zin Lokasi Kasiba/ Lisiba Lintas Kabupaten/ Kota

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman;

2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 1999 tentang Kawasan Siap Bangun dan Lingkungan Siap
Bangun yang Berdiri Sendiri;

4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia

Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi |-

Pemerintahan;

6. Peraturan Gubernur NTT Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang dari Gubernur
kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP untuk Menandatangani Perizinan dan Non
Perizinan di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT;

7. Peraturan Gubernur NTT Nomor 16 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif
Kepada Pemberi Kerja Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan di Provinsi Nusa
Tenggara Timur;

8. Peraturan Gubernur NTT Nomor 28.. Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan
Pelaksanaan Standar Operasional Administrasi Pemerintahan Prosedur di Lingkungan Pemerintah
Provinsi NTT.

1.
2.
3
4,
5. Mempunyai keahlian dalam bidang tersebut.

Memahami struktur organisasi dan tatakerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP;
Memahami tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan PTSP;

Menguasai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lzin Lokasi
Kasiba/Lisiba Lintas Kabupaten/Kota;

Memahami dan menguasai informasi dan teknologi;

KETERKAITAN PERALATAN/KELENGKAPAN
1. SOP pembuatan dan pengiriman surat permintaan Rekomendasi/pertimbangan teknis ke Tim Teknis; | 1. Aplikasi “SPESIAL"
2. SOP Pemeriksaan Lapangan; 2. ATK;
3. SOP Pendokumentasian. 3. Lembaran Ceklist;
4. Komputer dan printer;
5. Server,
6. Almari dokumen;
7. Ruangan Arsip.




PENCATATAN DAN PENDATAAN

PERINGATAN
1. Jika persyaratan tidak dipenuhi maka permohonan tidak dapat diproses;

2. Jika tanpa rekomendasi teknis maka izin tidak dapat diterbitkan.

1. Checklist tanda terima berkas;

2. Sistem Informasi Perizinan (SPESIAL);

3. Pencatatan penanggung jawab pada kartu kendali;
4. Pencatatan dan penomoran pada Agenda.




MUTU BAKU

PELAKSANA
No URAIAN TUGAS , s DPM- Bendahara
Front Office Kasie Pengkajian | Staf Pengkajian Kasie Analisis StafAnalisis | Kasie Pelayanan Pe'(‘:b"’ 5"‘";;20 Kepala DPM-PTSP | pembantu Kelengkapan waktu Output
yanan penerima
1{Menerima berkas dari pemohon, memeriksa berkas permohonan Perizinan Berkas Permohonan
berkas h perizinan dan menginput data m Perizinan, Kartu Kendali
perizinan serta meneruskan ke Kasie Pengkajian 20 Menit dan Lembaran chek list
2 } Ya Berkas Permohonan Berkas Permohonan
Memeriksa berkas Permohonan Perizinan, apabila |Perizinan, Kartu Kendali dan whani Perizinan, disposisi
setuju diteruskan ke Staf Pengkajiaan dan tidak Tidak \ / Lembaran chek list 1gwen
setuju dikembalikan ke FO ’
3 Berkas Permohonan Berkas Permohonan,buku
M i Perizinan, disposisi agenda
lengagendakan berkas pfrlzman dan 15 Menit
meneruskan ke Kasle Analisis
4|Menganalisis berkas perizi apabila setuju \ Berkas Permohonan,buku Berkas Permohonan,
menugaskan staf analisis membuat surat / & agenda disposisi
p \ rek dasi/per teknis, ks )
dan apabila tidak setuju dikembalikan ke Kasie v 20 Menit
» Tidak
Pengkajian
5|{Membuat surat permintaan rek dasi teknis Berkas Permohonan, disposisi Berkas Permohonan,
|kepada SKPD, dan rekomendasi teknis yang surat permohonan
diterima oleh staf analisis dilanjutkan pada Kasie 7 hari pertimbangan teknis dan
pelayanan ) pertimbangan teknie.
y
6| Mencetak konsep perizinan,mengoreksi konsep 1 Berkas Permohonan dan Konsep perizinan
perizinan, memberikan pencmeran dan ' pertimbangan teknis, .
menyampaikan kepada kepala bidang pelayanan. 20 Menit
\
7|Memeriksa konsep perizinan yang sudah dicetak / \ Ya Konsep perizinan Draft Perizinan
apabila setuju, diparaf dan diteruskan ke sekertaris
dan apabila tidak setuju dikembalikan ke kasie Tidak v 30 Menit
pelayanan untuk diperbaiki
8|memaraf draf perizinan dan meneruskan ke Draft Perizinan
Kadis
Draft Perizinan 20 Menit
9|menandatangani draf perizinan dan Draft Perizinan Dokumen Perizinan
diteruskan ke b ra bantu ima.
endahara pemi penerima. 1 Menit
10{Menyérahkan dokumen perizinan ke pemohon
dan mengarsipkan dokumen perizinan, v
fzin Lt ba Lisiba
Dokumen Perizinan 5 Menit i Lokas! Kaal

Lintas Kabupaten Kota




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPM-PTSP)

Nomor SOP : _SOP.PU.03/DPM-PTSP/2017

Tanggal Pengesahan : 10 Oktober 2017

Tanggal Revisi . 09 Oktober 2017

Disahkan Oleh : Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi NTT

~Pembina Utama Madya
NIP. 19610626 198503 1012

Judul SOP i lzin Pemanfaatan Ruang yang Sesuai dengan RTRWP
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 1. Memahami struktur organisasi dan tatakerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP;
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2007 Tentang Penataan ruang; 2. Memahami tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan PTSP;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penata Ruang; 3. Menguasai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Izin Pemanfaatan Ruang
4, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran yang Tidak Sesuai dengan RTRWP,
Masyarakat dalam Penata Ruang; 4. Memahami dan menguasai informasi dan teknologi;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tingkat Ketelitian Peta Rencana | 5. Mempunyai keahlian dalam bidang tersebut.
Tata Ruang;
6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail
Tata Ruang dan Peraturan Sonasi Kabupaten/ Kota;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35
Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
9. Peraturan Gubernur NTT Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang dari Gubernur kepada
Kepala Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP untuk Menandatangani Perizinan dan Non Perizinan di
Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT;
10. Peraturan Gubernur NTT Nomor 16 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada
Pemberi Kerja Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
11. Peraturan Gubernur NTT Nomor 28 ahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.
KETERKAITAN PERALATAN/KELENGKAPAN
1. SOP pembuatan dan pengiriman surat permintaan Rekomendasi/pertimbangan teknis ke Tim Teknis; 1. Aplikasi “SPESIAL”
2. SOP Pemeriksaan Lapangan; 2. ATK;
3. SOP Pendokumentasian. 3. Lembaran Ceklist;
4, Komputer dan printer;
5. Server,
6. Almari dokumen;
7. _Ruangan Arsip.
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
1. Jika persyaratan tidak dipenuhi maka permohonan tidak dapat diproses; 1. Checklist tanda terima berkas;
2. Jika tanpa rekomendasi teknis maka izin tidak dapat diterbitkan. 2. Sistem Informasi Perizinan (SPESIAL);
3. Pencatatan penanggung jawab pada kartu kendali;
4. Pencatatan dan penomoran pada Agenda.




MUTU BAKU

PELAKSANA
Bendahara
No URAIAN TUGAS i 5
Front Office Kasie Pengkajian Staf Pengkajian Kasie Analisis Staf Analisis Kasie Pelayanan Pe:(:bld Sekre::;DPM Kepala DPM-PTSP pembantu Kelengkapan waktu Output
yanan penerima
1|Menerima berkas dari pemohon, ik berkas permohonan Perizinan Berkas Permohonan
berkas permohonan perizinan dan menginput data m Perizinan, Kartu Kendali
perizinan serta meneruskan ke Kasle Pengkajian 20 Menit dan Lembaran chek list
2 A Ya Berkas Permohonan Berkas Permohonan
Memeriksa berkas f h Perizinan, apabila Perizinan, Kartu Kendali dan | Perizinan, disposisi
setuju diteruskan ke Staf Pengkajiaan dan tidak Tidak N Lembaran chek lst Wi
setuju dikembalikan ke FO N
3 Berkas Permohonan Berkas Permohonan,buku
M dakan berkas p dan Perizinan, disposisi ) |agenda
15 Menit
meneruskan ke Kasie Analisis
4|Menganalisis berkas perizinan, apabila setuju \ Berkas Permohonan,buku Berkas Permohonan,
kan staf analisis buat surat / \ agenda disposisi
% L Py ke Ya
per per 183N teknis, i
dan apabila tidak setuju dikembalikan ke Kasie V 20 Ment,
Z Tidak
Pengkajian
5{M surat per L dasi teknis Y Berkas Permohonan, dispasisi Berkas Permohonan,
kepada SKPD, dan rekomendasi teknis yang surat permohonan
| diterima oleh staf analisis dilanjutkan pada Kasie 7 hari pertimbangan teknis dan
pelayanan pertimbangan teknis.
6| Mencetak konsep perizinan,mengoreksi konsep i Berkas Permohonan dan Konsep perizinan
perizinan, memberikan penomoran dan r_r pertimbangan teknis.
menyampaikan kepada kepala bidang pelayanan. 20 Menit
Y
7|Memeriksa konsep perizinan yang sudah dicetak / \ Ya Konsep perizinan Draft Perizinan
apabila setuju, diparaf dan diteruskan ke sekertaris
dan apabila tidak setuju dikembalikan ke kasie Tidak 30 Menit
pelayanan untuk diperbaiki
8| memaraf draf perizinan dan meneruskan ke Draft Perizinan
Kadis
Draft Perizinan 20 Menit
9|menandatangani draf perizinan dan Draft Perizinan Dokumen Perizinan
iterus a
diteruskan ke bendahara pembantu penerima. 1 Menit
10| Menyerahkan dokumen perizinan ke pemohon
dan mengarsipkan dokumen perizinan. v ek Pemarfaatan Ruang
selesal Dokumen Perizinan S Menit yang Sesual dengan
il RTRWP




Nomor SOP SOP.PU.04/ DPM-PTSP/2017
Tanggal Pengesahan 10 Oktober 2017
Tanggal Revisi 09 Oktober 2017
Disahkan Oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi NTT
REBO A
~Pembina Utama Madya
PEMERINTAH PROVINS| NUSA TENGGARA TIMUR NIP. 19610626 198503 1012
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPM-PTSP) Judul SOP |zin Pembangunan, Pemanfaatan, Pengubahan dan/ atau
Pembongkaran Bangunan dan/ atau Saluran Irigasi pada
Jaringan Primer dan Sekunder dalam Daerah irigasi
Lintas Kabupaten/ Kota
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 1. Memahami struktur organisasi dan tatakerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2006 Tentang Irigasi; 2. Memahami tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan PTSP;
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025; 3. Menguasai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lzin
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Pembangunan, Pemanfaatan, Pengubahan dan/atau Pembongkaran Bangunan

Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi |

dan/atau Saluran Irigasi pada Jaringan Primer dan Sekunder dalam Daerah Iﬁgasi

Pemerintahan; Lintas Kabupaten/Kota;

5. Peraturan Gubemur NTT Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang dari Gubemur | 4. Memahami dan menguasai informasi dan teknologi;
kepada Kepala Dinas Penanaman Medal dan PTSP untuk Menandatangani Perizinan dan Non | 5. Mempunyai keahlian dalam bidang tersebut.
Perizinan di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT;

6. Peraturan Gubernur NTT Nomor 16 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif
Kepada Pemberi Kerja Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan di Provinsi Nusa
Tenggara Timur;

7. Peraturan Gubemur NTT Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan
Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah
Provinsi NTT.

KETERKAITAN PERALATAN/KELENGKAPAN

1. SOP pembuatan dan pengiriman surat permintaan Rekomendasi/pertimbangan teknis ke Tim Teknis; | 1. Aplikasi “SPESIAL"
2. SOP Pemeriksaan Lapangan; 2. ATK;
3. SOP Pendokumentasian. 3. Lembaran Ceklist;
4, Komputer dan printer;
5. Server,
6. Almari dokumen;
7. Ruangan Arsip.




PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Jika persyaratan tidak dipenuhi maka permohonan tidak dapat diproses;
2. Jika tanpa rekomendasi teknis maka izin tidak dapat diterbitkan.

Checklist tanda terima berkas;

Sistem Informasi Perizinan (SPESIAL);
Pencatatan penanggung jawab pada kartu kendali;
Pencatatan dan penomoran pada Agenda.

P RO ok




PELAKSANA MUTU BAKU
Bendahara
No URAIAN TUGAS K -
Front Office Kasie Pengkajian Staf Pengkajian Kasie Analisis Staf Analisis Kasie Pelayanan abid Sekretaris DPM Kepala DPM-PTSP pembantu Kelengkapan waktu Output
Pelayanan PTSP
penerima
1|Menerima berkas dari pemohon, memeriksa berkas permohonan Perizinan Berkas Permohonan
berkas p h perizinan dan menginput data m Perizinan, Kartu Kendali
perizinan serta meneruskan ke Kasie Pengkajian 20 Menit dan Lembaran chek list
2 1 Ya Berkas Permohonan |Berkas Permohonan
Memeriksa berkas P h Perizinan, apabila Perizinan, Kartu Kendali dan —— |Perizinan, disposisi
setuju diteruskan ke Staf Pengkajlaan dan tidak Tidak \ rd Lembaran chek list 0
setuju dikembalikan ke FO L
3 Berkas Permohonan Berkas Permohonan,buku
M dak Perizinan, disposisi agenda
& berkas p 4 dan 15 Menit
meneruskan ke Kasie Analisis
4|Menganalisis berkas perizi apabila setuju \ Berkas Permohonan,buku |Berkas Permohonan,
kan staf analisis buat surat / \ lagenda disposisi
permi k dasi/p bangan teknis, b
dan apabila tidak setuju dikembalikan ke Kasle \/ 20 Menit
= Tidak
Pengkajian
5|Membuat surat per k dasi teknis Ll Berkas Permohonan, dispasisi Berkas Permohonan,
kepada SKPD, dan rekomendasi teknis yang surat permohonan
diterima oleh staf analisis dilanjutkan pada Kasie 7 hari pertimbangan teknis dan
pelayanan |pertimbangan teknis.
6(M konsep perizi \goreksi konsep 1 Berkas Permohonan dan |Konsep perizinan
perizinan, memberikan penomoran dan rr pertimbangan teknis. ]
menyampaikan kepada kepala bidang pelayanan. 20 Menit
Y
7{Memeriksa konsep perizinan yang sudah dicetak / \ Yo |Konsep perizinan Draft Perizinan
|apabila setuju, diparaf dan diteruskan ke sekertaris
dan apabila tidak setuju dikembalikan ke kasie Tidak v 30 Menit
pelayanan untuk diperbaiki
8|memaraf draf perizinan dan meneruskan ke Draft Perizinan
Kadis
Draft Perizinan 20 Menit
9|menandatangani draf perizinan dan Draft Perizinan Dokumen Perizinan
diteruskan ke bendahara pembantu penerima. 1 Menit
10{Menyerahkan dokumen perizinan ke pemohon
dan mengarsipkan dokumen perizinan. v Izin Pembangunan,
Pemanfaatan,
G,—:—r) Dokumen Perizinan 5 Menit ubakian dan stau
Pembongkaran Bangunan




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPM-PTSP)

Nomor SOP : _SOP.PU.05/ DPM-PTSP/2017

Tanggal Pengesahan . 10 Oktober 2017
Tanggal Revisi : 09 Oktober 2017
Disahkan Oleh : Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi NTT

embina Utama Madya
NIP. 19610626 198503 1 012

Judul SOP . Penefapan dan Pemberian Rekomendasi Teknis atas
Penyediaan, Pengambilan, Peruntukan, Penggunaan dan
Pengusahaan Air Tanah pada Cekungan Air Tanah
Lintas Kabupaten/ Kota

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 121 tahun 2015 Tentang Pengusahaan Sumber
Daya Air;
Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

3.
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia |

Nomor 35 tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi

Pemerintahan;

Peraturan Gubernur NTT Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang dari Gubemur

kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP untuk Menandatangani Perizinan dan Non

Perizinan di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT;

6. Peraturan Gubernur NTT Nomor 16 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi
Administratif Kepada Pemberi Kerja Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan di
Provinsi Nusa Tenggara Timur,

7. Peraturan Gubernur NTT Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan
Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Admiistrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah
Provinsi NTT.

33

1. Memahami struktur organisasi dan tatakerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP;

2. Memahami tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan PTSP;

3. Menguasai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Penetapan dan
Pemberian Rekomendasi Teknis atas Penyediaan, Pengambilan, Peruntukkan,
Penggunaan dan Pengusahaan Air Tanah pada Cekungan Air Lintas
Kabupaten/Kota; X

4. Memahami dan menguasai informasi dan teknologi;

5. Mempunyai keahlian dalam bidang tersebut.

KETERKAITAN PERALATAN/KELENGKAPAN
1. SOP pembuatan dan pengiriman surat permintaan Rekomendasi/pertimbangan teknis ke Tim | 1. Aplikasi “SPESIAL"
Teknis; 2. ATK;
2. SOP Pemeriksaan Lapangan; 3. Lembaran Ceklist;
3. SOP Pendokumentasian. 4. Komputer dan printer;
5. Server,
6. Almari dokumen;
7. Ruangan Arsip.




PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Jika persyaratan tidak dipenuhi maka permohonan tidak dapat diproses; 1. Checklist tanda terima berkas;
2. Jika tanpa rekomendasi teknis maka izin tidak dapat diterbitkan. 2. Sistem Informasi Perizinan (SPESIAL);

3. Pencatatan penanggung jawab pada kartu kendali;
4. Pencatatan dan penomoran pada Agenda.




MUTU BAKU

PELAKSANA "
No URAIAN TUGAS Bendahara
Front Office Kasie Pengkajian Staf Pengkajlan Kasie Analisis Staf Analisis Kasie Pelayanan Pe!:bid Srief:Tr;sPDPM- Kepala DPM-PTSP pembantu Kelengkapan waktu Output
yenan penerima
1|Menerima berkas dari pemohon, memeriksa m berkas permohonan Perizinan Berkas Permohenan
berkas permoh perizinan dan ginput data Perizinan, Kartu Kendall
perizinan serta meneruskan ke Kasie Pengkajian 20 Menit dan Lembaran chek list
; Memeriksa berka: h A b Berkas Permohonan Berkas Permohonan
emeriksa s Per Perizinan, apabila Perizinan, Kartu Kendali dan Perizinan, disposisi
setuju diteruskan ke Staf Pengkajiaan dan tidak Tidak N Lembaran chek st SR
setuju dikembalikan ke FO /N
3 Berkas Permohonan Berkas Permohonan,buku
Mengagendakan berkas perizinan dan Perizinan, disposisi : agenda
meneruskan ke Kasie Analisis 1% Menk
4|Menganalisis berkas perizinan, apabila setuju A Berkas Permohonan,buku Berkas Permohonan,
kan staf analisis surat agenda disposisi
permi k dasi/pertimb. teknis, / \ Yo
dan apabila tidak setuju dikembalikan ke Kasie V 20 Mentt
Pengkajian Tioek
5|Membuat surat per K dasi teknis Berkas Permohonan, disposisi Berkas Permohonan,
|kepada SKPD, dan rekomendasi teknis yang surat permohonan
diterima oleh staf analisis dilanjutkan pada Kasie 7 hari pertimbangan teknis dan
pelayanan pertimbangan teknic.
6|Mencetak konsep perizinan,mengoreksi konsep 1 Berkas Permohonan dan Konsep perizinan
perizinan, memberikan penomoran dan l pertimbangan teknis.
menyampaikan kepada kepala bidang pelayanan. 20 Menit
4
7|Memeriksa konsep perizinan yang sudah dicetak / \ Yo Konsep perizinan Draft Perizinan
apabila setuju, diparaf dan diteruskan ke sekertaris
dan apabila tidak setuju dikembalikan ke kasie Tidak 30 Menit
pelayanan untuk diperbaiki
8|memaraf draf perizinan dan meneruskan ke Draft Perizinan
Kadis
Draft Perizinan 20 Menit
9 menandatangani draf perizinan dan Draft Perizinan Dokumen Perizinan
diteruskan ke bendahara pembantu penerima.
1 Menit
10|Menyerahkan dokumen perizinan ke pemohon
dan mengarsipkan dokumen perizinan.
Penetapan dan pemberian
\ 4 rekomendasi teknis atas
salissi Dokumen Perizinan 5 Menit penyediaan, pengambilan
air tanah pada cekungan
air tanah
1




=

Nomor SOP SOP.PU.06/ DPM-PTSP/2017
Tanggal Pengesahan 10 Oktober 2017
Tanggal Revisi 09 Oktober 2017
Disahkan Oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi NTT
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR EMUEL REBO A
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPM-PTSP) embina Utama Madya
NIP. 19610626 198503 1 012
Judul SOP Izin Penyelenggaraan Pelayanan Prasarana Air Minum
untuk Lintas Kabupaten/ Kota
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 1. Memahami struktur organisasi dan tatakerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP;
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025; | 2. Memahami tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan PTSP;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia | 3. Menguasai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Izin Penyelenggaraan
Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi | Péfayanan Prasarana Air Minum untuk Lintas Kabupaten/Kota;
Pemerintahan; 4, Memahamn_dan mengua!sal mnrmasu dar;) teknologi;
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 18/pim/2007 tentang Penyelenggaraan S AL GBS e
pengembangan Sistem penyediaan air minum;
5. Peraturan Gubemur NTT Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang dari Gubemnur
kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP untuk Menandatangani Perizinan dan Non
Perizinan di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT;
6. Peraturan Gubemur NTT Nomor 16 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi
Administratif Kepada Pemberi Kerja Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan di
Provinsi Nusa Tenggara Timur;
7. Peraturan Gubemnur NTT Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan
Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah
Provinsi NTT. i
KETERKAITAN PERALATAN/KELENGKAPAN
1. SOP pembuatan dan pengiriman surat permintaan Rekomendasi/pertimbangan teknis ke Tim Teknis; 1. Aplikasi “SPESIAL"
2. SOP Pemeriksaan Lapangan; 2. ATK;
3. SOP Pendokumentasian, 3. Lembaran Ceklist;
4. Komputer dan printer;
5. Server;
6. Almari dokumen;
7. Ruangan Arsip.
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
1. Jika persyaratan tidak dipenuhi maka permohonan tidak dapat diproses; 1. Checklist tanda terima berkas;
2. Jika tanpa rexomendasi teknis maka izin tidak dapat diterbitkan. 2. Sistem Informasi Perizinan (SPESIAL);

3. Pencatatan penanggung jawab pada kartu kendali;
4. Pencatatan dan penomoran pada Agenda.




MUTU BAKU

PELAKSANA
Bendahara
No URAIAN TUGAS Kabi ris DPM-
Front Office Kasie Pengkajian Staf Pengkajian Kasie Analisis Staf Analisis Kasie Pelayanan Pel:bm Sekret:T; Kepala DPM-PTSP pembantu Kelengkapan waktu Output
yanan penerima
1|Menerima berkas dari pemohon, memeriksa berkas permohonan Perizinan Berkas Permohonan
berkas permohonan perizinan dan menginput data MULAl Perizinan, Kartu Kendali
perizinan serta meneruskan ke Kasie Pengkajian 20 Menit dan Lembaran chek fist
2 A Ya Berkas Permohonan Berkas Permohonan
{Memeriksa berkas Permohonan Perizinan, apabila Perizinan, Kartu Kendall dan 10 Ment Perizinan, disposisi
setuju diteruskan ke Staf Pengkajiaan dan tidak Tidak \ / Lembaran chek list i
setuju dikembalikan ke FO 2
: [ Berkas Permohonan Berkas Permohonan,buku
i Perizinan, disposisi |3genda
Mengagendakan berkas perizinan dan —'— 15 Menit
meneruskan ke Kasie Analisis A
4] Menganalisis berkas perizinan, apabila setuju A Berkas Permohonan,buku Berkas Permohonan,
kan staf analisis buat surat ) agenda disposisi
permi y dasi/pertimbangan teknis, \ Yo —
dan apabila tidak setuju dikembalikan ke Kasie o v 20 Men
Pengkajian
5|Membuat surat permintaan rekomendasi teknis Berkas Permohonan, disposisi Berkas Permohonan,
kepada SKPD, dan rekomendasi teknis yang L‘ surat permohonan
diterima oleh staf analisis dilanjutkan pada Kasie 7 hari pertimbangan teknis dan
pelayanan pertimbangan teknis.
6| Mencetak konsep perizinan,mengoreksi konsep 1 Berkas Permohonan dan Konsep perizinan
perizinan, memberikan penomoran dan I pertimbangan teknis.
menyampaikan kepada kepala bidang pelayanan. 20 Menit
Y
7|Memeriksa konsep perizinan yang sudah dicetak / \ Ya |Konsep perizinan Draft Perizinan
{apabila setuju, diparaf dan diteruskan ke sekertaris
dan apabila tidak setuju dikembalikan ke kasie Tidak v 30 Menit
pelayzanan untuk diperbaiki
8|memaraf draf perizinan dan meneruskan ke Draft Perizinan
Kadis
Draft Perizinan 20 Menit
9|menandatangani draf perizinan dan Draft Perizinan Dokumen Perizinan
dite i
iteruskan ke bendahara pembantu penerima. 1 penit
10{Menyerahkan dokumen perizinan ke pemohon
dan mengarsipkan dokumen perizinan. Vv Izin Penyelenggaraan
Periz 5 Menit Pelayanan Prasarana Air
| selesal ’ Dokumen Perizinan Sk aritisk Uintas
= Kabupaten Kota




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPM-PTSP)

Nomor SOP SOP.PU.07/ DPM-PTSP/2017
Tanggal Pengesahan 10 Oktober 2017
Tanggal Revisi 09 Oktober 2017
Disahkan Oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi NTT
LREBO A
'embina Utama Madya

NIP. 19610626 198503 1012

Judul SOP Izin Penyelenggaraan Prasarana Air Limbah Lintas

Kabupaten/ Kota

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3.

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 Tentang Pengembangan sistem

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air;
Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

penyediaan Air minum;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan;

Peraturan Gubemur NTT Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang dari Gubemur
kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP untuk Menandatangani Perizinan dan Non
Perizinan di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT;

Peraturan Gubemnur NTT Nomor 16 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif
Kepada Pemberi Kerja Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan di Provinsi Nusa
Tenggara Timur;

Peraturan Gubemur NTT Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan
Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah

Provinsi NTT.

a. Memahami struktur organisasi dan tatakerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP;

b. Memahami tugas pokok
c. Menguasai peraturan
Penyelenggaraan Prasa

dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan PTSP,
perundang-undangan yang berkaitan dengan
rana Air Limbah Lintas Kabupaten/Kota;

~ d. Memahami dan menguasai informasi dan teknologi;

e. Mempunyai keahlian dalam bidang tersebut.

Izin

KETERKAITAN

PERALATAN/KELENGKAPAN

1. SOP pembuatan dan pengiriman surat permintaan Rekomendasi/pertimbangan teknis ke Tim Teknis;
2. SOP Pemeriksaan Lapangan;
3. SOP Pendokumentasian.

1. Aplikasi “SPESIAL"
2.ATK;

3.Lembaran Ceklist;

4. Komputer dan printer;
5.Server,

6. Almari dokumen;
7.Ruangan Arsip.




PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Jika persyaratan tidak dipenuhi maka permohonan tidak dapat diproses;
2. Jika tanpa rekomendasi teknis maka izin tidak dapat diterbitkan.

1. Checklist tanda terima berkas;

2. Sistem Informasi Perizinan (SPESIAL);

3. Pencatatan penanggung jawab pada kartu kendali;
4. Pencatatan dan penomoran pada Agenda.




PELAKSANA ) MUTU BAKU
Bendahara
URAIAN TUGAS )
Front Office Kasie Pengkajian Staf Pengkajian Kasie Analisis Staf Analisis Kasie Pelayanan Kabid Sekfetaris DPM Kepala DPM-PTSP pembantu leng} waktu Output
Pelayanan PTSP
penerima
|Menerima berkas dari pemohon, memeriksa berkas permohonan Perizinan Berkas Permohonan
| berkas permohonan perizinan dan menginput data MULAI Perizinan, Kartu Kendali
perizinan serta meneruskan ke Kasie Pengkajian 20 Menit dan Lembaran chek list
} Ya Berkas Permohonan Berkas Permohonan
Memeriksa berkas Permoh Perizinan, apabila Perizinan, Kartu Kendali dan 10 Mient Perizinan, disposisi
setuju diteruskan ke Staf Pengkajiaan dan tidak Tidak \ rd Lembaran chek list 9
setuju dikembalikan ke FO 4’
Berkas Permohonan Berkas Permohonan,buku
|Mengagendakan berkas perizinan dan Perizinan, disposisi agenda
" 15 Menit
meneruskan ke Kasie Analisis
Menganalisis berkas perizinan, apabila setuju Vv Berkas Permohonan,buku Berkas Permohonan,
| kan staf analisis buat surat / \ |agenda disposisi
P k dasi/pertimb teknis, 1o
dan apabila tidak setuju dikembalikan ke Kasie \/ 20 Mentt
Tidak
Pengkajian
Membuat surat permi k dasi teknis \L_l Berkas Permohonan, disposisi Berkas Permohonan,
kepada SKPD, dan rek wdasi teknis yang surat permohonan
diterima oleh staf analisis dilanjutkan pada Kasie 7 hari pertimbangan teknis dan
|pelayanan pertimbangan tekiis.
Mencetak konsep perizinan,mengoreksi konsep 1 Berkas Permohonan dan Konsep perizinan
perizinan, berikan p: an dan | pertimbangan teknis. )
|menyampaikan kepada kepala bidang pelayanan. 20 Menit
y
Memeriksa konsep perizinan yang sudah dicetak / \ Ya Konsep perizinan Draft Perizinan
apabila setuju, diparaf dan diteruskan ke sekertaris
dan apabila tidak setuju dikembalikan ke kasie e v 30 Menit
pelayanan untuk diperbaiki
memaraf draf perizinan dan meneruskan ke Draft Perizinan
Kadis
N Draft Perizinan 20 Menit
\
menandatangani draf perizinan dan Draft Perizinan Dokumen Perizinan
dit i
iteruskan ke bendahara pembantu penerima. 1 Mentt
Menyerahkan dokumen perizinan ke pemohon
dan mengarsi umen perizinan.
SERpOpi dolARaN PR v {2in Penyelenggaraan
‘ selesal ' Dokumen Perizinan S Menit Prasarana Al Limbah
Lintas Kabupaten Kota




PEMERINTAH PROVINS| NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPM-PTSP)

Nomor SOP : _SOP.PU.08/ DPM-PTSP/2017

Tanggal Pengesahan : 10 Oktober 2017
Tanggal Revisi : 09 Oktober 2017
Disahkan Oleh . Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi NTT

“#embina Utama Madya
NIP. 19610626 198503 1 012

Judul SOP : Surat lzin Pemanfaatan Mata Air (SIPMA)

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 Tentang Pengembangan sistem
penyediaan Air minum,;

4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan;

6. Peraturan Gubernur NTT Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang dari Gubemur
kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP untuk Menandatangani Perizinan dan Non
Perizinan di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT;

7. Peraturan Gubemnur NTT Nomor 16 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif
Kepada Pemberi Kerja Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan di Provinsi Nusa
Tenggara Timur;

8. Peraturan Gubemnur NTT Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan
Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah

1. Memahami struktur organisasi dan tatakerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP;

2. Memahami tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan PTSP;

3. Menguasai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Surat lzin
Pemanfaatan Mata Air (SIPMA);

4. Memahami dan menguasai informasi dan teknologi;

5. Mempunyai keahlian dalam bidang tersebut.

Provinsi NTT.
KETERKAITAN PERALATAN/KELENGKAPAN

1. SOP pembuatan dan pengiriman surat permintaan Rekomendasi/pertimbangan teknis ke Tim Teknis; | 1. Aplikasi “SPESIAL"

2. SOP Pemeriksaan Lapangan; 2. ATK;

3. SOP Pendokumentasian. 3. Lembaran Ceklist;
4, Komputer dan printer;
5. Server,
6. Almari dokumen;
7. Ruangan Arsip.




PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Jika persyaratan tidak dipenuhi maka permohonan tidak dapat diproses;
2. Jika tanpa rekomendasi teknis maka izin tidak dapat diterbitkan.

1. Checklist tanda terima berkas;

2. Sistem Informasi Perizinan (SPESIAL);

3. Pencatatan penanggung jawab pada kartu kendali;
4. Pencatatan dan penomoran pada Agenda.




PELAKSANA MUTU BAKU
No URAIAN TUGAS i Bendahara
Front Office Kasie Pengkajian Staf Pengkajian Kasie Analisis Staf Analisis Kasie Pelayanan Kabid Sekretarts DFM Kepala DPM-PTSP pemb lengk waktu Output
Pelayanan PTSP
penerima
1|Menerima berkas dari pemohon, memeriksa berkas permohonan Perizinan Berkas Permohonan
berkas h perizinan dan ginput data m |Perizinan, Kartu Kendali
perizinan serta meneruskan ke Kasie Pengkajian 20 Menit dan Lembaran chek list
2 A Ya |Berkas Permohonan Berkas Permohonan
Memeriksa berkas Permohonan Perizinan, apabila Perizinan, Kartu Kendali dan Nesit Perizinan, disposisi
setuju diteruskan ke Staf Pengkajiaan dan tidak Tidak N e b 10 Men
setuju dikembalikan ke FO A
3 Berkas Permohonan Berkas Permohonan,buku
. dak | Perizinan, disposisi agenda
g 15 Menit
meneruskan ke Kasie Analisis
4|Menganalisis berkas perizinan, apabila setuju N Berkas Permohonan,buku Berkas Permohonan,
staf analisis membuat surat / \ o agenda disposisi
permi X dasi/pertimbangan teknis, .
dan apabila tidak setuju dikembalikan ke Kasie Tidak \/ 20 frenk:
Pengkajian
5|Membuat surat per rek dasi teknis Berkas Permohonan, disposisi Berkas Permohonan,
kepada SKPD, dan rekomendasi teknis yang surat permohonan
diterima oleh staf analisis dilanjutkan pada Kasie 7 hari pertimbangan teknis dan
pelayanan AL pertimbangan teknis.
6|Mencetak konsep perizinan,mengoreksi konsep _Jr— Berkas Permohonan dan Konsep perizinan
perizinan, memberikan penomoran dan N pertimbangan teknis.
|menyampaikan kepada kepala bidang pelayanan. 20 Menit
7|Memeriksa konsep perizinan yang sudah dicetak Vé 0 Konsep perizinan Draft Perizinan
apabila setuju, diparaf dan diteruskan ke sekertaris Tidek v
dan apabila tidak setuju dikembalikan ke kasie 30 Menit
pelayanan untuk diperbaiki
8|memaraf draf perizinan dan meneruskan ke ! Draft Perizinan
Kadis
Draft Perizinan 20 Menit
9|menandatangani draf perizinan dan Draft Perizinan Dokumen Perizinan
diterus| ara pembantu ima.
kan ke bendahara pel penerima 1 Menit
10| Menyerahkan dokumen perizinan ke pemohon \
i B . lesal Dokumen Perizinan 5 Menit Swrad iy Bemaniuetan
i oxurrien Mata Air (SIPMA)




Nomor SOP SOP.PU.09/ DPM-PTSP/2017
Tanggal Pengesahan 10 Oktober 2017
Tanggal Revisi 09 Oktober 2017
Disahkan Oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi NTT
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPM-PTSP) e NIP. 19610626 198503 1012
Judul SOP i lzin Penyelenggaraan Pengelolaan Persampahan Lintas
Kabupaten/ Kota
DASAR HUKUM KUALIFIKAS| PELAKSANA
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah ; 1. Memahami struktur organisasi dan tatakerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 2. Memahami tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan PTSP;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah |3. Menguasai Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan lzin

4,
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia

Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan;

Peraturan Gubemnur NTT Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang dari Gubernur
kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP untuk Menandatangani Perizinan dan Non
Perizinan di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT;

Peraturan Gubemur NTT Nomor 16 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif
Kepada Pemberi Kerja Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan di Provinsi Nusa
Tenggara Timur,

Peraturan Gubernur NTT Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan
Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah
Provinsi NTT.

Penyelenggaraan Pengelolaan Persampahan Lintas Kabupaten/Kota;
4. Memahami dan Menguasai Informasi Dan Teknologi;
5. Mempunyai keahlian dalam bidang tersebut.

KETERKAITAN PERALATAN/KELENGKAPAN
1. SOP pembuatan dan pengiriman surat permintaan Rekomendasi/pertimbangan teknis ke Tim Teknis; | 1. Aplikasi “SPESIAL"
2. SOP Pemeriksaan Lapangan; 2. ATK;
3. SOP Pendokumentasian. 3. Lembaran Ceklist;
4, Komputer dan printer;
5. Server,
6. Almari dokumen;
7. Ruangan Arsip.




PERINQATAN . PENCATATAN DAN PENDATAAN
1. Jika persyaratan tidak dipenuhi maka permohonan tidak dapat diproses; 1. Checklist tanda terima berkas;
2. Sistem Informasi Perizinan (SPESIAL);

2. Jika tanpa rekomendasi teknis maka izin tidak dapat diterbitkan.
3. Pencatatan penanggung jawab pada kartu kendali;

4. Pencatatan dan penomoran pada Agenda.




PELAKSANA

MUTU BAKU

Bendahara
No URAIAN TUGAS ) . "y . ) Kabid Sekretaris DPM- s
Front Office Kasie Analisis Staf Analisis Kasie Pelayanan Kepala DPM-PTSP pembantu Kelengkapan waktu Output
Pelayanan PTSP A
penerima

1 |Menerima berkas dari pemohon, memeriksa berkas permohonan Berkas Permohonan
berkas permohonan perizinan dan menginput data Mulai Perizinan Perizinan, Kartu Kendali
perizinan serta meneruskan ke Kasie Pengkajian 20 Menit [dan Lembaran chek list

2 y Berkas Permohonan Berkas Permohonan
Memeriksa berkas Permohonan Perizinan, apabila Tidak \ Perizinan, Kartu Kendali e Perizinan, disposisi
setuju diteruskan ke Staf Pengkajiaan dan tidak \/ dan Lembaran chek list 20Ment
setuju dikembalikan ke FO A

3 Berkas Permohonan Berkas
Mengagendakan berkas perizinan dan Perizinan, disposisi - Permohonan,buku

= 15 Menit agenda
meneruskan ke Kasie Analisis g

4 |Menganalisis berkas perizinan, apabila setuju Berkas Permohonan,buku Berkas Permohonan,
menugaskan staf analisis membuat surat v agenda disposisi
et el dasi/pertimbangan teknis, /\ )
dan apabila tidak setuju dikembalikan ke Kasie v 20 Menit
Pengkajian \/

S |Membuat surat permintaan rekomendasi teknis Berkas Permohonan, Berkas Permohonan,
kepada SKPD, dan rekomendas: teknis yang N\ disposisi surat permohonan
diterima oleh staf analisis dilanjutkan pada Kasie l = bt |rekomendasi teknis dan
pelayanan an rekomendasi teknis.

6 |Mencetak konsep perizinan,mengoreksi konsep Berkas Permohonan dan Konsep perizinan
perizinan, memberikan penomoran dan I rekomendsi teknis.
menyampaikan kepada kepala bidang pelayanan. I 20 Menit

/

7 |Memeriksa konsep perizinan yang sudah dicetak \'4 Konsep perizinan Draft Perizinan

apabila setuju, diparaf dan diteruskan ke sekertaris Y /\'

aal
dan apabila tidak setuju dikembalikan ke kasie ke 30 Menit
pelayanan untuk diperbaiki \/

8 |memaraf draf perizinan dan meneruskan ke Draft Perizinan
Kadis 7

| Draft Perizinan 20 Menit

9 |menandatangani draf perizinan dan Draft Perizinan Dokumen Perizinan

diteruskan ke bendahara pembantu penerima. Y )
l 1 Menit

10 |Menyerahkan dokumen perizinan ke pemohor v Dokumen Perizinan 1zin Penyelenggaraan

dan mengarsipkan dokumen perizinan. Pengelolaan
Selesai Persampahan Lintas
- 5 Menit

Kabupaten Kota

Y FRANS LEBU RAY

~b




LAMPIRAN XVI : PERATUAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : TAHUN 2017
TANGGAL : 2017

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
BIDANG LINGKUNGAN HIDUP



Nomor SOP SOP.LH.01/ DPM-PTSP/2017

Tanggal Pengesahan 10 Oktober 2017

Tanggal Revisi 09 Oktober 2017

Disahkan Oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi NTT

MUEL REBO 4
~ Pembina Utama Madya
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NIP. 19610626 198503 1 012
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPM-PTSP) —nommamp izin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya

Beracun (B3) Skala Provinsi (Sumber Limbah Lintas
Kabupaten/ Kota) kecuali Minyak Pelumas/ Oli Bekas

DASAR HUKUM

KUALIFIKAS| PELAKSANA

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Framework
Convention on Climate Change (Konvensi) Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa
mengenai perubahan iklim);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi
2010-2025;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan;

6. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhut-1i’2000 tentang Tata Cara Aforestasi
dan Deforestasi dalam kerangka Mekanisme Pembangunan Bersih;

7. Peraturan Gubernur NTT Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pendelegasian dari Gubernur
kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP untuk menandatangani Perizinan
dan Non Perizinan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur,

8. Peraturan Gubernur NTT Nomor 16 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi
Administratif Kepada Pemberi Kerja Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan
di Provinsi Nusa Tenggara Timur,

9. Peraturan Gubernur NTT Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan
dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di
Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.

1. Memahami struktur organisasi dan tatakerja Dinas Penanaman Modal dan

PTSP;

2. Memahami tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan PTSP;

3. Menguasai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perizinan
Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Skala Provinsi
(Sumber limbah lintas Kab/Kota) kecuali minyak pelumas/oli bekas;

4. Memahami dan menguasai informasi dan teknologi;

5. Mempunyai keahlian dalam bidang tersebut.

KETERKAITAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. SOP pembuatan dan pengiriman surat permintaan Rekomendasi/pertimbangan teknis ke
Tim Teknis;

2. SOP Pemeriksaan Lapangan,

3. SOP Pendokumentasian.

ATK;

Server,

9 ovh N =

Aplikasi “SPESIAL"

Lembaran Ceklist;
Komputer dan printer;

Almari dokumen;




7. _Ruangan Arsip.

PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Checklist tanda terima berkas;

PERINGATAN
1. Jika persyaratan tidak dipenuhi maka permohonan tidak dapat diproses;
2. Jika tanpa rekomendasi teknis maka izin tidak dapat diterbitkan.

2: Sistem Informasi Perizinan (SPESIAL);
3. Pencatatan penanggung jawab pada kartu kendali,
4. Pencatatan dan penomoran pada Agenda.




PELAKSANA MUTU BAKU
Bendahara
No URAIAN TUGAS i i A
Front Office Kasie Pengkajian Staf Pengkajian Kasie Analisis Staf Analisis Kasie Pelayanan Kabid Sekresatis DPYY Kepala DPM-PTSP pembantu lengkap waktu Output
Pelayanan PTSP
penerima
1|Menerima berkas dari pemohon, memeriksa berkas permohonan Perizinan Berkas Permohonan
berkas permoh perizinan dan menginput data m Perizinan, Kartu Kendali
perizinan serta meneruskan ke Kasie Pengkajian 20 Menit dan Lembaran chek list
2 1 Ya Berkas Permohonan Berkas Permohonan
| Memeriksa berkas Permohonan Perizinan, apabila Perizinan, Kartu Kendali dan 10 Menit Perizinan, disposisi
setuju diteruskan ke Staf Pengkajiaan dan tidak Tidak \ v Lembaran chek list 0 Men
setuju dikembalikan ke FO N
2 Berkas Permohonan Berkas Permohonan,buku
Mengagendakan berkas perizinan dan Perizinan, disposisi — lagenda
meneruskan ke Kasie Analisis
4|Menganalisis berkas perizinan, apabila setuju v Berkas Permohonan,buku Berkas Permohonan,
menugaskan staf analisis membuat surat / \ lagenda |disposisi
permintaan rekomendasi/pertimbangan teknis, e it
dan apabila tidak setuju dikembalikan ke Kasie \/ 20 Men!
Tidak
Pengkajian
5{Membuat surat permir k dasi teknis LI Berkas Permohonan, disposisi Berkas Permohonan,
kepada SKPD, dan rekomendasi teknis yang surat permohonan
diterima oleh staf analisis dilanjutkan pada Kasie 7 hari pertimbangan teknis dan
pelayanan pertimbangan teknis.
6|Mencetak konsep perizinan,mengoreksi konsep 1 Berkas Permohonan dan Konsep perizinan
perizinan, memberikan penomoran dan I pertimbangan teknis.
menyampaikan kepada kepala bidang pelayanan. 20 Menit
b 4
7|Memeriksa konsep perizinan yang sudah dicetak / \ Ya Konsep perizinan Draft Perizinan
apabila setuju, diparaf dan diteruskan ke sekertaris
dan apabila tidak setuju dikembalikan ke kasie Tidak v 30 Menit
pelayanan untuk diperbaiki
8|memaraf draf perizinan dan meneruskan ke — Draft Perizinan
Kadis
Draft Perizinan 20 Menit
9|menandatangani draf perizinan dan Draft Perizinan Dokumen Perizinan
dite bant (|
ruskan ke bendahara pembantu penerima. 1 Menit
10{Menyérahkan dokumen perizinan ke pemohon
dan mengarsipkan dokumen perizinan. A 4 I2in Pengumpulan Limbah
selesal Dokumen Perizinan S Menit Bahan Berbahaya Beracun
CD e (B3)




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Nomor SOP : _SOP.LH.02/ DPM-PTSP/2017

Tanggal Pengesahan . 10 Oktober 2017
Tanggal Revisi . 09 Oktober 2017
Disahkan Oleh :  Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi NTT

embina Utama Madya
NIP. 19610626 198503 1 012

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPM-PTSP) Judul SOP : Rulkomendast ixin Fenguapiien L mbe Edhan Bechehays
Beracun (B3) Skala Nasional
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 1. Memahami struktur organisasi dan tatakerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 2. Memahami tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan PTSP;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan B3; 3. Menguasai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Rekomendasi Izin
4. Konvensi Roterdam tentang Prosedur Persetujuan atas Dasar Informasi Awal untuk Bahan Kimia dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan beracun (B3) skala Nasional;
Pestisida Berbahaya Tertentu dalam Perdagangan International; 4. Memahami dan menguasai informasi dan teknologi;
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025; 5. Mempunyai keahlian dalam bidang tersebut.
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 03 Tahun 2008 tentang Simbol dan Label B3;
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata cara Perizinan Pengelolaan Limbah
B3 (Bahan berbahaya dan Beracun);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2010 tentang penggunaan Sistem Elektronik Registrasi
B3 dalam kerangka Indonesia National Window di KLH,;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35
tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
10. Peraturan Gubernur NTT Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pendelegasian dari Gubernur kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal dan PTSP untuk Menandatangani Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Nusa Tenggara Timur;
11. Peraturan Gubernur NTT Nomor 16 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada
Pemberi Kerja Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
12. Peraturan Gubernur NTT Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan
Standar Operasional Prosedur Admiistrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.
KETERKAITAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
1. SOP pembuatan dan pengiriman surat permintaan Rekomendasi/pertimbangan teknis ke Tim Teknis; 1. Aplikasi “SPESIAL"
2. SOP Pemeriksaan Lapangan; 2. ATK; '
3. SOP Pendokumentasian. 3. Lembaran Ceklist;
4. Komputer dan printer;
5. Server,
6. Almari dokumen;
7.

Ruangan Arsip.




PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
1. Jika persyaratan tidak dipenuhi maka permohonan tidak dapat diproses; 1. Checklist tanda terima berkas;
2. Jika tanpa rekomendasi teknis maka izin tidak dapat diterbitkan. 2. Sistem Informasi Perizinan (SPESIAL);
3. Pencatatan penanggung jawab pada kartu kendali;
4. Pencatatan dan penomoran pada Agenda.




PELAKSANA MUTU BAKU
Bendahara
No URAIAN TUGAS g
Front Office Kasie Pengkajian Staf Pengkajlian Kasie Analisis Staf Analisis Kasie Pelayanan Pe:(:b‘d Sekre:rr;sPDPM Kepala DPM-PTSP pembantu Kelengkapan waktu Output
e penerima
1|Menerima berkas dari pemohon, memeriksa berkas permohonan Perizinan Berkas Permohonan
berkas permoh perizinan dan menginput data |Perizinan, Kartu Kendali
perizinan serta meneruskan ke Kasie Pengkajian 20 Menit dan Lembaran chek list
2 1 Ya Berkas Permohonan Berkas Permohonan
M iksa berkas Per Perizinan, apabila Perizinan, Kartu Kendali dan . Perizinan, disposisi
setuju diteruskan ke Staf Pengkajiaan dan tidak Tidak N Lembaran chek fist 10 Menit
setuju dikembalikan ke FO a
3 Berkas Permohonan Berkas Permohonan,buku
|Mengagendakan berkas perizinan dan Perizinan, disposisi |agenda
meneruskan ke Kasie Analisis J 15 Menit
4|Meng: is berkas perizinan, apabila setuju \ Berkas Permohonan,buku Berkas Permohonan,
kan staf analisis buat surat / |agenda disposisi
permintaan rekomendasi/pertimbangan teknis, s SO L
dan apabila tidak setuju dikembalikan ke Kasie Tidak v 20 Menit
| Pengkajian
5{M surat per rekomendasi teknis L_| Berkas Permohonan, dispasisi Berkas Permohonan,
kepada SKPD, dan rekomendasi teknis yang surat permohonan
diterima oleh staf analisis dilanjutkan pada Kasie . 7 hari pertimbangan teknis dan
pelayanan pertimbangan tekiis.
6| Mencetak konsep perizinan,mengoreksi konsep 1 Berkas Permohonan dan Konsep perizinan
perizinan, memberikan penomoran dait I pertimbangan teknis.
|menyampaikan kepada kepala bidang pelayanan. 20 Menit
y
7|Memeriksa konsep perizinan yang sudah dicetak / \ Ya |Konsep perizinan Draft Perizinan
apabila setuju, diparaf dan diteruskan ke sekertaris
dan apabila tidak setuju dikembalikan ke kasie Tidak V 30 Menit
pelayanan untuk diperbaiki
8| memaraf draf perizinan dan meneruskan ke — Draft Perizinan
Kadis
Draft Perizinan 20 Menit
9|menandatangani draf perizinan dan Draft Perizinan Dokumen Perizinan
diteruskan ke bendahara pembantu penerima. -
1 Menit
10{Menyerahkan dokumen perizinan ke pemohon i
dan mengarsipkan dokumen perizinan. A 4 Rekomendasi zin
= = Pengumpulan Limbah
selesal it
( ' Dokumen Perizinan S Meni Bahan Berbahaya Beracun

(83) Skala Nasional




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPM-PTSP)

Nomor SOP : _SOP.LH.03/ DPM-PTSP/2017

Tanggal Pengesahan : 10 Oktober 2017
Tanggal Revisi : 09 Oktober 2017
Disahkan Oleh : Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi NTT

ELREBO A
embina Utama Madya
NIP. 19610626 198503 1 012

Judul SOP : Kelayakan Lingkungan Hidup

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 1. Memahami struktur organisasi dan tatakerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 2. Memahami tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan PTSP;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan; 3. Menguasai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Kelayakan Lingkungan
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025; Hidup;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 | 4. Memahami dan menguasai informasi dan teknologi;

tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 5. Mempunyai keahlian dalam bidang tersebut.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana
Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan;

Peraturan Gubernur NTT Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pendelegasian dari Gubernur kepada Kepala Dinas |

Penanaman Modal dan PTSP untuk Menandatangani Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Peraturan Gubernur NTT Nomor 16 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada
Pemberi Kerja Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan di Provinsi Nusa Tenggara Timur,
Peraturan Gubernur NTT Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.

KETERKAITAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. SOP pembuatan dan pengiriman surat permintaan Rekomendasi/pertimbangan teknis ke Tim Teknis;
2. SOP Pemeriksaan Lapangan;
3. SOP Pendokumentasian.

LD oh 0 B =

Aplikasi “SPESIAL";
ATK;

Lembaran Ceklist;
Komputer dan printer;
Server;

Almari dokumen;
Ruangan Arsip.

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Jika persyaratan tidak dipenuhi maka permohonan tidak dapat diproses;
2. Jika tanpa rekomendasi teknis maka izin tidak dapat diterbitkan.

-_

Checklist tanda terima berkas;

2. Sistem informasi Perizinan (SPESIAL);
3.
4. Pencatatan dan penomoran pada Agenda.

Pencatatan penanggung jawab pada kartu kendali;




PELAKSANA MUTU BAKU
i
No URAIAN TUGAS - ‘ : . Kabid | Sekretaris DPM- s
Front Office Kasie Pengkajian Staf Pengkajian Kasie Analisis Staf Analisis Kasie Pelayanan pela PTSP Kepala DPM-PTSP pembantu Kelengkapan waktu Output
yanan penerima
1A rima berkas dari pemohon, memeriksa berkas permohonan Perizinan Berkas Permohonan
berkas h perizinan dan menginput data m Perizinan, Kartu Kendali
perizinan serta kan ke Kasie Peng} 20 Menit dan Lembaran chek list
2 } Yo Berkas Permohonan Berkas Permohonan
|Memeriksa berkas P h Perizinan, apablla Perizinan, Kartu Kendali dan 10 Menit Perizinan, disposisi
setuju diteruskan ke Staf Pengkajiaan dan tidak Tidak d Lembaran chek st
setuju dikembalikan ke FO ~
3 Berkas Permohonan Berkas Permohonan,buku
Mengagendakan berkas perizinan dan Perizinan, disposisi bl |2genda
meneruskan ke Kasie Analisis
4|Menganalisis berkas perizi apabila setuju v Berkas Permohonan,buku Berkas Permohonan,
kan staf analisis surat / \ |agenda disposisi
permiritaan rekomendasi/pertimbangan teknis, i
dan apabila tidak setuju dikembalikan ke Kasle e v 20 Menit
|Pengkajian
5|Membuat surat p: k dasi teknis L'I Berkas Permohonan, dispasisi Berkas Permohonan,
kepada SKPD, dan rek dasi teknis yang surat permohonan
diterima oleh staf analisis dilanjutkan pada Kasie 7 hari pertimbangan teknis dan
pelayanan pertimbangan teknis.
6| Mencetak konsep perizinan,mengoreksi konsep 1 Berkas Permohonan dan Konsep perizinan
perizinan, memberikan penomoran dan rf pertimbangan teknis.
menyampaikan kepada kepala bidang pelayanan. 20 Menit
4
7|Memeriksa konsep perizinan yang sudah dicetak / \ Ya Konsep perizinan Draft Perizinan
apabila setuju, diparaf dan diteruskan ke sekertaris
dan apabila tidak setuju dikembalikan ke kasie Tidak v 30 Menit
pelayanan untuk diperbaiki
8|memaraf draf perizinan dan meneruskan ke Draft Perizinan
Kadis
Draft Perizinan 20 Menit
9|menandatangani draf perizinan dan Draft Perizinan Dokumen Perizinan
diteruskan ke bendahara pembantu penerima.
1 Menit
10|Menyérahkan dokumen perizinan ke pemohon v
dan mengarsipkan dokumen perizinan.
@ Dokumen Perizinan § Menit Kelavak:nul.‘l‘r:kunsan




Nomor SOP : _SOP.LH.04/ DPM-PTSP/2017

Tanggal Pengesahan  : 10 Oktober 2017
Tanggal Revisi : 09 Oktober 2017
Disahkan Oleh - Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi NTT

embina Utama Madya

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NIP. 19610626 198503 1 012

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPM-PTSP)

Judul SOP : bl Izin Lingkungan Hidup

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 1. Memahami struktur organisasi dan tatakerja Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 2. Memahami tugas pokok dan fungsi Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan; 3. Menguasai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Izin Lingkungan Hidup;
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, 4. Memahami dan menguasai informasi dan teknologi;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 | 5. Mempunyai keahlian dalam bidang tersebut.

Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana

Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan;

7. Peraturan Gubernur NTT Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pendelegasian dari Gubernur kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal dan PTSP untuk Menandatangani Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Nusa Tenggara Timur,

8. Peraturan Gubernur NTT Nomor 16 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada
Pemberi Kerja Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan di Provinsi Nusa Tenggara Timur;

9. Peraturan Gubermnur NTT Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.

KETERKAITAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
1. SOP pembuatan dan pengiriman surat permintaan Rekomendasi/pertimbangan teknis ke Tim Teknis; 1. Aplikasi “SPESIAL"
2. SOP Pemeriksaan Lapangan; 2. ATK;
3. SOP Pendokumentasian. 3. Lembaran Ceklist;
4, Komputer dan printer;
5. Server;

6. Almari dokumen;
7. Ruangan Arsip.

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
1. Jika persyaratan tidak dipenuhi maka permohonan tidak dapat diproses; 1. Checklist tanda terima berkas;
2. Jika tanpa rekomendasi teknis maka izin tidak dapat diterbitkan. 2. Sistem Informasi Perizinan (SPESIAL);

3. Pencatatan penanggung jawab pada kartu kendali;
4. Pencatatan dan penomoran pada Agenda.




PELAKSANA

MUTU BAKU

Bendahara
No URAIAN TUGAS Kabid kretari -
Front Office Kasie Pengkajian Staf Pengkajian Kasie Analisis Staf Analisis Kasie Pelayanan P : ! e re:Tr;sPDPM Kepala DPM-PTSP pembantu Kelengkapan waktu Output
anal
St penerima

1|Menerima berkas dari pemohon, memeriksa berkas permohonan Perizinan Berkas Permohonan
berkas permohonan perizinan dan menginput data Mulai Perizinan, Kartu Kendali
perizinan serta meneruskan ke Kasie Pengkajian 20 Menit dan Lembaran chek list

2 \ 4 Berkas Permohonan Perizinan, Berkas Permohonan
Memeriksa berkas Permohonan Perizinan, apabila Tidak /\ Ya Kartu Kendali dan Lembaran i Perizinan, disposisi
setuju diteruskan ke Staf Pengkajiaan dan tidak \ / chek list 10 Mentt
setuju dikembalikan ke FO N

3|Mengagendakan berkas perizinan dan ' Berkas Permohonan Perizinan, Berkas Permohonan,buku
meneruskan ke Kasie Analisis |disposisi agenda

15 Menit

4|Menganalisis berkas perizinan, apabila setuju Berkas Permohonan,buku Berkas Permohonan,
menugaskan staf analisis membuat surat A 4 agenda disposisi
permintaan rekomendasi/pertimbangan teknis, a8 / \ v .
dan apabila tidak setuju dikembalikan ke Kasie 2 20 Menit

|Pengkajian \/

SIN t surat permintaan rekomendasi teknis Berkas Permohonan, disposisi Berkas Permohonan,
kepada SKPD, dan rekomendasi teknis yang " surat permohonan
diterima oleh staf analisis dilanjutkan pada Kasie —l 7 hari |rekomendasi teknis dan

|pelayanan |rekomendasi teknis.
6|Mencetak konsep perizinan,mengoreksi konsep Y Berkas Permohonan dan Konsep perizinan
perizinan, memberikan penomoran dan 1 rekomendsi teknis. .
menyampaikan kepada kepala bidang pelayanan. I 20 Menit
N

7|Memeriksa konsep perizinan yang sudah dicetak Y Konsep perizinan Draft Perizinan

apabila setuju, diparaf dan diteruskan ke sekertaris i / \v

al
dan apabila tidak setuju dikembalikan ke kasie . 30 Menit
pelayanan untuk diperbaiki v

8|Memaraf draf perizinan dan meneruskan ke v Oraft Perizinan
fadis D Draft Perizinan 20 Menit

9|Menandatangani draf perizinan dan Draft Perizinan Dokumen Perizinan
diteruskan ke bendahara pembantu penerima. Y .

l 1 Menit
10|Menyerahkan dokumen perizinan ke pemohon ¥ Dokumen Perizinan 1zin Lingkungan Hidup.
dan mengarsipkan dokumen perizinan.
. Gelea 5 Menit

/(GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

V' FRANS LEBU RAY}/




LAMPIRAN XVII : PERATUAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : TAHUN 2017
TANGGAL : 2017

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
BIDANG KESBANGPOL




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPM-PTSP)

Nomor SOP : SOP.KESBANG.01/ DPM-PTSP/2017

Tanggal Pengesahan : 10 Oktober 2017

Tanggal Revisi : 09 Oktober 2017

Disahkan Oleh . Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi NTT

embina Utama Madya
NIP. 19610626 198503 1 012

Judul SOP : ¢ \zin Penelitian Lembaga Dalam Provinsi

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan

Penerapan limu Pengetahuan dan Teknologi;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006 tentang lzin Bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian Asing,

Badan Usaha Asing dan Orang Asing;

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

Keputusan Presiden Nomor 100 Tahun 1993 tentang Izin Penelitian bagi Orang Asing;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan

Rekomendasi Peneliian;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun
2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;

9. Keputusan Direktur Jenderal Sosial Politik Nomor 141 Tahun 1981 tentang Surat Pemberitahuan Penelitian;

10. Peraturan Gubernur NTT Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang dari Gubernur kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal dan PTSP untuk Menandatangani Perizinan dan Non Perizinan di Llngkungan Pemerintah Provinsi
NTT,

11. Peraturan Gubernur NTT Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.

(XN

D O~

1. Memahami struktur organisasi dan tatakerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP;

2. Memahami tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan PTSP;

3. Menguasai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Penelitian
Lembaga dalam Provinsi;

4. Memahami dan menguasai informasi dan teknologi;

5. Mempunyai keahlian dalam bidang tersebut.

KETERKAITAN PERALATAN/KELENGKAPAN
1. SOP pembuatan dan pengiriman surat permintaan Rekomendasi/pertimbangan teknis ke Tim Teknis; 1. Aplikasi “SPESIAL"
2. SOP Pemeriksaan Lapangan; 2. ATK:
3. SOP Pendokumentasian. 3. Lembaran Ceklist;
4. Komputer dan printer;
5. Server;
6. Almari dokumen;
7. _Ruangan Arsip.

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Jika persyaratan tidak dipenuhi maka permohonan tidak dapat diproses;
2. Jika tanpa rekomendasi teknis maka izin tidak dapat diterbitkan.

1. Checklist tanda terima berkas;

2. Sistem Informasi Perizinan (SPESIAL);

3. Pencatatan penanggung jawab pada kartu kendali;
4. Pencatatan dan penomoran pada Agenda.




PELAKSANA MUTU BAKU
URAIAN TUGAS id M- Bendahara
Front Office Kasie Pelayanan kab Sekretaris DP Kepala DPM-PTSP pembantu Kelengkapan waktu Output
Pelayanan PTSP
penerima
Menerima berkas dari pemotion, memeriksa berkas permohonan Perizinan Berkas Permohonan Perizinan, Kartu
berkas permohonan perizinan dan menginput MULAI J Kendali dan Lembaran chek list
data perizinan serta meneruskan ke Kasie 15 Menit
Pelayanan
N k konsep p ksl konsep Berkas Permohonan Perizinan, Konsep Perizinan
peri , berikan p dan Kartu Kendall dan Lembaran chek &
menyampaikan kepada kepala bidang pelayanan. list 10 Menl
Memerlksa konsep perizinan yang sudah dicetak |Konsep perizinan Draft Perizinan
apabila setuju, diparaf dan diteruskan ke Tidak \ Ya
sekertaris dan apabila tidak setuju dikembalikan 2 Menit
ke kasie pelayanan untuk diperbaiki
{memaraf draf perizinan dan meneruskan ke Draft Perizinan
Ka <
. Draft Perizinan 1 Menit
datangani draf perizinan dan Draft Perizinan Dokumen Perizinan
|diteruskan ke bendahara pembantu penerima.
1 Menit
Menyerahkan dokumen perizinan ke pemohon Dokumen Perizinan 1zin Penelitian Lembaga Dalam
dan mengarsipkan dokumen perizinan. Provinsl
5 Menit




Nomor SOP SOP.KESBANG.02/ DPM-PTSPI2017
Tanggal Pengesahan 10 Oktober 2017
Tanggal Revisi 09 Oktober 2017
Disahkan Oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi NTT
; EL REBO &
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR embina Utama Madya
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPM-PTSP) { NIP. 19610626 198503 1 012
Judul SOP Izin Penelitian Mahasiswa Dalam Provinsi
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan
Penerapan limu Pengetahuan dan Teknologi;

1. Memahami strukur organisasi dan tatakerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP;
2. Memahami tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan PTSP;
3. Menguasai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Penelitian

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006 tentang Izin Bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian Asing, Mahasiswa dalam Provinsi;
Badan Usaha Asing dan Orang Asing; 4. Memahami dan menguasai informasi dan teknologi;
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025; 5. Mempunyai keahlian dalam bidang tersebut.
5. Keputusan Presiden Nomor 100 Tahun 1993 tentang Izin Penelitian bagi Orang Asing;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan
Rekomendasi Penelitian;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun
2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi
Penelitian;
9. Keputusan Direktur Jenderal Sosial Politik Nomor 141 Tahun 1981 tentang Surat Pemberitahuan Penelitian;
10. Peraturan Gubernur NTT Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang dari Gubernur kepada Kepala
Dinas Penanaman Modal dan PTSP untuk Menandatangani Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Pemerintah
Provinsi NTT;
11. Peraturan Gubernur NTT Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.
KETERKAITAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
1. SOP pembuatan dan pengiriman surat permintaan Rekomendasi/pertimbangan teknis ke Tim Teknis; 1. Aplikasi “SPESIAL"
2. SOP Pemeriksaan Lapangan; 2. ATK;
3. SOP Pendokumentasian. 3. Lembaran Ceklist;
4. Komputer dan printer;
5. Server,
6. Almari dokumen;
7.

Ruangan Arsip




PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Jika persyaratan tidak dipenuhi maka permohonan tidak dapat diproses;
2. Jika tanpa rekomendasi teknis maka izin tidak dapat diterbitkan.

1. Checklist tanda terima berkas;

2. Sistem Informasi Perizinan (SPESIAL);

3. Pencatatan penanggung jawab pada kartu kendali;
4. Pencatatan dan penomoran pada Agenda.




PELAKSANA MUTU BAKU
No URAIAN TUGAS . Bendahara
Front Office Kasie Pelayanan i Secretarts DAY Kepala DPM-PTSP pembantu Kelengkapan waktu Output
Pelayanan PTSP
penerima
1|Menerima berkas dari pemohon, memeriksa berkas permohonan Perizinan Berkas Permohonan Perizinan, Kartu
berkas h perizinan dan ginput data |Kendali dan Lembaran chek list
perizinan serta meneruskan ke Kasie Pelayanan 15 Menit
2|Mencetak konsep perizinan,mengoreksi konsep Berkas Permohonan Perizinan, Konsep Perizinan
perizinan, berikan p dan Kartu Kendali dan Lembaran chek 10 Menit
yampaikan kepada kepala bidang pelayanan. list
3|Memeriksa konsep perizinan yang sudah dicetak | Konsep perizinan Draft Perizinan
apabila setuju, diparaf dan diteruskan ke sekertaris Tdak Ya
dan apabila tidak setuju dikembalikan ke kasie 2 Menit
pelayanan untuk diperbaiki v
4|memaraf draf perizinan dan meneruskan ke Draft Perizinan
Kadis el "
Draft Perizinan 1 Menit
5|menandatangani draf perizinan dan Draft Perizinan Dokumen Perizinan
diteruskan ke bendahara pembantu penerima. 1 M
enit
6|Menyarahkan dokumen perizinan ke pemohon \ Dokumen Perizinan Izin Penelitian Mahasiswa Dalam
dan mengarsipkan dokumen perizinan. m Provinsi
5 Menit




Nomor SOP SOP.KESBANG.01/ DPM-PTSP/2017
Tanggal Pengesahan 10 Oktober 2017
Tanggal Revisi 09 Oktober 2017
Disahkan Oleh Kepala Dinas Penanaman Madal dan PTSP Provinsi NTT
. SEMUEL REBO ¢
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR “Pembina Utama Madya

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPM-PTSP) NIP. 19610626 198503 1 012

Judul SOP Izin Penelitian Lembaga Asing
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, | 1. Memahami struktur organisasi dan tatakerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP;

Pengembangan, dan Penerapan limu Pengetahuan dan Teknologi;

2. Memahami tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan PTSP;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Menguasai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Penelitian Lembaga Asing;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006 tentang Izin Bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga | 4. Memahami dan menguasai informasi dan teknologi;
Penelitian Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing; 5. Mempunyai keahlian dalam bidang tersebut.
4. Keputusan Presiden Nomor 100 Tahun 1993 tentang Izin Penelitian bagi Orang Asing;
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman

Penerbitan Rekomendasi Penelitian;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman
Penerbitan Rekomendasi Penelitian;

8. Keputusan Direktur Jenderal Sosial Politik Nomor 141 Tahun 1981 tentang Surat Pemberitahuan
Penelitian;

9. Peraturan Gubernur NTT Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang dari Gubernur
kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP untuk Menandatangani Perizinan dan Non
Perizinan di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT

10. Peraturan Gubernur NTT Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan
Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah

Provinsi NTT..
KETERKAITAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
1. SOP pembuatan dan pengiriman surat permintaan Rekomendasi/pertimbangan teknis ke Tim | 1. Aplikasi “SPESIAL"

Teknis; 2. ATK;

3. Lembaran Ceklist;

4. Komputer dan printer;
5. Server;

6. Almari dokumen;

7. Ruangan Arsip.

2. SOP Pemeriksaan Lapangan;
3. SOP Pendokumentasian.




PENCATATAN DAN PENDATAAN

PERINGATAN
1. Jika persyaratan tidak dipenuhi maka permohonan tidak dapat diproses;
2. Jika tanpa rekomendasi teknis maka izin tidak dapat diterbitkan.

1. Checklist tanda terima berkas;
2. Sistem Informasi Perizinan (SPESIAL).
3. Pencatatan penanggung jawab pada kartu kendali;

4. Pencatatan dan penomoran pada Agenda.




PELAKSANA MUTU BAKU
No URAIAN TUGAS Kabi K " . Bendahara
Front Office Kasie Pelayanan abid Sekretarts DFM Kepala DPM-PTSP pembantu Kelengkapan waktu Output
Pelayanan PTSP "
penerima
1N ima berkas dari hon, memeriksa berkas permohonan Perizinan Berkas Permohonan Perizinan, Kartu
berkas permohonan perizinan dan menginput data Kendali dan Lembaran chek list
perizinan serta meneruskan ke Kasie Pelayanan MuULAI 15 Menit
2 k konsep perizi ksi konsep y Berkas Permohonan Perizinan, Konsep Perizinan
perizinan, memberikan penomoran dan Kartu Kendali dan Lembaran chek 10 Menit
menyampaikan kepada kepala bidang pelayanan. list -k
/
3|Memeriksa konsep perizinan yang sudah dicetak b § Konsep perizinan Draft Perizinan
apabila setuju, diparaf dan diteruskan ke sekertaris Thiak / \ Ya
dan apabila tidak setuju dikembalikan ke kasie 2 Menit
pelayanan untuk diperbaiki \/
4|memaraf draf perizinan dan meneruskan ke Draft Perizinan
Kadis
Draft Perizinan 1 Menit
S|menandatangani draf perizinan dan Draft Perizinan Dokumen Perizinan
diteruskan i
iteruskan ke bendahara pembantu penerima. 1 Menit
6|Menyerahkan dokumen perizinan ke pemohon Y Dokumen Perizinan 1zin Penelitian Lembaga Asing
dan mengarsipkan dokumen perizinan. :
] 5 Menit

/{GUBERNUR NUSA TENGGARA/TIMUR, \9

FRANS LEBU RAYA




